
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR P TAHUN 2O2O

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan Standarisasi pelayanan perizinan

dan nonpeiztnart serta pedoman bagt aparatur penyelenggara

dan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas

_dan fungsinya, perlu membuat Standar Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dart

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah

Tingkat II dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 67, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a72al;



4.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektroloeik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48431, sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8a6l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor ll2, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (L.embaran Negara Nomor Tahun 2Ol4 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot+ Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang

Penyelenggara€rn Sistem dan Transaksi Elektronik (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 189, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

5.

6.

7.

8.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 221);

12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2074 tentang Perizinan

untuk usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 2221;

13. Peraturan Presiden Nomor 9l- Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 2l0l;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 2721;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2Ol4

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 615);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2Ot7 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2OT9 tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan perizinan dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara

Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2ol9

Nomor 4).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUARA ENIM

PELAYANAN

PENANAMAN

KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim;

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sattr Pintu,

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Muara Enim;

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu

pintu.

Penyelenggaraan Pelayanan Pertzinan dan Non Pertzinarr

adalah kegiatan penyelengga.raan Perizinan dan Non perizinan

yaurtg proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.

Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya

yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya seseorarg atau Badan unhrk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu;

Pelayanan adatah Pemberian pelayanan di bidang perizinan

dan nonperizinan dari penerimaan berkas permohonan

sampai diterbitkannya dokumen;

7.

8.
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10.

11.

t2.

13.

t4.

pefizinart adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas dari

pemerintah kepada seseor€ulg atau pelaku usaha / kegiatan

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanngan ;

Nonperizinan Pemberian dokumen dan bukti legalitas atas

sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang

dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undanngan ;

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

Penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, terjangkau dan terukur;

surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah

Retribusi yang terutang;

Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari

Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Muara Enim,

berkedudukan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS

Sebuah sistem Layanan Perrzinarr Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (PBTSE) pemerintah Republik Indonesia yang

terintegrasi antar lembaga dan kementerian di seluruh

Indonesia, OSS dapat diakses melalui Perizinan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) atau bisa diakses secara online (daring).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN
Bagran Kesatu

Tujuan
Pasal 2

Standar Pelayanan DPMPTSP bertujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada

masyarakat;

b. Memberikan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan,

kepastian hukum dan akuntabel; dan

c. Standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki,

serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya.
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Bagran Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Standar Pelayanan DPMPTSP adalah :

a. Terbangunnya citra yang lebih baik serta partisipasi masyarakat

terhadap percepatan layanan penzinan;

b. Tercapainya tingkat kepuasa.n masyarakat terhadap pelayanan

perizinan;

c. Tercapainya koordinasi dan keterpaduan antar Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PELAYANAN

Bagian kesatu

Ruang LingkuP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meliputi:

a. Pelayanan perizinan baru;

b. Pelayanan perubahan penzinan;

c. Pelayanan perpanjangan/ daltar ulang penzinan;

d. Pelayanan pemberian salinan perizinan;

e. Pelayanan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri.

Bagran kedua

Prinsip

Pasal 5

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan

dilakukan dengan memperhatikan prinsip antara lain :

a. Profesionalisme. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat

secara Profesional Ramah dan Transfaran dalam melaksanakan

pekerjaan melayani masyarakat serta pelaksana pelayanan harus

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;

b. Partisipasif. Penyusunan Standar yaitu peningkatan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

c. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban

dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan sesuai aturan dan

Norma yang berlaku.
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BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Jenis Perrzinan dan Nonpetwinan yang diselenggarakan dengan

Pola PTSP Kabupaten Muara Enim, terdiri dari :

a. Di bidang Kesehatan, meliPuti :

1. Perizinan, terdiri dari :

a) Izin Toko Obat;

b) Izin Pengobat Tradisional (SIPT);

c) Izin Apotek;

d) Izin OPtik;

e) Izin Praktek Dokter Umum;

0 Izin Praktek Dokter Gigi;

g) lzrnPraktek Dokter SPesialis;

h) Izin Praktek Perawat;

i) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan

Kelas D Pratama;

j) lzin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan

Kelas D Pratama;

k) Izin Mendirikan Klinik;

1) Izin Operasional Klinik;

m) lztn l,aboratorium klinik Umum dan Pratama;

n) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

o) Izin Klinik Kecantikan;

p) Izin Pijat/Urut;

q) Izin Pelayanan Kesehatan SPA;

r) Izin Depot Air Minum;

s) Izin Klinik Bersalin;

t) Izin Praktek Bidan;

u) Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

v) Izin Operasional hrskesmas;

w) Izin Praktek Fisiotralis (SIPF);

x) Izin T\rkang Gigt;

y) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

z) lzin Keqa. Terapis Gigi dan Mulut;

aa) Izin Praktik Ahli Gizi /Ntrtrisionis;
bb) lzinKe4a Ahli Gizi /Nutrisionis;
cc) Izin Praktik Ahli Teknologi l,aboratorium Medik;



dd) Izin Kerja Ahli Tenaga I-aboratorium Medik;

ee) lzin Ke4aTenaga Kesehatan Lingkungan (sanitarian);

ff) lzin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan

(Sanitarian);

gg) Izin Praktik APoteker;

hh) lzinTenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker);

ii) lzin Praktik Perekam Medik;

jj) lzinKeqaPerekam Medik;

kk) Izin Praktik Radiografer;

11) Izin Keda Radiografer;

mm) Izin Praktik Fisioterafi;

nn) Izin Keq'a Fisioterali;

oo) Izin Fraktik Refleksionis Optision;

pp) Izin Kerja Refleksionis Optision;

qq) Izin Fraktik Hemodialisa;

rr) lzin Keqa Hemodialisa;

ss) Izin Praktik Akufuntur;

tt) Izin Praktik Ahli Tekhnik Elektro Medik;

uu) lzin Keqa Ahli Tekhnik Elektro Medik;

w) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);

ww) Izin Praktik Okupasi Terapis;

>or) Izin Praktik Terapis Wicara;

yy) Izin Praktik Psikologis Klinis;

zzl Izin Kerja Psikologis Klinis;

aaa) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

bbb) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;

ccc) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan

Binatang Pembawa Penyakit;

ddd) Izin Toko Alat Kesehatan;

eee) Izin Unit Transpusi Darah

2. Nonperizrnant, terdiri dari :

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);

b. Di bidang Perhubungan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari

a) Izin Trayek;

b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;

c) lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam

Trayek;

d) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
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e) Izin Bongkar Muat;

0 Izin PenyimPanan Kendaraan Pool;

g) Izin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus);

h) Izin Operasional Bengkel Umum;

2. Nonpertzinan terdiri dari :

a) Analisis DamPak Lalu Lintas;

b) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau;

c) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;

d) Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk

Kepentingan Sendiri;

e) Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan

c. Di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan,

meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Usaha Tanaman Pangan;

bl lzin Usaha Hortikultura;

c) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;

d) Izin Usaha Peternakan;

e) Izin Usaha Budidaya Peternakan;

f) Izin Usaha Pembibitan Peternakan;

g) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;

h) Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;

0 Izin Praktek Dokter Hewan;

j) Izin Praktek Paramedik Hewan;

kl lzin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan

Kesehatan di Unit Usaha Peternakan);

U Izin Klinik Hewan;

ml lzin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop,

Poultry shop, Grooing, Kennel Caterry;

n) Izin Usaha Obat Hewan;

o) Izin Usaha Pakan Ternak;

p) Izin Usaha Peralatan Ternak;

q) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak;

r) lztn Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal

Hewan dan Tumbuhan;

s) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;

t) lzinPernasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan.

2. Nonpenzrnart terdiri dari :

a) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
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b) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;

c) Pendaftaran / Varietas Tanaman;

d) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

e) Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;

0 Perlindungan I Pendaftaran Varietas Tanaman;

g) Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;

h) Pendaftaran PuPuk;

i) PendaftaranPestisida;

j) Rekomendasi Ekspor / Impor Beras Tertentu;

k) Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

1) Pendaftaran Usaha Peternakan;

m) Pendaftaran Pakan Ternak;

n) Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk

Hewan.

d. Perizinan di bidang Perikanan, meliputi :

1. Izin Usaha Budidaya Ikan;

2. Izin Usaha Pembenihan Ikan.

e. Di bidang Perindustrian dan Perdagangarl, meliputi :

1.. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Usaha Industri;

b) Izin Perluasan Industri;

c) Izin Usaha Kawasan Industri;

dl lzin Perluasan;

e) Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

(sIUP-MB);

0 Izin Usaha Toko Swalayan;

g) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

h) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

i) Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Nonpenzinart terdiri dari :

a. Tanda Daftar Gudang;

b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

c) Tanda Daftar Perusahaan;

d) Surat Keterangan Pengecer Minuman Berakohol

Golongan A (SKP-A);

e) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat

Minuman Berakohol Golongan A (SKPL-A);

0 Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,

Konvensi dan/atau Seminar Dagang;
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g) Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian;

h) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan

atau Jasa;

i) Tanda Daftar Pelaku usaha Distribusi Barang

Kebutuhan Pokok (TDPUD-BaPok).

f. Di bidang Perkebunan, meliPuti :

1. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Usaha Perkebunan (IUP);

b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

c) Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P).

2. Nonperizinan terdiri dari :

a) Surat Tanda Daftar Perkebunan;

b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);

c) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P).

g. Di bidang Pendidikan, meliPuti :

1. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;

b) Izin Operasional Satuan Pendidikan;

c) lzin Penyelenggara Satuan Pendidikan Ke{a Sama;

d) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dengan

Modal Asing;

e) Izin Usaha Perfilman.

2. Nonpenzinan. terdiri dari :

a) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;

b) Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa Teknik,

Pengarsipan Film;

c) Surat Rekomendasi Impor Film.

h. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK);

c) Izin Penyelenggara Reklame;

d) lnn Dispensasi Jalan;

e) Surat Izin Peil Banjir;
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2. Nonperizinan terdiri dari :

a) Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;

b) Sertifikat Laik Fungsi;

i. Di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Lokasi;

b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

c) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;

d) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan

Rusun.

2. Nonpenzinan terdiri dari :

a) Pengesahan Pertelaan;

b) Sertifikat HMRS a/n DeveloPer;

c) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

a/n Pembeli.

j. Nonperizinan di bidang Kepariwisataan, meliputi :

1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

3. Tanda Daftar Usaha Jasa Pedalanan Wisata;

4. Tanda Daftar Usatra Jasa Transportasi Wisata;

5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.

7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan

Hiburan dan Rekreasi;

8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

10. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;

11. Tanda Daftar Usaha Spa;

12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelengg€rraan Pertemuan,

Pe{alanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

13. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

15. Sertifikasi Usaha.

k. Di bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

l. Perizinan terdiri dari :

a) Izin Lingkungan;
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b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3);

c) Izin Pembuangan Air Limbah;

dl lzin Pembuangan Air Limbah Domestik;

e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah'

2. Nonperizinan terdiri dari :

surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (SPPL).

1. Penzinart di bidang Koperasi dan UKM, meliputi :

a) Izin Koperasi simpan Pinjam (KSP)/ Unit simpan Pinjam

(usP);

b) Izin Koperasi simpan Pinjam (KSP) dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (USPPS);

c) Izin Pembukaan Kantor Cabang;

d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;

e) Izin Pembukaan Kantor Kas.

m. Perizinan di bidang Ketenagakerjaan, meliputi :

a) Perpanjangxr lzin Memperkerjakan Tenaga Keq'a Asing

(IMrA);

b) Izin Lembaga Pelatihan Ke{a Swasta.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN, MAKLUMAT PELAYANAN
DAN LAYANAN PENGADUAN

Bagran Kesatu
Tata cara

Pasal 7

(1) Tata Cara pelayanan perizinan pada DPMPTSP sebagai berikut:

a. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS melalui alamat

https: / /www.oss. eo. id I oss/ ;

b. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;

c. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha

melalui OSS;

d. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP

e. Tim Teknis PTSP Melakukan Survey dan/atau Monotoring

Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan);

f. DPMPTSP Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;

13



(1)

g. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari

OSS.

(21 Terhadap Pelayanan Jenis perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipungut

retribusi, kecuali Pasal 6 ayat (1) huruf b, 1, a) dan huruf h, 1,

a) dikenakan retribusi.

(3) Alur dan Tata Cara Pelayanan serta Komponen stand,ar

pelayanan perizinan dan nonp etizinan sebagaimana dimaksud

pada pasal 6 tercantum dalam lampiran II dan IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua

Maklumat Pelayanan

Pasal 8

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan

kewajiban DPMPTSP untuk melakukan pelayanan sesuai

dengan Standar Pelayanan yang berisikan :

a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan

pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban

dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam La.mpiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan harus

dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Layanan Pengaduan

Pasal 9

(1) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dapat

dilakukan melalui :

a. Kotak saran dan pengaduan;

b. Call center;

c. Short Message Service (SMS);

d. Email;

e. Aplikasi SMS Gateaway;

f. Aplikasi Web Site.

(21
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(2) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklanjuti oleh DPMPTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja

sejak pengaduan diterima-

(3) Bagan alur Layanan Pengaduan sebagaimana tercantum dalam

l,ampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

peraturan buPati ini.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

(1) Sarana dan Prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari loket-

loket pelayanan sepeerti :

a. L,oket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket pengambilan.

(2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan meliputi :

a. Aplikasi melalui sistem OSS;

b. Aplikasi Online Perizinan;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

BAB VII

PERAN SERTA, KEPUASAN MASYARAKAT SERTA

KETERBUKAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Peran serta masyarakat

Pasal 11

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pengawasan untuk peningkatan pelayanan;

b. Memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka

peningkatan pelayanan; dan
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c. Menyampaikan informasi terhadap produk dan kineda

pelayanan.

Bagran Kedua

Kepuasan MasYarakat

Pasal 12

(1) DPMPTSP dapat melakukan survey indeks kepuasan masyarakat

secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan

perizinart dan nonP enzinan.

(2) Untuk melaksanakan sun/ey indeks kepuasan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat

bekerl'asama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana

pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(4) Hasil survey indeks kepuasan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat

melalui media yang sesuai.

Bagran Ketiga

Keterbukaan Informasi

Pasal 13

(1) DPMPTSP menyediakan informasi publik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dapat diakses dengan

mudah dan cepat oleh masyarakat.

(2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai

yaitu :

a. Informasi persyaratan, prosedur, waktu dan retribusi;

b. Informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses

pelayanan perizinan;

c. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pelayanan, dan

d. Informasi mengenai tata cara pengaduan.
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(1)

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagran Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizrnarr dan

nonperizinan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinxr terpadu satu pintu dilakukan secara

melekat dan bedenjang oleh atasan langsung dan secara

fungsional oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 16

DPMPTSP wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab pemegang perizinan dan nonpertzinap atas

ketentuan dalam izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pemantauan;

b. Membuat laporan hasil pemantauan;

c. Melakukan evaluasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2!yang bersifat

administratif dilakukan oleh DPMPTSP, sedangkan pengawasan

yang bersifat teknis dilakukan oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3

(tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang

pelaksanaan penyelenggaraan peiztli:.an dan nonperizinala -

{2t

(3)
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang standar Pelayanan

Perizinan dan Nonpeiztnan Pada Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ot7 Nomor 11) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal l5 JrBt 2o2l

Plt. BUPATI MUARA ENIM

WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim

padatanggal l5 JrDt 202a.

SEKRETARIS DAERAH

KAE}UPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2O NOMOR 
".
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LAMPIRAN I
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
,. TAHUN 2O2O

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PTNTU KABUPATEN MUARA ENIM

ALUR DAN TATA CARA PENGADUAN

K.ASI KONSULTASI I)AN PENGADUAN

- LANGSUNG
. KOTA S,ARAN E'AN

PENCAE)UAN
- s'l/ts
. EMAIL
.SMS GA'TEr*AY
. r.vEBSITE

MENERIMA
PENGADI,ANPEMOHON MENYAMPAIKAN

PENGAOUAN

MENERIMA NOI'OR
PENGADUAN

MENDAPATKAN
INFORi,lASI MEI\4BERIKAN

INFOR}IASI
r(EPEiy!OH(}N

SELESAI

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKTL BUPATI

Dto

JUARSAH

t9



LAMPIRAN II
NOMOR
TENTANG

PtrRATURAN BUPATI MUARA ENIM
1o TAHUN 2o2o

STANDAR PELAYANAN PtrRIZINAN DAN
NONPEzuZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

A. ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSiONS (OSS)
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PIt. BUPATi MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH
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B. ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN (TANPARETRIBUSI)
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C. ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN (RETRIBUSI)
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LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN
DEngan ini Menyatakan sanggup Menyelenggarakan Polayanan Perizinan Dan Nonperizinan B3ik PMA MauPu4,rirlDll

Menepati Janji pelayanan kami siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yatg

u: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
5O TAHUN 2O2O

STANDAR PBLAYANAN PBRIZINAN DAN
NONPBzuZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Muara Enim, 2 Januari,20E0.=l: u

KE PAIA'D|NAS prH*N*trf;l*
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I,AMPIRAN TV

NOMOR

TENTANG

PERATURAI{ BUPATI MUARA ENIM

T TAHUN 2O2O

STAI.IDAR PELAYANAN PERIZINAI{ DAN

NONPERIZINAI{ PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAI{ PEI,AYAI{AN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

o lzrnToko Obat

,ffi Eot@ts. I'NAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peratuian Daerah Kabupaten Muara Enirn Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No.4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaroan Modal Dan Pel'ayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten MuaraEnim

2 Persyaratan l-ayanan 1- Mend"t f.t*rti, yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap
Rekomendasi Dinas Kesehatan
Fotocopy NPllVP dan KTP pemohon
Surat pernyataan kesediaan asisten apoteker untuk menjadi
peflanggung jawab teknis farmasi
Surat perjanjian kontrak kerja antara pemilik sarana
dengan asisten aPoteker

6. Fotocopy ijazn}; Asisten apoteker yang telah di legalisir oleh
pejabat yang berwenang

7. Fotocopy surat izin kerja asisten apoteker tenaga teknis
kefarmasian (SKTTK)

8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 3 (tiga) lembar latar belakang
merah

9. FotocopySIUPdanTDP
10. Fotocopy Tanda lunas PBB tahun teralddr
11. Surat pernyataan dari pemilik tidak terlibat pelanggaran

peraturan perundang-undangan bidang obat di atas materai
Rp.6.00O,-

12. Surat Kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan Fotocopy I(TP
bagryang dikuasakan

13. Denah Lokasi Tempat usaha.

2.
3.
4.

5.

3 Sistem Mekaaisme dan
Prosedur

FCmohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Froot office / Pel,ayanaa;
Front office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pel,ayanan perizinan dan non memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP rnereeriksa kenrbali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengfuapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Iksi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP rnelalrri Kabid PTSP;
Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan urrtuk permohonan izin tertentu;
kabid PTSP dan Kasi PTP aelnerintahkan petugas untuk
melal<ukan jadwal tirrjau lapang bersama Instansi Tekrris
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tuca.s;

2.

3.

4.

6.

7.
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A. Tim Teknis meLakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, merryampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemerik"a4l 6[a1qrn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK Proses tersebut dan menyeratrkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan Penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonanizirt;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretanis terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Wakttr
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen periainan / Non Perizinan {Izin Toko Obat)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan

Sistem aplikasi yang digun6[61 dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanamai modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemarnFuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Sersice (SMS) : 08117382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jamirran Pel,ayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminsn Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non periainan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupull apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www'dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website wwwdpm-
ptsp.muaraenimkab. so.id'
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o Izin Pengobat Tradisional [SIPT)

NO KOMPONEN IJRAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enirn Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan'

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanao Pertittal Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Eni-

2 Persyaratan Layanan 1. M.ngitt f"tmulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OO0 dan caP

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
5. Rekomendasi dari organisasi profesi
6. Fotocopy ijaaab. pengobatan tradisional
7. Surat pengantar Puskesnas setempat
8. Surat Kerjasa:na Pengelolaan Sampah Medis
9. Fotocopy Tanda lunas PBB tahun teraktrir
10. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
11. Surat Kuasa diatas meterai Rp. 6.O0O dan Fotocopy KTP

bap.t vang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengfuapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perr.rndang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izim yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonanizin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kerrada perrohon rnelahli loket penganabilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen perizinarr / Non Perizinan (Izin Pengobatan
Tradisional)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem apUkasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizitan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizrnan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaoan dalam pel,ayanan pena:naman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal 1. Dilakukan scara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.
7.

L1 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 Jarninal Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non penzinar: dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rriperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala r{ilaperlun juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan ditihat pada rrebsite www.dpm-
6fs6 fril4raanimlzalr cn id
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o lzinApotek

ro KOUpOTET IIRAI.AX

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik krdonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periainan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanart 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.O00 dan cap Perusahaan.
Rekomendasi Dinas Kesehatan
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy Surat lztr: Ke{a Apoteker Tenaga Teknis
Kefarmasian (SKTTK)

5. Surat pernyataan kesediaan Apoteker untuk
penanggung jawab teknis farmasi

6. Fotocopy Akta Pedanjian kontrak kerja antara
sarana dengan asisten

7. Asli dan Fotocopy Surat Persetujuan dari atasan bagi
pemohon Pegawai Pemerintahan, TNI dan POLRI

8. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA)
9. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak pernah terlibat

pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat-
obatan dan farmasi diatas materai Rp. 6.0O0

l0.ljazah Apoteker Pengelol,a Apotek (APA) dilegalisir
11.Denah Bangunan Apotek dan denah situasi Apotek
12.Rincian Daftar Alat Perlengkapan Apotek
l3.Rekomendasi Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia

(IAI)
14. Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Mental dari Rumah

Sakit Pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker
15.Fotocopy SIUP dan TDP
16. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
lT.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
18. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

c
3.
4.

menjadi

pernilik

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofiice /
Pelayanan
Pemohon meleng|<api formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offrce I Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non periainan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan 6lksmfalikarr untuk dilengkapi, jik.
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iztr yal;tg memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim. Tekrris rr.elakukan pemeriksaan adrninistrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menverahkan berkas oermohonan vans sudah lenekap ke

1.

2.

J.

4.

6.

7.

8.

9.
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Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Apotik)

7 Sarana" Prasarana,
danlatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perjzinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambila;r.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aptkasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturatr tentang pen€maman
modal dan perizinar

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanernan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Mernitiki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemanpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OAIL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
2.
3.

+.
5.
6.
7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiaP
bulan dan setiap tahun, mauputr apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
www.dpm-ptsp.muaraenimkab, go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan
non perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Optik

ro KOUPlOilEIT IIRAI.AN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2OL8 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periainan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap Perusahaan.
Rekomendasi Dinas Kesehatan
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy Akta. Pendirian Perusahaan Optikal yang disahkan
oleh Notaris
Surat Pernyataan Kesediaan Refraksionis Optisien untuk
menjadi Penanggung Jawab Optikal dengan melampirkan:
a. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana

Optikal dengan Refraksionis Optisien
b. Surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa

Refraksionis Optisien berpenduduk Kab. Muara Enim
c. Fotocopy ljaza}r Refreksionis Optisien yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang
d. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien

dan Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO)
e. Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Mental dari

Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan tugas
Refraksionis Optisien

f. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar

6. Surat pernyataan Kerjasama dari Laboratorium Optik
tempat Pemrosesan lensa-lensa pesanan bagi yang tidak
memiliki laboratorium

7. Daftar Sarana dan Prasarana terperinci meliputi Ruang
Keq'a Optikal, Ruang Laboratorium, Ruang Pemeriksaan,
RuangTamu dan Pamer

8. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya
9. Denah Ruangan Sarana dan Prasarana dengan skala 1 : 1O0

10. Surat Keterangan/Rekomendasi dan Organisasi Profesi
11. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP
12. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
13. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OOO dan fotocopy IffP bagi

yang dikuasakan

2.
3.
4.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofEce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permotronan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang beisama Instansi Teknis
untuk permohonan iin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
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lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan telsais serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
merryerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pela5ranan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangla Wakfir
Penyelesaian

3 hari

s Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Noo Perizinan (Izin Optik)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identffikasi
produk pelayanan periztnan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Anlikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pel,ayanan penarleman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kema.mpuan mengoperasikan aplikasi layanan
periainan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O8L1 7382
444
Short Message Service (SMS) r OSll7382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ssrn
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminem Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lim31 ot"t *

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan penzin:an dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periziman dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlcan pihak terkait antara lain dinas selrtoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
talrun, rnaupLrtl apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perianan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o lzin Praktek Dokter Umum

ro KOUPIOITEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perieinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No, 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periilo.rott Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penana:nan Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.OOO dan cap
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy ijazah dokter
Surat keterangan sehat dari dokter
Surat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah
Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan
tempat praktek

7. Surat persetujuan dari atasan pada instansi pemerintah
atau non pemerintah
Asli Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek
ditandatangani yang bersangkutan disertai materai Rp.
6.000 dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek diketahui
pemilik sar€ma kesehatan

11. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP (Bersama/Klinik)
12. Fotocopy Status Kepemilikan Lahan
13. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
14. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
15. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0O0 dan fotocopy KTP

bagi yang dikuasakan

1.

2.
3.
4.
5.

6.

8.
9.

10.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengfuapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iitr yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat rrermohonan izin:
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ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

oensambilan.
4 Jang!<a Walftu

Penyelesaian
3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Dokter Umum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pel,ayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimaf sadana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetaleuan peraturan tentang penanFrnan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelqyanan terpadu;

4. Metniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelrtronik; dan

5. Memiliki kerna:mpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1(, Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l-ayanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : 08117382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Janinan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarninan Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizitnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabiLa diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so.id.
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o lzin Praktek Dokter Gig;

IIo NOUFOITEIT I'RAI.AIT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periilr:ran Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penaaaman Modai Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.0O0 dan cap
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy ijazah dokter
Surat keterangan sehat dari dokter

5. Surat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah

6. Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan
tempat praktek
Surat persetujuan dari atasan langsung fagi dokter yang
bekeq'a pada instansi pemerintah atau non pemerintah
Asli Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek
ditandatangani yuttg bersangkutan disertai materai Rp.

6.00O dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek diketahui
pernilik sarana kesehatan

11. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP (Bersama/Klinik)
12. Fotocopy Status Kepemilikan Lahan
13. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
14. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
15. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP

basi vans dikuasakan

2.
3.
4.

8.
9.

7.

10.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

/ Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
3. Front ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Pefizinat;
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

ulang kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persya.ratan berkas
permohonan 6iksmfalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuanglan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah leng[<ap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO,Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€m
resistrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
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AP untul< cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AB Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepalo DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

oencambil,a[

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya I Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk I.ayanan Dokumen periitrran / Non Perizinan (lzin Praktek Dokter Gi8r)

7 Sarana, Prasarana,
danlata,u fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket tnformasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan delam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiP-engarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman datam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. lvtsmiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanaa Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
44+
Short Message Service (SMS) : OglL 7382 4+4
Email : dpm-ptspmu ff aerr.rr.@grErail. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

L.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan periz.iaart dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periitnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian peng4luan perizinan dan non
perizrrnan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Praktek Dokter Spesialis

to KOUFOIIEIT I'NAIAtr

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2Ol8 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah I(abupaten Muara Enim Nomor 1l Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Fotocopy ijaz,a}a dokter
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah

medis yang diketahui instansi pemerintah
6. Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan

tempat praktek
7. Surat persetujuan dari atasan langsung lagi dokter yang

bekerja pada instansi pemerintah atau non pemerintah
8. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
9. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek ditandatangani

yang bersangkutan disertai materai Rp. 6.000 dan diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah

lo.Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek diketahui
pern ilik sarana kesehatan

ll.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP (Bersama/Klinik)
l2.Fotocopy Status Kepemilikan Lahan
l3.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
l4.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
15,Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OOO dan fotocopy KTp bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penl'elasan di trront oIfice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Artministrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan blrkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. pTp melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentut

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hat-hal yang pedu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menu€mgkan hasil pemeriksssn dalarn BAp;

9. Koordinator Tim Telceis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PISP dan FO untuk pembuatan SK proJls ^ dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan mlnyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kipada Kasi
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@permohonanizin;
ll.Pemarafan dilakukan oieh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditarrdatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.PengarsiPan;
l4.Penlerahan SK kepada pemohon melalui loket Pengambilm'

4

D

z

7

Jangka Walfir
Penyelesaian

3 hari

Biaya I Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Pralrtek Dokter

Spesialis)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

@p dalam mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket PelaYanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. toket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Periziman;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizitan;
d. AplikasiPengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintaha:r, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penananan
modal dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam peLayanan penanarnarl modal
dan pelayanan terpadu;

+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizina:r elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik'

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1.

2.
3.

+.
5.
6.

l.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Serrice (SMS) : OBLL7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan d:ilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) 61.rrU

13 Ja-ina:r Kermanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab, go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. lzir. Fraktek Perawat

Iso KOUFOTEil I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Petizinall Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik
2. peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peratuian Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan'

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan @ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan caP

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy iiazah keperawatan
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Keperawatan

dilegalisir
5. Surat perryataan tentang pengolahan limbah dan sampah

medis yang diketahui instansi pemerintah
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP

7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
kesehatan tempat praktek pelayanan atau keperawatan
secara mandiri

8. Rekomendasi dari organisasi profesi Perawat
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
l0.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
1 1. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
12. Surat persetujuan dari Instansi Dinas Kesehatan untuk PNS

13.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O00 dan fotocopy KTP bagi
vans dikuasakara

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta pers5/aratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Adrninistrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verilikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengftapi, jik.
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan telsds serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalaa BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberik€rn penomoran
registrasi pada perrnohonan dan dikemberlikan kepada Kasi
AP untuk cetak serffikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.Keoala DPMPTSP menandatanearri SK izin (pengesahan);
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l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon mel@

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Keperawatan)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana darr prasararra PTSP dalarn melaksanakan identjfikasi
produk pel,ayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periitn;at;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan mininal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalao.an dalam pelayanan pen€uaam€m modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
pertzinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : OaLl 7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pel,aksana Maksimal 5 (litna) sla11*

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan periainan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuatabel dan transparan;

2. Pe{rzinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

!4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id,
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o lzin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama

ilo XOilPOIrEIT URALAIT

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 TaJa'un 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elelrtronik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahur^ 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1.

3.

2 Persyaratan Layanan 1. MCngisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0OO dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan
4. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang dilegalisasikan oleh

pejabat yang berwenang
5. Studi kelayakan
6. Master plan
7. Detai Engineering Design (DED)
8. Status kepemilikan Tanah dan Pemilik Rumah Sakit
9. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP
10.UKL, UPL dan AMDAL
ll.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
l2.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
l3.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OOO dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta perryaratan kemudian
menyerahkan ke Front offrce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi keleng!<apan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menu€rngkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohon on izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.KepaLa DPMPISP rnenandatarlgani SK izin (pengesa1.an);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu 3 hari
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Mendirikan Rumah

Sakit)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sara.a a"n prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasr
produk pelayanan peozir:an terdiri dari :

L. Loket-loket PeLayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.

2 Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan penzinart
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investa.si;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.
d.
e.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sa.rjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan Peraturan tentang Penanam€rn modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan peflanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasik€m aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : O87L 7382 444
Email :dpm-ptspmu3r6.gni"n@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
2.
3.

4.
5,
6.
7.

11 Ja-inan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibat}an pihak terkait afltar.a lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, Eraupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab, go.id
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o lzin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;

ro xoupoltEtt I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Errim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahur, 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan f . Ir4.rrgiS formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.O0O dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
4. Dokumen Lingkungan dari Dinas Linglungan Hidup untuk

ruma-h sakit rawat jalan dan rawat inap
5. Profil Rumah Sakit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan,

Rencana Strategis dan Struktur Organisasi
6. Instrumen self asessment sesuai dengan klasifikasi Rumah

Sakit
7. Gambar Design (blue print) dan foto bangunan serta sarana

dan prasarana pendukung
8. Sertifikat laik tungsi
9. Daftar Peralatan Medis dan non medis
l0.Daftar sediaan Farmasi dan alat kesehatan
1 l.Dokumen Adainistrasi dan Manajemen
l2.Fotocopy Tanda Luaas PBB tahun ini
l3.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP
l4.lzirt mendirikan Rumah sakit bagi izin operasional untuk

instrumen pertama kali
15.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0OO dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formult dan penjelasan di Front offi.ce / |

,. I:lilffiilmet"ngkapi formulir beserra persyaratan t"*..aiuo 
I

menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 
I3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik" 
I

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 
I4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi 
I

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota 
I

untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi 
]perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yanrg memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persya-ratan teloris serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengfap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat rnernberikarl penotnorarl
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
rlitandatansani oleh Kenala DPM-PTSP:
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Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

12
13
74

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Taril Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Periainan (Lzin Operasional Rumah
Sakit)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a) Aplikasi Online Perizinan;
b) ApUkasi Bedah Investasi;
c) Aplikasi Perizinan;
d) Aplikasi Pengarsipan;
e) Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanamall modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kema:npuan mengoperasikan aplikasi layanan
p enzinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara ber3'enjang {atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsulta.si langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

444
4. Short Message Service (SMS) : OSll 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninem Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) slat U

13 Jarninan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1, Pelayanan perizinan dan non periziman dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo,id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab. go, id.
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o lzin Mendirikan Klinik

tro XOilPOIIE;I( IIRAI.AT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2OL8 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enitn

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0OO dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Pemotron adalah Pimpinan lembaga berbadan

hukum/perorangan sar€ma kesehatan dimaksud
4. Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum yang

dilegalisasikan
5. Bagi pemohon perorangan, diperlukan riwayat pengalaman

kerja yang disahkan oleh instansi tempat yang bersangkutan
bekerja (instansi yang berwenang)

6. Akte keperniliksl tanah dan sertifikat atau bukti sewa
kontrak minimal 5 tahun

7. Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dala:rr pembagian tugas dalam
penyelenggaraan pelayanan

8. Fotocopy SP, SIP, SPTP dokter-dokter setempat
penanggungjawab

9. Fotocopy Surat Izin Bidan (SIB) dan ilazah para
(perawat/bidan)

lo.Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan atau dokumen
UKL/UPL untuk Klinik rawat inaP

11.Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,
lokasi bangunan, prasarana dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang
diberikan

l2.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
13. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
l4.Fotocopy IMB dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

15.Surat kuasa diata.s materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

sebagai

medis

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Pront office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Penzinan;
Kasi Pelayanan periirrtan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkipan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Ti]n Teknis melakukan perneriksa.an adrninistrasi dan
lapangan, menyampaikan haf-hal yang perlu dilakukan oleh
pemotron termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menu€mgkan trasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lape{rg dan

1.

2.

4.

6.

7.
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
L3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Watfir
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Iito Mendirikan Klinik)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Penga:nbilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a) Aplikasi Online Perizinan;
b) Aplikasi Bedah Investasi;
c) Aplikasi Perizinan;
d) Aplikasi Pengarsipan;
e'l Aolikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adoinistrasi negara;

2, Memiliki peogetahuan peraturan teatang penanam€m modal
dan perizinan

3, Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanarna.n modal
dan pel,ayanan terpadu;

+. Merrriliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data. secara elektrorrik.

9 Pengawasan Internal 2. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

lo Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382

444
4. Short Message Service (SMS) : OAL17382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraeoim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) slan*

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pel,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sehoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, rnaupurt apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rlilaporkzm juga mel,alui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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. Izin Operasional Klinik

ro XOUPOlTE,IS T'RAIAT

I Dasar Hukum

2.

3.

4.

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peralturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahutl 2O19 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Felayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala DLas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan LaYanan
gani oleh Pemohon disertai

meterai 6.O0O dan caP

Rekomendasi Dinas Kesehatan
Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan

hukum/ perorangan sarana kesehatan dimaksud
Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum yang dilegalisasikan

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas Lingkungan
Hidup
Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan melampirkan
fotocopy STR Dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan

lainnya
Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKL/UPL untuk klinik rawat inaP
Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,

lokasi, bangunan, prasarEma dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang

diberikan
9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
lo.Fotocopy IMB dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

1 1. Fotocopy Izin Mendirikan Klinik
12.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

2.
3.

+.
5.

6.

7.

8.

3 Sistem Mekanisme a* 
|

Prosedur I

1. P.*.h.r *""d"pit formulir dan penjelasan di Front office I I

Pelayanan I

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian 
I

menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 
I

3. Front office memverifikasi keleng!<apan permohonan, jika 
I

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Petizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi 
I

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk 
I

diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perDinan; 
I

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembaii 
]

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan iein tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iitn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teloeis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkall hqsil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat meo.berikan Penollloral}
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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--altanaatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPISP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
l4.Penierahan SK kepada pemqhon melalui loket pengambih'

4 Jangka Wakttl
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Klinik)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

@a PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1 Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aptkasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1.. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1(} Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4++
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

!2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orar:tg

13 Jaminan Keamanan dan
Keselernatan Pelayanan

1. Pelayanan pefrzinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Pel:zinan dan Non Perizinarr yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin Laboratorium klinik Umum dan Pratama

Ito KOUPOITE1T I'RAIAII

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Petizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periainan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
4. Denah bangunan laboratorium
5. Fotocopy ljaa:a}:. dan SIP Do1i:ter penanggung jawab dengan

serffikat pelatihan teknis
6. Fotocopy ljazah dan SIPP tenaga teknis
7. Daftar peralatan laboratorium
8. FotocopyTanda Lunas PBB tahun ini
9. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas

Lingkungan Hidup
10.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.00O dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front ofiice memverifikasi keleng!<apan permohonan, jika
leng!<ap diteruskan ke Kasi Pelayanan Penzinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
periztnan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teloeis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan pers,yaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonarr tzin;

ll.Perrarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Wakhr
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan fizin Laboratorium Klinik)

7 Sarana, Prasalana,
dan/atau fasilitas

Sarani dan' prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelay4nan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan
perizinan meliputi:

a- Aptkasi Online Periziuan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c, Aplikasi Periainan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Merniliki pengala:nan dalam peLayanan penanaman
modal dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Wtratsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811

7382 +44
4. Short Message Service (SMS) : O8L17382 44+
5. Email :dpm-ptspmusrasni"n@grnail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) orang

13 Jatninan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizirat dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setirf bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab. go.id.
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c lzin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

lto KOUPOITEil I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2+ Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11

Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ca:rrat Di
Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.O00 dan cap
Rekomendasi Dinas Kesehatan
Fotocopy I{PWP dan KTP pemohon
Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hukum/peror€mgan sarana kesehatan dirnaksud
Fotocopy Akte pendtian berbadan hukum yang
dilegalisasikan

6. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAI,) dari Dinas
Linglungan Hidup

7. Daftfi tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagiat tugas dan
fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
melampirkan fotocopy STR Dolrter, Bidan, Perawat dan
tenaga kesehatan lainnya

8. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKLIUPL untuk klinik rawat inap

9. Profil klinik yang akan didirikan meliputi
pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana dan
sara.na, ketenagakerjaan, peralatan, kefarmasian,
laboratorium serta pelayanan yang diberikan

lO.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
ll.Fotocopy IMB
12.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0O0 dan fotocopy KTP

baci vans dikuasakan

1.

2.
3.
4.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front
office / Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelenglapan peraohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverilikasi
ulang kelengkapan per:mohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkap€m permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izur yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;

S. Tira Telsris Eelakukan pemeriksam administrasi dm
lapangan, menyampaikan hat-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangarr persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau ltptng
dan menyerahkam berkas perrnotronan yang srrdah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
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penomoran registrasi pada pernohonan dan
dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak serfifikat
permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertjfikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.KepalaDPMPTSP meaandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

oenqambilan.

4 Jangka WalfiI
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Klinik Radiologi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. l,oket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan penz;tnarr

meliputi
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periainan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2, Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman
modal dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki [sorarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. I(otak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811

7382 4++
4. Short Message Service (SMS) : 081.17382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplika.si SMS Gate AwaY;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Janinan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizlnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website wwlr.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3- Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp,muaraenimkab. go.id.
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o lzin Klinik Kecantikan

ilo KOUPiOITEIT I'RAI.AIT

I Dasar Hukum 1.

2.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahut 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
materai 6.OOO dan cap

2. Ptl<te pendirian klinik kecantikan yang berbadan hukum
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan
4. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
5. Pemohon adatah Pimpinan lembaga berbadan

hukum/perorangan sarana kesehatan rtirnaksud
6. Daftar tenaga profesi kesehatan dan struldur pelayanan yang

diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan melampirkan fotocopy STR

dan sertifikat keahlian
7. IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah)
8. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
9. Fotocopy IMB
l0.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
ll.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

yans dikuasakan

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveri{ikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Admirristrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohona:: iain tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regishasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.Kepala DPMPaISP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari
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D Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Kfinik Kecantikan)

7 Saratta, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP flalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a) Aplikasi Online Perizinan;
b) Aplikasi Bedah Levestasi;
c) Aplikasi Perizinan;
d) AplikasiPengarsipan;
e) Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalamal dalarn pelayanan penEmaman modal
dan pelayanan terpadu;

+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinarr elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data seeara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melaltri kon sultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : OSLI 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraerrimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.
7_

11 Jarninan Pel,ayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) s121ra

13 Jaminsn Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinar. dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait arlrtara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewakhr-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenirnkab. go.id'

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id'
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o lzinPijat/Urut

tro KOf,BOITEIT I'RAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periainan Dan Nonperizinan Kepada
Kepata Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. M;d"i f"rmulit yrrtg ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.O00 dan caP

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
4. Fotocopy Akte pendirian badan usaha yang dilegalisasikan
5. Fotocopy tjazah pengobatan tradisional/sertifikat pelatihan

yang diterbitkan dari Dinas Kesehatan
6. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
7. Fotocopy IMB
8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
9. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OO0 dan fotocopy KTP bagi

vane dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

@ formulir dan penjelasan di Front office / |

Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan t "-..ai.t I

merryerahkan ke Front office / Pelayanan; 
I

3. Front office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika 
I

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi 
I

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota 
]

untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi 
Iperizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengftapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iztn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan Penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonanizin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

L2,Kepala DPMPISP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Pijat/Urut)
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7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. l,oket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang diguaakan dalaa pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizanarr elektronik; dan

5. Memiliki kemrmpu€tn mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Serrice (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gr.ail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Janinan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal $ (lirna) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transParan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait arlltar.a lain dinas sektoral dan
instansi verdkal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraeoimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Izin Pelayanan Kesehatan SPA

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perieinan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizimarr Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
4. Fotocopy Akte pendirian badan usaha yang dilegalisasikan
5. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
8. Fotocopy ljazah Pengobat Tradisional/Surat Terdaftar

Pengobat Tradisional (STP'I) dari Dinas Kesehatan
9. Profil griya SPA yang meliputi strukur organisasi, lokal,

saran dan prasar€rna dan klasifikasi Griya SPA

l0.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.00O dan fotocopy KTP bagi

Persyaratan Layanan

lir dan penjel,asan di Front office I

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Penzinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
keleng!<apan belum memenuhi persya.ratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintatrkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris tertradap sertifikat permotronan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepela DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l4.Penverahan SK ke

Sistem Mekanisme dan
Prosedur
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Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin SPA)

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a.
b.
c.

Sistem
meliputi

a.
b.
c.
d.

Loket Informasi;
Loket Pendaftaran;
Loket Pengambilan.
aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan

Aplikasi Online Peridnan;
Apfikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Periziuan;
Aplikasi Pengarsipan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

l- Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2 Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3 Metniliki pengalaman dalam pel,ayanan penanam.m modal
dan pelayanan terpadu;

4 Mernililci kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5 Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Kompetensi Pelaksana

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1.

2.
o.

4.
5.
6.

7-

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transParan;

2. Perizinan (Izin SPA) dan Non Perizinan yang berkualitas
karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral
dan instansi vertikal.

Jamirreur Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.eo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan penzinan dan non
perizinan dilihat pada website www'dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

Evaluasi Kineq'a
Pelayanan
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o lzin Depot Air Minum

ilo xouPorEr I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2Ol8 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesetratan'

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.OO0 dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
+. Status kepemilikan tanah dan bangunan
5. Daftar saranadan prasarana
6. Melampirkan Hiegiene Sanitasi Depot Air Minum dari Dinas

Kesehatan
7. Fotocopy IMB, SIUP dan NIB
8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
9. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
10. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP

basi vans dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce

/ Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkarl ke Front oftrce / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
leng|<ap diteruskan ke Kasi Pelayanan Periztnan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan peilu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teloris melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-haf yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan perromorara
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK
Dense7nbilan.

kepada pemohon melalui loket

2.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.
13.
14.

4 Jangka Wakhr
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tartf Tidak dikenakan Retribusi
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5 Produk Layanan Dokumen peridnan / Non Perizinan (Izin Depot Isi Ulang Air
Minum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Ioket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
metputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplika-si Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelalsana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono.ni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanernan modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Metniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layaran Pengaduan dan Konsulta.si : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 4++
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

t.

11 Jamineur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Apfikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarnirra11 Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan da:r non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, manrpun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perieinan dan non
perizinan dilihat pada website w'ww.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzin Klinik Bersalin

ro fiOUPOITEIT I'RAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Lrdonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan Dan Nonperiitnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratafl Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap
Rekomendasi Dinas Kesehatan
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hrrkum/peror€mgan sarana kesehatan dimaksud
Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum yang
dilegalisasikan

6. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAI,) dari Dinas
Lingkungan Hidup

7. Daltar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan
fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
melampirkan fotocopy STR Dokter, Bidan, Perawat dan
tenaga kesehatan lainnya

L Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKL/UPL untuk klinik rawat inap

9. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarana dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang
diberikan

l0.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
ll.Fotocopy IMB
l2.Pasfoto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
13.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.00O dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

2.
3.
4.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front olEce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Periitnan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan peraohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlministrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik.
permohonan pedu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan Persyaratan teknis serta
menuangftan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tirn Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen penzinan / Non Periainan (Izin Klinik Bersalin)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalorn pelayanan periainan
meliputi:
a. Aplikasi Bedah Investasi;
b. Aplikasi Perizimann
c. AplikasiPengarsipan;

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Metniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasa:r langsung) ;

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan peagaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Serrrice {SMS) : O81L 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) orang

13 Jamirian Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan peri,inan dan non periinat dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinaa dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab, go.id.
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o lzin Praktek Bidan

ro I(OIPOITEII I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahlun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pel,ayanan Perizinan Berrrsaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Periainan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No- 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiitnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy ijazah Bidan
Surat pernyataan tentang pengolal-an limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan
Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Surat pemyataar. memiliki tempat ke4'a di fasilitas
kesehatan atau tempat praktek pelayanan Bidan secara
mandiri

8. Rekomendasi dari organisasi profesi Bidan
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
lo.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
l l.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
12.Surat persetujuan dari Instansi Dinas Kesehatan untuk PNS
l3.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

1.

2.
3.
+.

5.
6.
7.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Froot office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan penzinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
periainan;

5. Selaqjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaem sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, oenyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menuangkan hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tetsebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan rtikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukarr oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
setr<retaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPaISP menandatangarri SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.
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4 Jangka Wakrl
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Bidan)

T Sarana, Prasanana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam meliaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala- pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perjziman;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono*i, hukum dan admini56asi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perieinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
periainan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dam pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraerrimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Ja:ninan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id,
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t Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga

ro KOUFOTEIT I'RAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2Ot8 Tentang Petrayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanatnan Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatanga:ri oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Layout/sambar denah bangunan
4. Pernyataan dan penunjukan penanggungjawab
5. Sertifikat lijazah tentang pengetahuan hygiene sanitasi

makanan
6. Sertifikat/piaga^ Kursus bagr pengusaha
7. Sertifikat I pia8,orn, Kursus bagi penjarnah
8. Rekomendasi dari Asosisasi profesi
9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
10. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
ll.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP
12.Surat kuasa diatas materai Rp.6.O0O dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon mertdapat formulir dan penjelasan di Front ofEce

/ Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registxasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Per:aarafan dilakukan olel. Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesfr*);
Pengarsipan;
Penyerahan SK
Densambilan,

kepada pernotron melalui loket

1.

2.

3.

+.

6.

7.

8.

9.

10.

11

t2.
13.
14.

4 Jangka Waktrr
Penyelesaian

3 hari
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5 Biaya / Tarif Tidak rlikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan y' Non Perizinan (Izin Higiene Jasa Boga)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dal:m melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. l,oket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Metniliki pengalaman dalam pelayanan penanr"nan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki ksrnarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
periztnan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O8L1 7382
444
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1

2
3

4
5
6

7

11 Ja:ninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) slrrr*

13 Jamirran Kerrnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati beik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.qo.id.
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t Izil,r- Operasional Puskesmas

ro IIOUPIOTTEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor l L Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Penzinar Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.0OO dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
4. Fotocopy serti.fikat tanah atau buldi lain kepemilikan tanah

yang sah
Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dokumen SPPL untuk puskesmas rawat jalan atau
dokumen UI<LIUPL untuk puskesmas rawat inap
Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas
Profil Puskeslnas yang meliputi aspek pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarana dan sar€!.na, ketenagaan,
peralatan kesehatan, kefarmasian, serta pelayanan yang
diberikan

9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
1O. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP

baei yang dikuasakan

5.
6.

7.
8.

3 Sistem Mekanisrne dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front oflice / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan peflnohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Artministrzri
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Tekrris
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak serffikat permohonanizin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK
oensambilan.

kepada pemohon melalui loket

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11

t2.
13.
t4.
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4 Jangka Wakhr
Penyelesaian

3 hari

o Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen per.tzinan / Non Perizinat(ldn Puskesmas)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam mel,aksanakan identifikasr
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. l,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan ad:ninistrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
periainan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : OSll 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : 48117342 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sestrai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan seca.ra
akuntabel dan transparan;

2. Periziman dan Non Periainan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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. lzin Praktek Fisiotrafis {SIPF}

ro xoilpoltEIt I'R.AI,AIT

I Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Talrun 2Ol8 Tentang Pelayanan Periainan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpeiziman Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Fotocopy ijaza}r Fisioterapis
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Fisioterapis
Melampirkan perjanjian ke{a sama tentang pengolahan
lirnbah dan sampah medis

6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas kesehatan

atau tempat praktek pelayanan fisioterapis secara mandiri
8. Rekomendasi dari orgarrisasi profesi Fisioterapis
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
l0.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
l l.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
12.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0OO dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

2.
3.
4.
5.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non peitzinarr memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan win yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan arlministrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dala-m BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid IrISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat perm.ohonan izinS

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap serffikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penveratran SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Fisioterapis)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala- pelayanan perizinan
meliputi l

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan terrtang penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penan€rman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampua:e mengoperasikan aplikasi layanan
p eriitnan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektrorrik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsulta.si laagsung;

Kotak saran da:r pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.sqrn
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraerrimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orarlg

13 Jarninan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizrr:;arr dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualita.s karena
melibatkan pihak terkait arfi,ara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab, go.id,

69



. Izin Tukang Gigi

ro xouProltEII I'NAI.AIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinarr Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangarri oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. BiodataTukang Gigi
3. Fotocopy ljaz,ah Tukang Gigi
4. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
5. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan

peke4'aan sebagai tukang gigi
6. Surat rekomendasi sebagai Tukang Gigi setempat yang

diakui oleh Pemerintah
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
10. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
11.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0O0 dan fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan

3 Sistem Mekanisme
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offrce / Pelayanan;

3. Front offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan oemverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota.
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik.
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. FfP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepda. DPMPTSP rnenandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket peneambilan.

4 Jangka Waku
Penyelesaian

3 hari
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/ata.u fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
r. Aplikasi Online Penzinan;
r. Aplikasi Bedah Investasi;
:. Aplikasi Perizinan;
t. AplikasiPengarsipan;
:. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono'ni, hukum dan administrasi negafa;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasik€a aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki ksrnarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : O&LL 73A2 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@mai1.s6m
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jarninq11 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 [ima] orang

13 Ja"nirran Kearnanan dan
Kesel,amatan Pelayanan

1. Pelayanan perlzinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi peliaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

no IIOUPOHEIT IIRAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O taahun 2016 tentang
Terapis Gigi dan Mulut

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periziaert Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap

2. Fotocopy NP\ /P dan KTP pemohon
3. Surat keterangan sehat dari dokter yzmg mempunyai SIP
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tatrun ini
6. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OOO dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

L. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offrce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offi.ce / Pelayanan;

3. Front offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jik*
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perjzinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlrninistrasi
perizinan1'

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tir{au lapang bersama Instansi Telanis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan telmis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izim;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepa1a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/ atan fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dani :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. APL'kasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 l(6rnpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal safana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dala-m pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Metniliki kema"nFuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memilikikemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berienjang (ata.san langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi Langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : O811 7382
444
Short Message Service {SMS) : O81L 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraetimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan tranqraran;

2. Periitnarr dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fli5ampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptso.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Kerja Terapis Gigi dan Mulut

ro KOUPOtrEIC I,RAIJAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O taahun 2016 tentang
Terapis Gigi dan Mulut

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpefizimarr Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.00O dan cap

2. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
5, Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga) lembar
6. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0OO dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan delarn BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kenada rremohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan$dnTukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. l,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengarnbilan.

Sistem aplikasi yans dicunakan dalam pelavanan lrerizinan
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meliputi
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanam€rn modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan pen€uraman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Sa.ran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi Langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

4+4
4. Short Message Seryice (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninsll Pe|ayanan Pelayanan r{ilerksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jatninan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Norr Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalrhr-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so.id.
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. lzin Praktik Ahli Gizi /Nutrisionis

ro XOUPOlTEIT IIRAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2914
tentang tenaga Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2O13 tentang Pekerjaan dan paktik Tenaga Gizi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
20O5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanarr Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan cap

2. Surat keterangan sehat dari dol<ter yang mempunyai SIP
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
5. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tigallembar
6. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0O0 dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisrre dan

Prosedur

1.

2.

3.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offi.ce /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyarata.n kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuata:e Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlministrasi
perieinan;
Selaljutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-ha1 yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikzrn penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada pemohon melalui loket oensarnbilan.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.
13.
14.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukairg Gigi)

7 Sarana., Pra.sarana.,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasanana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yaag digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Iavestasi;
c. APlikasl Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana teruta:ma bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tent€ng penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalr- pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki ft6laarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berj'enjang {ata.san langsung};

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : O811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikpsi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarniqan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pel,aksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselarnatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perieinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizirran dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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. Izin Kerja Ahli Gizi /Nutrisionis

ilo KOUP'OltElt IIRAIJAf,

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2914
tentang tenaga Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2O13 tentang Pekerjaan dan paktik Tenaga Gizi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanal 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.00O dan cap

2, Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
+. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
5. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O00 dan fotocopy KTP

ba8r yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisrne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offi.ce
/ Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front offrce / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang keleng!<apan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlministrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan pennohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan liapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersarna Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertilikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyeratran SK
oensannbilan.

kepada pemohon melalui loket

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

t2
13
t4

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokuraen periainan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelavanan seperti :
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a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a, Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarl'ana tenrtama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

f,. ffiemiliki pengalaman flnlarn pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Msniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
p etuinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara eleldronik,

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O81,I 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jamin311 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (1im2) ssan*

13 Ja:o.inan Keamanan dan
Keselamatan PeL,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2- Perizinan (Izin Tukang Gigr) dan Non Perizinan yang
berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain
dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

1. Laporan evaluasi petraksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, mauputl apabila diperlukan
sewalrhr-wakhr;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. eo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

ro ITOUPOITE,IT I'RAIAII

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

2. Permenkes Nomor 42 tahun 2015 tentang iztrr dan
penyelenggaraan pralrlik ahli teknologi laboratorium medik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenalgan Pelayanan Perlitnan Dan Nonperizinxr Kepada
Kepala Dinas Penanarrran Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

2. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
5. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
6. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta. persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front o{Iice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlrninistrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenutri persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik.
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Ikbid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PfP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hai yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persya.ratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomora.n
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertiEkat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepa1a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

,I Sanana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penEmarnan
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penan€rman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan s€cara berienjang (ata.san langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jamirran Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) slan*

13 Jarninan Keamgs4l 6an
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Ke{a Ahli Tenaga Laboratorium Medik

ilo KOUFOtrEt I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

2. Permenkes Nomor +2 tahun 2015 tentang iztr: dan
penyelenggaraan pralrtik ahli teknologi laboratorium medik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2OO5 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.O00 dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. FotocopyTanda Lunas PBB tahun ini
6. Pasfoto benrrarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.00O dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

Sistem Mekanisme
Prosedur

1.dan

2.

4-

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office 
I

/ Pelayanan I

Pemohon melengftapi formulir beserta persyaratan 
I

kemudian menyerahkan ke Front office / Pel,ayanan; 
I

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik. 
I

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinart; 
I

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi 
I

ulang kelenglrapao permohonan s€rta pembuatan Nota 
I

untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi 
Iperiziman; 
I-selanjutrrya 

Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali 
I

keabsahan dan kelengkapan perurohonan dan apabila 
I

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas 
I

p"rmohorrat dikembalikan untuk dilengkapi, jika 
I

iermoho.ran perlu peninjauan lapangan makl [asi AP 
I

membuat surat kepada Kasi' PfP melalui Kabid PTSP; 
I

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel 
I

babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan 
I

perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu; - I

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk 
I

mel,akukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis 
I

untuk permohonan izim yang memerlukan tinjau lapangan 
I

melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan
oGh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta. menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertilikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Pengarsipan;
Penyerahan SK
oensambilan.

kepada pemohon melalui loket

L2.
13.
t4.

4 Jangka Wakttl
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokurnen perizinan / Non Perizirran (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

@ pTSp dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pel,aYanan seperti :
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a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan periainan
meliputi
a.. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 (6rnpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sary'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Metniliki pengetahuan peraturan tentang penanF'nan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalarnan dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
p efiitnan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjer{ang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi l,angsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi z OalL 73a2
4+4
Short Message Serrice (SMS) : 08117382 44+
Email :dpm-ptspmuaraereim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jamirranr Pe|ayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) 61'61r*

13 Ja:rrinan Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan periz.inan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Pe;rjzinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

L. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan {sanitarian}

ilo KOUP'OI5En I'R.AIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang nengel,olaan
Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang lzin

Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O14 Tentang Kesehatan

Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/per/lx/ L99O

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O61/Menkes/per/l/ l99L

tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan pemandian
Umum;

1O. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14o5/Menkes /SKlXtl 2OO2
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
dan Industri;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Mer.kes/SK/VII/ 2OO3
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1O98/Menkes /SKlVill
2OO3 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan
Restoran;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor l2o4/Menkes /SK/X/ 2OO4
tentarg Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

l4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 373/Menkes/SKlIlI/ 2OO7
tentang Standar Profesi Sanitarian;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/lV / 2OlO
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Y1/ 2OlO
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1O96/Menkes /Per/Vl/ 2}ll
tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;.

lS,Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangarri oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Surat keterangan sehat dari dokter y€tng mempunyai SIP
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
6. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persryaratan kemudian
menyerahkan ke Front offi.ce / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan peflnohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerima€m sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Tekrris
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melal<ukm pem.eriksa.an administrasi dm
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persD/aratan telsxis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tiniau lapans dan

2.

4.

5.

6.

7.

a.
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatarl SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertjfikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
l3.Pengarsitran;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen peitzirran / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pel,ayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda-ftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan
meliputi
a. Aptkasi Online Periitnan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana L. Pendidikan minimat sar3'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono*i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalatnan dalam pelayanan penanarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kernampu€tn mengolah data secara elektrorrik.

9 Pengawasan Internal Dil,akukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 081. 1 7382
44+
Short Message Seryice (SMS) : O81L 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (Iima) qlan*

13 Jarninan Kerr.anan dan
Keselarnatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periill,raa dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupurr apabila dipedukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuare perizinan dan non
perizinan diLihat pada website www'dpm-
ptsp.muaraerrimkab.qo.id.
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c lzin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan {sanitarian}

ro KOIFOrEr I'RAIAX

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun ZOO8 tentang eerrgel,claan
Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Talun 2OO9 teritang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Aahun 2Ol2 tentang lzin

Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O14 Tentang Kesehatan

Lingkungan;
8, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4L6/Menkes/per/IX/

199O tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O61/Menkes/per/I/ l99l

tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan pemandian
Umum;

1O. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes /SI/./)/.II
2OO2 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri;

l l. Keputusal Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/
2OO3 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1O98/Menkes ISK/Vil/
2OO3 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dal
Restoran;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor l2o4/Menkes /SK/X/
2OO4 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 373/Menkes/SK/ltI/ 2OOT
tentang Standar Profesi Sanitarian;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/lY /
2O1O tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

16. Perafuran Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Yl/
201O tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

1.7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1O96/Menkes /Per/W/
2O11 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;.

l8,Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.O00 dan cap
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
Surat rekomendasi sebagai Tukang Gigi setempat yang
diakui oleh Pemerintah

4. Surat keterangan sehat dari dokter y€mg mempunyai SIP
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
7. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.0OO dan fotocopy KTP

bagryang dikuasakan

1.

2.
3.

3 Sistem Mekanisrne
Prosedur

dan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyeralkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perrzinan;

5. Selaqiutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Iksi AP
membuat surat kepada Kasi. PIP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permotronan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohorr termasuk kekuranean persva-ratan teknis
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serta menuangkan haul pemeriksaan dalam BAp;
9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

pengambil,an.

4 Jangka Waldu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (IzinTukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalrrn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengamfoi1a1.

Sistem aplikasi yang digunakan ddarn pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi On1ine Periinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 l(olrnpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarl'ana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memi.liki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsulta.si langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : OSLL 7382

44+
4. Short Message Service (SMS) : 08717382 44+
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail,com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Juolah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas selrtoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahua, maupult apabila rtiferlukan
sewaktu-waku;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin Praktik Apoteker

ilo KOUPOTET IIRAI,AIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Rl Nomor SlTahun 2OA9 Tentang
Pekedaan Kefarmasian

2. Peraturan Menteri Kesehatan RlNo.889/lUenkes/Per/V l2oll
TentangRegistrasi, lzin Praktek dan lzin KerjaTenaga
Kefarmasian

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenzinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Surat keterangan sehat dari dolrter yang mempunyai SIP
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
6. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga) lembar
7. Sura! kuasa diatas materai Rp. 6.0O0 dan fotocopy KTP bagi

yanftikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan peqjelasan di Front olfice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offi.ce / Pelayanan;

3. Front olEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Sel,anjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninlsa'."1 dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lo,Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesfr-);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohoo melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaiap

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzi'n Tukang Gigi)

7 Sarana" Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam raelaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

88



b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunsfts1 dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-ri, hukum dan ad-ministrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanEunan modal
dan perizinan

3. Memilitci pengalatnan dalam pelayanan penanaynan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemarnpuarr mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (ata.san langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

444
4. Short Message Seryice (SMS) : OSll7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pel,ayanan Pelayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) qlan*

13 Jaminan Keamanan dan
Ke selamatan Pel,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periitrran dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, malrpun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilapqlkan juga melalui website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
periainan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker)

ilo I(OUPOITExr I'R.ATAII

I Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Repubfik Indonesianomor
889/MenkeslPer /V / 2O1 ltentangregistrasi, Izin praktik, Dan
Izin Keg'atenaga Kefarmasiandengan Rahmat Tuhan yang M

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor SlTahun 20A9 Tentang
Pekedaan Kefarmasian

3. Peraturan Menteri Kesehatan RlNo.889/lUenkes/Per/V l20ll
TentangRegistrasi, Izlr: Praktek dan lzir, KerjaTerraga
Kefarmasian

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

5. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiirnarr Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0OO dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
6. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

3 (tiga)lembar
7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.OOO dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offrce /
Pelayanan

2. Pemohon melengfuapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front olfice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkap€ur permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Admirristrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PIP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Ti:n Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuang|<an hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap serti.fikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kenada oemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidal< dikenakm Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasafarra,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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a.
b.
c.
d.
e.

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket lnformasi;
b. Loket Penda-ftaran;
c. toket Peagambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan
meliputi

dalam pelayanan periainan

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aptkasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan adm.icistrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan t€ntang penare"nan modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dala- pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2.

4.

1.

3.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1(, Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
+44
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

: O811 7382

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamiaan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periziman dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara train dinas sektoral dan
instarrsi vertikal.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizirranr dan non
perizinan dilihat pada website www'dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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c lzin Praktik Perekam Medik

lto xouPorElI I'NAIAX

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan.b.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.c.Peraturan Menteri Kesehatal
Nomor 377 tahun 2O07 tentang Kompetensi Perkam Medis
dan Informasi Kesehatand.

2. Peraturan tnenteri kesehatan republik indonesia Nomor 55
tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekeq'aan Perekam
Medis

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Foto copy ijazah pendidikan (dilegalisir);b.Fotocopy STR/ SIF
(dilegalisir);c.Rekomendasi dari organisasi Profesi;d.Surat
pernyataan memiliki tempat pralrtik profesi atau surat
keterangan dari pimpinan sar€rna pelayanan kesehatan;e,Pas
photo 4x6 sebanyak 2 lembar

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon m"ndapat formulir dan penjel,asan di Front office / 
|

,. I:3lffif*elengkapi formulir beserta persyaratan kemudian 
I

menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 
I

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik 
I

lengkap diteruskal ke Kasi Pelayanan Perizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi 
I

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota 
I

untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi 
I

,. B:iffff " verifikator dan Kasi AP memeriksa r..mbali 
I

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila 
I

kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas 
I

permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik. 
I

permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP 
]

membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersa:na Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tir5-au laPang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14.Penyeratran SK kepadapemohon @

4 Jangfta Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasa.rana,
dan/atau fasilitas

Sdan" d". pra""rana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
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8

2, Sistem aplikasi yang digun
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutarra bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi rregara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalom pelayanan penaneman modat
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan ele*:tronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan sec.rra bef enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : OglT Z3g2
44+
Short Message Service (SMS) : O8ll Z3g2 4++
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jami4an Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima; statl*

13 Jarninan Keatnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinao dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Penzirrau.t dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineqia
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik ss6ar. berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rl ipedukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rlilapffkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Kerja Perekam Medik

ilo KOIFOIJEX] URAIAT

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan.b.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.c.Peraturan Menteri Keschatan
Nomor 377 tahun 2O07 tentang Kompetensi Perkam Medis
dan Informasi Kesehatand.

2. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 55
tahun 2O13 Tentang Penyelenggaraan Pekeq'aan Perekatn
Medis

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2O05 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
2. fotokopi SfR Perekam Medis;
3. surat keterangan sehat dari dokter yang merniliki Surat Izin

Pralrtik; surat pernyataan mempunyai tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. pas foto ber:warna terbanr ukuran 4x6 cm berlatar belakang
merah sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
atau pejabatyang ditunjuk; dan

6. rekomendasi dari orcardsasi profes

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyeratrkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front ofrce memverifikasi kelengkapan permohonan, jik"
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Arlministrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan keleng[apan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PIP melalui lbbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iirrr yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Tekrris melalrukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan pers[raratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis mel,aporkan hasil tinjau l,apang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
selcretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;

l2.Kepda DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidah dikenaltan Retribusi

6 Produk l,ayanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana" Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identjfikasi
oroduk pelavanan perizinan terdiri dari :
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dan/atau fasilitas Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informrsi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket PengaTbilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administra"si negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturarr tentang penan.rman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

+. lly[srniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OAll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatnitlan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) e1*r*

13 Jerniqan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas kareoa
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

\4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi peLaksanaan tugas dan fungsi fisarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap butran dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. Praktik Radiografer

T,RAIATro
1

KOUPiOIIEXT

Dasar Hukum
r 36 Tahun 2014

tentang Tenoga Kesehatan
2. Permeikes No. 81 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

peke{aan radiografer
g. ieratirran Oaeiah Kabupaten Muara Enim Nomor 11

Tahun 2OO5 Tentang Periziman Di Bidang Kesehatan'
4. Peraturan Bupati ttlo. + tahun 2O19 Tentang Pendelega'sian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Scan KTP Pemohon Wajib
2. Scan ljazahterakhir yang telah dilegalisir Wajib
3. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Wajib
4. Scan Surat Keterangan bekerja dari Pimpinan Fasyankes

wajib
5. Scan Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

Pemantauan Linglungan Hidup / SPPL atau UPL/UKL
(untuk fasyankes yangsedang dala:n proses perizinan)
Wajib

6. Scan STR legalisir asli Wajib
7. Pas Photo berwarna (format jpg.) Wajib
8. Izin penggunaan alat dari BAPETEN ( untuk

penyelenggaraan peLayanan radiodiagnostik dan radiologi
intervensional) bagl fasyankes yang sedang dalar[ proses
perizinan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

/ Pelayanan
2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
3. Front office memverifikasi kelengftapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelengtcapan belum memenutri persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan iain tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetalc sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonEa untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPISP menandatangani SK izin furengesahan);
13. Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK

peneambilan,
kepada pemohon melalui loket

4 Jangka WaIAu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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Dokum"r, perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

elaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizimanterdiri dari :

L,oket-loket PelaYanan sePerti :

a. L,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan periitnan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi PengarsiPan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Pendidikan minimaf sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanEunan
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalavn pelayanan penanarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Kompetensi Pelaksana

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) r OalL 73A2 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Jaminam Keemanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2, Periitnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
dlsarnpaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bul,an dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab,qo.id.
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, Izirr Kerja Radiografer

IINAIATro r(ouPolrEr

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang KepuDuK ln<ronesra rr

2Ot4 tefiartg Tenaga Kesehatan
2. Permenkes No. 81 Tahun 2O13 tentang penyelenggaraan

pekerjaan radiografer
g. i'eratirr.n Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11

Tahun 2OO5 Tentang Petizinan Di Bidang Kesehatan'
4. Peraturan Bupati No' 4 Tahun 2Ol9 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanama:e Modal
Dan- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi ijazahyang dilegalisir
2. foto kopi STRR
3. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki

SIP
4. surat keterangan bekerja dari fasilitas yankes yang

bersangkutan
5. pas foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar

berlatar belakang merah
6. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat

yang ditunjuk
7. rekomendasi dari organisasi profesi

3 Sistem Mekanisme
Prosedur

dan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front
office / Pelayanan

2. Pemohon melenglrapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan,
jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan
memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta
pembuatan Nota untuk diteruskan dan di verifikasi oleh
Kasi Adninistrasi perizinan;

5. Selaqiutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabiLa
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PISP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai
dengan perundang-undangan untuk permohonan izin
tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas
untuk melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi
Teknis untuk permohonan izir: yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengfuap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat aemberikan
penomoran registrasi pada permohonan dan
dikembalikan kepada Ihsi AP untuk cetak sertifikat
permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selrretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

pensambilan.

4 Jangka WaI*'.r Penyelesaian 3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan

7 Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalrrn melaksanakan
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@ perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket PelaYanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dala- pelayanan

perizinan meliputi
a- Aplikasi On1ine Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonot i, hukum dan adrninistrasi
negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan periainan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman
modal dan petrayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
layanan perizinan elektronik; dan

5. \{smiliki kemampuan mengol,ah data secafa
elektronik.

Kompetensi Pelaksana

Dilakukan secara be4'enjang (atasan langsung) ;

Penanganan Pengaduan,
Sanan, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811

7382 444
4. Short Message Seryice (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Maksrmal 5 (lima) orang

Jaminan Kearnanan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan tranqlaran;

2. Periznan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rtilaporkan juga melalui website
www. dpm-ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan
non perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptslr.muaraereimkab.go.id.
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o lzin Praktek FisioteraPi

tentang Praktik

Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O14 tentang Tenaga

Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan;
5.- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

5lZlMenkes/SK/VI/ 2O08 tentang Standar Pelayanan
Fisioterapi di Sarana Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Z Z-S 1 t'ttent<es/ SK/VU/ 2O08 tentang Pedoman Pelayanan
Fisioterapi di Sarana Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

8. Peratuian Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga
Negara A"ittg;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik
Fisioterapis;

LO.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;

ll.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Pena:raman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; ;
2. fotocopy STRF;
3. surat keterangan sehat dari dokter yang merniliki Surat

Izin Praktik;
4. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan

Fisioterapi secara mandiri;
a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3

("ga) lembar berlatar belakang merah
b. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

atau pejabat yang ditunjuk; dan
5. rekomendasi dari Orcanisasi Profesi.

Persyaratan Layanan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon .mendapat formulir dan penjelasan di Front
office / Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front olllce memverifikasi keleng[apan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verililcasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan perm.ohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengftapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Ihbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izir1, yang memerlukan tiqjau
lapangan melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris
serta menuangfan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
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penomoran registrasi Pada pernohonan dan dikembalikan
kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan rlilalnrkan oleh Iksi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyeratran SK kepada peoohon melalui loket

oencambilan.

4 Jang[a Waktu Penyelesaian 3 hari

5 Biaya / Tarif 1i66[ rlikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gig,

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, [.oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. loket Pendaftaran;
c. [oket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dala'n pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi 615.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saiana terutama bidang
pemerintatran, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dala- pelayanan p€nanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. l4sniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dang. Ldsrniliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

11

n

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi Langsung;
Korok saran dan pengaduan;
Whatsapp layanan Pengaduan dan Konsultasi : Ogll
7382 444
Short Message Serrice (SMS) : Ogll Z382 4+4
Email :dpm-ptstr muaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.auaraenimkab.go.id

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7-

Jaminan Pelayanan Pel,aya'an dilaksa'aka' sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Jumlah pelaksana Maksimal 5 (litna; or"rr*
13

t4

JarninSl Keamanan dal
Keselamatan Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non perizinan yang berkualitas karena
melibatlan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Laporan evalu?T pelaksanaan tugas dan fungsi disarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan se .ap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
1. Secara berkala rlilaFe1Ll.luga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. qo.id.
2. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm-

ptso.muaraenimkab.so.id.
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o lzrr, Kerja Fisioterapi

ro KOf,POTET I'NAI,AT

I Dasar Hukum @ 29 Tahun 2oo4 tentang Praktik
Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga

Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517/Menkes/SK/VI/

2OO8 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana
Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor TTSlMenkes/SK/VIII/
2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana
Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2O13 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;

L0.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Fisioterapi;

ll.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1.
2.
3.

4.

5.

Fotocopy ijazah, yang dilegalisir;
fotocopy STRF;
surat keteratrg€m sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan Fisioterapi
secara mandiri;
a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3

(tiga) lembar berlatar belakang merah
b. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

atau pejabatyang ditunjuk; dan
rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front olfice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembati
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yanrg memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

lL.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pensarsipan:
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l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangla Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perianary
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E

9

10

Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adrninistrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanFrnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalarnan dalarn pelayanan pen€rnarnan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemarnputul mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki lssmarnpuan mengolah data secara elektronik.
Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (ata.san langsung);

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. whatsapp Layanan pengaduan dan Konsultasi : 0g11 73g2

+44
4. Short Message Service (SMS) : OgLl T3g2 444
!. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
Z Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarnin4l Pelayanan velayanan dilaksanakam_ sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Maksimal S (lima) o,t2 Jumlah pelaksana

13 Jarninal Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

r. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secaraakunta.bel dan transparan;
2. Perizinan dan Non perizinan yang berkualitas karenamelibatkan pihak terkait antara t ii airr., settora aaiinstansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine4'a
Pelayanan

r. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikankgrada Bupati baik secara berkira setiap urtan a",,'s.Ep
^ lahrr, Tatpln apabila rriperlukan ="*"tt"_*Jt"; '

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_ptsp.muaraenimkab. go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonpenziman dilihat padl - - web&te ***.a"*ptsp. muaraenimkab. go. id.
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o lzin Praktik Refleksionis Optision

to KOUPiOTEIt IIRAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OL4 tentang Tenaga

Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor l424lMertkes/SK/)O/

2OO2 Tentang Pedomao Penyelenggaraan Optikal;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572lMer*es/SK/VI/

2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2O13 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisieu Dan
Optometris;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

9. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenzinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Catnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan l,ayanan 1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp.
6.O00,-;

2. FotokopiljazahYang Dilegalisir; Fotokopi STRRO Atau STRO;
3. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter yang Memitiki Surat Izin

Praktik;
4. Surat Pernyataan Merniliki Tempat Kerja Di Fasilitas Pel,ayanan

Kesehatan Yan g Bersangkutan;
5' Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 3 (Iiga)

Lembar Berlatar beLakang Merah;
6. Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan atau Tim teknis;
7. Rekomendasi Dari Organisasi profesi;
8. Surat lzin Keqa Dan Izin Tinggal Serta persyaratan Lainnya

Sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan Bagi
WarganegaraAtrg;

9. Fotokopi STTS PBB tempat keg'a atau tempat tirrgg"l pemohon;

3 I Sistem Mekarrisme
I dan Prosedur

| 1. Pemohon mendapat formulir dan@
I Pehyanun

| 2. eemohon melengkapi formurir beserta. persyaratan kemudian
I menyerahkan ke Front office / pelayanan;

| 3. Front ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
I lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

| 4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
| {*S kelengkapan permohonan serta. pembuatan Nota untuk
I _ $tgruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap *"ro"rii.". kembali

keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas p".-oiorr*
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohinan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat ke.pada
Kasi. PTP melatui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi teknis untuk
permohonqn idn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh plmohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dal"- BAP;

9. Koordinator Tirrr Teknis aelaporkan hasil tinjau laFang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kekabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. sekretaris melalui staf sekretariat mlmberikan penomoran
registrasi pada permotronam dan dikerabalikan kepJda Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izrrr;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dansekretaris terhadap sertiEkat perrnohonan untuk
ditandatangani oleh Kepda DpM-pTSp;
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i2Kepil PI\msP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
14. Penveratran SK kepada pemohon melalui loket pengambilan'

4 Jangla Walfir
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk l,ayanan Dokumen perizinan / Non Perizinart

7 Sarana, Prasarana"
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari:

1, Ioket-loket Pelayanan seperti:
a- l,oket Informasi;
b. Loket Pendaftarani
c. t oket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan delarn pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. APlikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
f. AplikasiPengarsipan;
c. Aplikasi GIS.

E Kompetensi
Pelak561"

1. Pendidikan minimal sarl'ana terutama bidang pemerintatran,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;

u[. I,tsmiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

$. |vtgmiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dil,akukan secara berjenjang (atasan langsung);

1(l Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan penga.duan;
3. Whatsapp layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0g1l ZAg2 444
4. Short Message Service (SMS) : Ogll TOS2 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilahsanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlatr pelaksana J1d6ftsimal 5 (lirna) slan*

13 Jaminan Keatnanan
dan l(sselamstal
Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non perizinan dilaksarrakal secara
akuntabel dan transparan;

2. Peridnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisarnpaikan
kepada Bupati [aik s€sar.a berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_
ptsp. muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_
ptsp.muaraenimkab. so.id.
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o lzin Keda Refleksionis Optision

ro I(OTFOXEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O14 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun t996 tentang
Tenaga Kesehatan;
Keputushn Menteri Kesehatan Nomor 1424 I Menkes/SK/>(I/
20O2 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572 lMenkes/SK/VI/
2O08 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2OL3
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien
Dan Optometris;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2Ol3
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing;

9. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirt

1.
2.

4.

7.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang disediakan deagan dibubuhi materai
Rp.6.O00,-;

2. Fotokopi ljaz,ah Yang Dilegalisir; Fotokopi STRRO Atau
STRO;

3. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Merniliki Surat
Izin Praktik;

4. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Yang Bersangkutan;

5. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 Cm Sebanyak 3
[iga) Lembar Berlatar belakang Merah;

6. Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan atau Tim teknis;
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi;
8. Surat Izin Kerja Dan Izin Tinggal Serta Persyaratan Lainnya

Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bagi
Warganegara Asing;

9. Fotokopi STTS PBB tempat keg'a atau tempat tinggal
pemohon;

3 Sistem Mekanisrne dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengfuapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
leng[ap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

8. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonanizin;

9. Pernarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepa1a DPM-PTSP;

lo.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l l.Pengarsipan;
l2.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

1.

2.

4.

6.

7.
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4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan iaentttasi-
produk pelayanan perieinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pel,ayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dal,m pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negarq

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaruan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dal.rn pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

$. l\dsmitiki kemarnpuan mengolah d.ata secara erektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berl'enjang (atasan langsung) ;

lo Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan pengaduan d.an Konsultasi : 0g11 73g2

+44
4. Short Message Service (SMS) : Ogll Z382 444
!. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarnin611 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan_sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Maksi'n41 5 (lima) .
1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secaraakuntabel dan transparan;
2. Perrzinan dan Non perizinan yang berkualitas karenamelibatkan pihak terkait antara tai ainas sektoral dtinstansi vertikal.

12 Jumlah pelaksana

13 Jarninan Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

r. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas d.an fungsi disampaikan
ke-pada Bupati baik secara berkila sstiap Uifan aan^".-ti"p

^ Fhrr, gau_pyn ap,abil,a diperlukan sewaktir.-waktu;2. Secara berkala dilaporkan juga melalui *"trii"'-**.ap*_
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada - - web&te ***.a"*_ptsp.muaraenimkab. so.id.
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o lzin Praktek Hemodialisa

ilo KOUBOTTEIT I'RAI.AIT

1 Dasar Hukum 1. Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 20O9 tentang
Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O16 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
8 12/ Menkes / Per /Yll / 2O 10 tentangPenyelenggaraanPelayanan
Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanart 1. Scan akte pendirian badan hukum beserta lembar
pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM (bila tidak
berbadan hukum diganti dengan surat pernyataan tidak
berbadan hukum bermaterai)

2. Scan Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bermaterai.

3. Scan KTP Pemohon
4. Denah Ruang dan Peta Lokasi
5. Rekomendasi dari organisasi profesi (PERNEFRD
6. Rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi
7. Daftil ketenagaan yang terdiri dari: a. SIP Dokter spesialis

dokter penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi (SpPD-KGH);
b. SIP dokter umum; c. SIP perawatan mahir hemodialisis
sebanyak 3 orang; d. SIP ter:aga elektromedik dengan
pelatihan khusus mesin dialisis; e. tenaga administrasi.

8. Perjanjian Kerjasa:rra Pengelolaan Limbah Medis
9. Daftar Peralatan
1O. Scan bukti pembayaran PBB tahun berjalan
11. Scan bukti kepemilikarl tempat/perjanjian sewa menyewa
12. Scan SIP Tenaga Medis dan Paramedis sesuai daftar

ketenagaan
13. Daftar sarana dan prasarana

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verilikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjag4l lafangan maka Kasi Ap membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teloris melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriks,aan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dil,akukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat perrnohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.
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4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk L^ayanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pel,ayanan perizinan terdiri dari :

1, l,oket-loket Pelayanan seperti :

a. [oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aptkasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal oa.jana terutama bidang pemerintahan,
ekonorrti, hukum dsn a.trninist.asi negara;

l. Li[gmiliki pengeta]ruan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dala* pel,ayanan penanaman modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Mernililci kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langstrng);

to Penangarran Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta-=i : O8l1 7382
444
Short Message Service (SMS) : OBIL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraerrim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

1l Jamin611 Pelayanan Pelayanan rlilaksanrakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 955

t2 Jumlah pelaksana Maksim2l 5 (lima) orang

l3 Jaminan Keamanan dan
l(ssela m zta:e Pel,ayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel.,aksanaan trrgas dan fungsi fisarnFaikan
kepada Bupati baik secara berkala setirp bul,an dan setiap
tahun, maupun apabila rliFerlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.eo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqluan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin Kerja Hemodialisa

ro
1

IIOIPIOrf.il IIBAIAIT

Dasar Hukum @hatan Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang
Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2o16 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

8l2/MenkeslPerlYlll2olO tentan Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pel'ayarran Kesehatan'

4. Peralturan Bupati No. 4 Tahun 201'9 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Fehyanan Perrzinan Dan Nonperiainan Kepada
Kepala Dinas Penananan Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan;
2. lzim Mendirikan Bangunan;
3. Izin Operasional RS (iika terintegrasi dengan RS);
4. Peta Lokasi;
5. DenahBangunan;
6. Fotokopi KTP Penanggung Jawab;
7. Fotokopi KTP Pemilik;
8. Fotokopi SIUP;
9. FotokopiTDP;
lO.Fotokopi lzin Gangguan / HO atau Surat Keterangan

l{ab./Kota. (ba.g yang tidak memiliki Izin Gangguan);
ll.Fotokopi Izin AMDAL lUll,-UPL;
l2,Daftzu. Tenaga Teknis dan Arlrnidstrasi;
l3.Fotokopi Izin Pengelolaan Limbah (IPAL);
l4.Fotokopi MOU Pengelolaan Limbah;
l5.Fotokopi Akte Notaris (Badan Hukum Perusahaan);
l6.Fotokopi fiPWP Wilayah Provinsi Banten;
lT.Fotocopy Ijazah SDM;
l8.Fotokopi SIP/SIK dan STR;
l9.Fotokopi MOU dengan Pihak ke-3 (iika KSO);
2 0. Fotokopi Rekomendasi Pernefri;
2l.Fotokopi Sertilikat Pelatihan Perawat dan Dokter;
22.Surat Pernyataan Direktur tentang Jadwal Pelayanan;
23. Daftar Ketersediaan Tempat Tidur;
2 4.D altar Peraqrat Terl,atih.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pel,ayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelen*apan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabil,a
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yarrg memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi #, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
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l4.Penveratran SK kepada Demohon melalui loket pensambilarr.

4 Jangka Wal$u
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retnlbusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinarr / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalatn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saqiana terutana bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanzrnan modal
dan perizinan

3. Metnil;ki pengalaman dalam pelayanan pen€m€rman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki ftsmatnpuan merrgoperasikan aplikasi layanan
periainan elektronik; dan

5. Mernitiki fte6arnpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung);

1(} Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: Og11 T3g2 ++44. Short Message Service (SMS) : O8ll T3g2 +4+
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan rtilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Mrk"i-.I 5

1. P-elayanan p"ri"irt
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non perizina' yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas selrtoral dan instansi
vertikal.

1. Laporan evaluasi pelaksanaa' tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap Uitan dan'setiap

^ th.rr, maupun apabila diperlukan sewaktu_waktu;
2. Secara berkala ditaporkan juga melalui website www.dpm_ptsp.muaraenimkab.go.id.

dan non
www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinanperizinan dilihat pada - - website
ptso.muaraenimkab.qo.id.

t2 Jsmlah pelaksana

13 Jamin6l Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan
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o lzrn Praktek Akupuntur

ilo KOfPOrElt I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 34
Tahun 2O18 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik' 
Akupunktur Terapi

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pel,ayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan bermaterai 60O0
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang merniliki surat

izin pralrtik
6. Surat pernyataan merniliki tempat praktik atau surat

keterangan dari pimpinan Fasilita.s Pelayanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berpraktik

7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat
kali ena:r') cm sebanyak 3 (tiga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kuantan Singlngr

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

3 Sistem Mekanisane dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjeLasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang'undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tir{au lapa:rg bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iitn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembafikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonaniin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14.Penyeratran SK

oensambilan.
kepada pemohon melalui loket

4 Jangka Wakhr
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikerrakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasanana, Sarana dan prasarana PTSP dalam meLaksanakan idenffikasi

tt2



dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdfi dari :

l, loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket lnformasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi

a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutana bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

!. lylsmiliki pengetalr.uan peraturan tentang penanarn€u1
modal dan perizinan.

3. Memiliki pengalamg11 dalam pelayanan pen€ma"n.m modal
dan pelayanan terpadu;

{. Irtsmiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Metniliki kemrrnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

lo Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382

4+4
4. Short Message Service (SMS) : OBLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jatniqan Pelayanan Pelayanan rlilaksaqakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lim2) sla11*

13 Jarninart Kearnanan dan
Keselamal2l Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinarr dan Non Perizinan yalrg berkualitas karena
melibatkan pihak terkait ar:tara l,ain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
fisarnpaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report pereyelesaian pengqjuan perizinan dan non
periainan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Praktek Ahli Teknik Elektro Medik

ro ITOUPiOTH I'R.EIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2O15 Tentang tzin Dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis

2. Peraturanmenteri Kesehatan Republik Indonesianomor65
Tahun 2O l6tentangstandar Pelayanan Blelalrsms.rik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanarr Surat Permohonan bermaterai 60O0
Fotokopi ijazz.h yang dilegalisasi
Fotokopi KTP
Fotokopi STRATyang masih berlaku dan dilegalisasi asli
Surat keterang€ut sehat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik

6. Surat pernyataan merniliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pirnpinan F'asilitas Pelayanan Kesehatan

7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (emFat
kali ena'n) cm sebanyak 3 (tiga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi
dari Organisasi Profesi

1.
2.
3.
4.
5.

3 Sistem Mekaniso.e dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapatr permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izi:. tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersalra Instansi Telsds
untuk permohonan izinyang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dala'n BAp;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

L0. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14.Penyerahan SK

pengambilan.
kepada pemohon melalui loket

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, Loket-loket Petrayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. loketPendaftaran;
c. loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah tnvestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penana[ran
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal
dan pel,ayanan terpadu;

u[. ]vlsmiliki kemrmpu€m mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.s6ur
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarnineur Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Kerja Ahli Teknik Elektro Medik

ro KOUP|OXET IIR.AIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang.Undang Republik Indonesianomor 36 Tahun
2 0 1 4tentangtenaga Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2015 Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis

3. Peraturanmenteri Kesehatan Republik Indonesianomor65
Tahun 2O l6tentangstandar Pelayanan Elektromedik

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Periainan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enitn

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan bermaterai 60O0
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat

izin praktik
6. Surat pernyataan memiliki tempat pralctik atau surat

keterangan dari pimpinan Fasilitas Pel,ayanan Kesehatan
7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (ernpat

kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi

dari Orsanisasi Profesi
3 Sistem Mekanisme

Prosedur
dan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front

office / Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
4. Kasi Pelayanan peitzir:an dan non perizinan memverifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota.
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP raemeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelengkapan, belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan peabayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintatrkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
Lapangan melalui Surat Tugas;

8. Tim' Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menya'npaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
penomoran registrasi pada permohonan dan dikembalikan
kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan rlilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK

Pensambilan.
kepada pemohon melalui loket

4 Jangka Waktu Penyelesaian 3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari:

1, [.oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan f,z1am pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I (ernfetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memifiki pengetahuan peraturan tentang penanernan
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan pen€maman modal
dan pelayanan terpadu;

4. l4smiliki kemampuan mengoperasik€a aplikasi layanan
perizinat elektronik; dan

5. Metnitiki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsulta.si langsung
2. Kotek saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811

7342 44+
4. Short Message Serrice (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1l Jatninsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lirna) qlant

13 Jaminan Kearnalan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pel,ayanan penzirran dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perianat dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineda Pelayanan l. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disarnpaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila ,{iperlukan
sewaktu-walrtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqfuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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. lzin Pedagang Besar Farmasi

ro ITOUPOlrE!5 URAIAT

1 Dasar Hukum

2.

3.

4.

Undang-undang No. 2s rahun @Publik.2.Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun ZOOS Tentang
Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal.
Undang-undang No. 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah4.Peraturan Presiden No. 8Z Tahun 2Ol4 Tentang
Penyelenggaraan PISP
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu.
Peraturan Menteri Datam Negeri No. 20 Tahun 200g tentang
Pedotnan Organisasi dan Tata Kerja untuk pelayanan Terpadu dan
Daerah
PP RI No. 51 tahun 2OOg tentang peke4'aan
Kefarmasianl2.Permenkes RI No. 1148/Menkei/yerl:|rliOtt
tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 Tahun 2Ol4 Tentang perubahan atas
peraturan Menkes No. 1148/Menkes/per/yl/2OLt Tentang
Pedagang Besar Farmasil4.Undang-undang dan peraturan terkaii
lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintair daerah sesuaidengan kewenangannya dalatn mengatur perizinan&
nonperizinandi bidang teknis / sektor terkait
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kipada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanas Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

7.

2 Persyaratan
Layanan

l. Surat Permohonan bermaterai 6OOO
2. Fotokopi ijazahyang dilegalisasi
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin

praldik
6. qurat pernyataan msmiliki tempat praktik atau sufat keterangan

dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukura' 4x6 (empat kali

enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi dari

Organisasi Profesi
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir aun p@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / peLayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan perieinan;

4. I(*i Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5' selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap rnemeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTp melalui lhbid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumsel babel
atau bendahara penerimaanr sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapa'g bersama Instansi rekrris untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan ad-ministrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€ur
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepadi Kasi Ap
rrntuk cetak sertifikat peraohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM.PTSP;

\2.Kepala DPMPISP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
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l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensalnbilan.
+ Jangka Walrhr

Penyelesaian
3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasanana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melakmnakar Aertiftasi prrd"k
pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Ioket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasl ,.rr* digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Peizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aptkasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanam€rn modal dan
perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki keFarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolalr data secara elektronik.
9 Pengawasan

Internal
Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi l,angsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0g11 T3g2 444
Short Message Service (SMS) : O8L17382 4++
Email :dpm-ptE)muaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional prosedur
dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lirn6) 66rrt
13 Jarnirtan

Keamanan dan
Keselarnatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkuaritas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan sed"p i"hrrrr,
maupun apabiLa diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id

3. Progres report penyelesaian pengajuan P",iq;,,,a,. dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. Izrn Praktek Okupasi terapis

ro KOTBOTE[t I'NAIAII

1 Dasar Hukum 1.

2.
3.
4.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik
Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O14 tentangTenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/SK/VI/ 2OO8
terrtang Standar Profesi Okupasi Terapis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2O13 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2O13 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Terapi Okupasi;

lo.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp.
6.00o,-;
Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
Fotokopi STROT;
Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;

5. Surat pernyataan mempunyai lsinpat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara
mandiri;

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatar belakang merah;

7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan/pejabat yang ditunjuk/
Tim teknis;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
Surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bag
Warganegara Asing;

lo.Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon;

1.

2.
3.
4.

8.
9.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofEce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verilikasi oleh Kasi Ar{rninistr.asi perizinan;

5. Selanjuteya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapa.n per:mohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan 6[ift6afalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaik6s hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan pers5raratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan F'O untuk perabuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersbut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan sekretaris
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terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahqn SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

Kepala

4 Jangka Waktu
Penyelesaiarr

Paling l:mbat 7 (Tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan
diterima dengan benar dan lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7

8

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

sarana dan prasarana PTSP dalarn metaksanat@
pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi ,*r* digunakan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedatr Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AptkasiPengarsipan;

dalam pelayanan perizinan

e. Aplikasi GIS.

1. Pendidikan minimal sarja'a terutama bidang pemerintaha',
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan ten-tang penanFrnan modal danperizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanernarl modal danpelayanan terpadu;
4. Memiliki_ksmampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan

elektrorrik; dan
5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik_

Kompetensi
Pelaksana

9 Pengawasan
Internal

Dlfakukan secara bedenjang (atasan langsung) ;

1(} Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

L Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;

?. Ilhatypp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0g11 T3B2 4+44. Short Message Service (SMS) : Ogll T3g2 444
!. Pg.lt :<tFm-ptspmuaraenim@mail.sen0
6. Aplikasi SMS Gate Away;
Z Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamin611 Pelayanan relay.rnan dilaksanakan
dan Aelikasi OSS

Maksi'n6l 5 (1im4 orang

sesuai dengan Standar Operasional prosedur

t2 Jumlah pelaksana

t3 Jaminan
Kearnanan dan
Keselarnatan
Pelayanan

1. rerayanan perizinan dan non perizinan rlilaksenakan secaraakuntabel dan transparan;
2' Periziman dan Non perizinan yang berkuaritas karena meribatkanpihak terkait antara lain dinasselioral dan instansi r".tit f.-

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

I.

2.

3.

fanolan_ evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnpaikankepada Bupati baik secara berkala J"ti.p bulan aL *ti"p -t"rr..rr,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinandilihat pada website gg4l&g6.mu;aerumkab.so.td

t2t



o lzin Praktek Terapis Wicara

ro KOfBOtrlt I'NAIAIT

1 Dasar Hukum @or 29 Tahun 2oo+ tentang Praktik
Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga

Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/SK/VI/

2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2O13 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2O13 tentang

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Peke{aan Dan Praktik Okupasi Terapis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2O14 Tentang

Standar Pelayanan Terapi Okupasi;
10. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenziman Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir
2. Fotocopy STRTW (Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara)
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang merniliki Surat Izin

Praktik
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar berlatar belakang merah
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten I Kota.

atau pejabat yang ditunjuk
7. Rekoaendasi dari orsanisasi profesi

3 Sistem Mekanime
dan Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjetrasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offtce / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ul,ang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dileng[api, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat pennohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada oemohon melalui loket oenqambilan.

1.

2.

7-

8.

9.

10

11

t2
13
t4
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4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak rlikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perianaa / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi produk
peL,ayanan perizinan terdiri dari :

L, Loket-loket Pel;ayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengarnbilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi 915.

I Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarl'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adrnirristrasi negara;

2. Metniliki pengetahuan peraturan tentang penanarn€rn modal dan
perizinan

!,. lv[g"niliki pengalarn4l dalam pelayanan peaanainan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memrliki kematnpuan mengoperasikan aplikasi laya'an perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1(, Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotok saran dan pengaduan;
3. WhatsaFp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0gl1 Z3SZ 44+4. Short Message Seryice (SMS) : OBll Z3B2 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id.

l1 Jamirlan Pelayanan Pelayanan rrilaiks6l.L*, sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 thm{ orang

13

14

Jarninan Kenrnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan pe'.tzinan dan non perizinarr dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periznan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara train dinas sektoral dan instansi vertikal.

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksbnaan tugas dan fungsi ai".mp"lt*
kepada Bupati baik secara berkala setiap tutan dan setiap

_ Fh*, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. go.id
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Praktek Psikologis Klinis

ro r(ofPlortlr URAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2OO9 tentang fesetratan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2Ol4 terrtang Tenaga

Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Th.2O15 tentang

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional psikologis
Klinis.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang pendelegasian

$ewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiitnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. .Foto copy n?7ph pendidikan Psikotogis tOinis(aitegatisi+
2. .Fotocopy STR-E/ STR-E Sementara bagi tenaga Kesetratan

Warga Negara Asing;
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokterd.Rekomendasi dari

organisasi Profesi;e.
4. surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas pelayanan Kesehatan

atau Fasilitas Kesehatan yg bersangkutan;;f.pas photo 4x6
sebanyak 2 lembar.s.Fotocopv KTp

ls Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir a"n p@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

+- Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan _kelengkapan permohonan dan apabila
kelene&apan belum m.*"rruhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi ap-m"mUuat surat
kepada Kasi. PTP meLalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara peaerimaan sesuai dengan perundang_

_ undangan untuk per-mohonan izin tertentu;
7. Kabid ftsp aurr'Kasi pTp memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi fef<ni" Iuntuk permohonan izim yatg memerlukan tinjau f"p*g*, 
Imelalui Surat Tugas; - - 
|8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan artmjnistrasi a.r, I

lapan-gan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan olJ Ipemohon termasuk kekurangan persyaratan telseis *rt Imenuangkan hasil pemeriksaan dalam BAp; I9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau tapang dan I

fffiI'"ffir JfiuTo,"ffit'xan3fJ"gf J::#,.* I

!:fl:|ffi 
pada SK proses tersebut dan menyer"r,r."n *o"* 

|

1o. Sekretaris melalui staf sekretariat memberiku' p"rro-o..r, 
Iregistrasi pada permohonan dan dikembalikan tepaaa X""iep Iuntuk cetak sertifikat permohonan izin; -_ 
|ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayan.r, a.r, Isekretaris terhadap sertilikat permohonair untuk I

,r.fffi1"Sif;ffi'ri'*J31.,],|#ffi;i,in1p",,g"s"h"n;; 

i

13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalu.i lnlrcr nenoqmhilo-

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

Tidak dikenakan Retribusi5 Biaya / Tarif

6 Produk Layanart Dokumen perizinan / Non perizinan

7 Sarana, Prasatana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana pTSp
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket tnformasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
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2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. APlika$ Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aptkasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1.. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adrninistrasi negara;

!. I,{smiliki pengetahuan peraturan tentang pen€aa"nan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalatn pelayanan pen€rnaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemempuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kema'',puan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan tangsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O8l l Z3g2
4+4
Short Message Service {SMS) : OSlt ?JB2 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jalninan Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlatr pelaksana Maksimal 5 (lirna) orang

13 Jaminan Kearnanan dan
Kesela- alsn Pel,ayanan

l.Pelayanan perizina' dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2.Periitrr;ara dan Non perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

l4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

l.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik se.ar. berkala setiap bulan dan setiap

_ Fh*, maupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;
2.Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab.qo _id.
3.Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Kerja Psikologis Klinis

ilo KOUPOITEIT I'RAIAT

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Th.2O15 tentang

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologis
Klinis.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahure 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan NonpeiztnLan Kepada
Kepala Dinas Penanrarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Foto copy ijazah pendidikan Psikologis Klinis(dilegalisir);
2. Fotocopy STR-E/ STR-E Sementara bagr tenaga Kesehatan

Warga Negara Asing;
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokterd.Rekomendasi dari

organisasi Profesi;e.
4. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas pelayanan Kesehatan

atau Fasilitas Kesehatan yg bersangkutan;;f.pas photo 4x6
sebanyak 2 lembar.g.Fotocopy KTP

3 Sistem Mekanim.e dan
Prosedur

| 1. Pemohon mendapat formulir dan penjetasan aifront ollice 7
I Pelayanan

| 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
I menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
| 3. Front office memverilikasi kelengkapan permohonan, jika
I lengkap diteruskan ke IGsi Pelayanan perizinan;

I a. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
I ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
I diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
| 5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
I keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
I kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas

permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama tnstanS Teknis
untuk permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan adm.inistrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAp;

9. Koordinator Ti:n Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses 

- 
dan

pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahtan kepada
Sekretaris;

10. sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohon an iitn;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket pensanbilan.

4 Jangka Waktrl
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

sarana dan prasarana PTSP dalarn met"tsanat<a', iaentlnta"i
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

d. Loket tnformasi;
e. LoketPendaftaran;
f. Loket Pengambitan.
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2, Sistem aplikasi yang digun2[as dalarn pelayanan perizinan
meliputi

f. Aplikasi online Perizinan;
g. Aplikasi Bedah Investasi;
h. Aplikasi Perizinan;
i. APlikasiPengarsipan;
j. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negarag

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penan^rnan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman datam pelayanan penanrarnan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemempuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemamFuan mengolah data secara elektrorrik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Ma"sukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : 0g11 73g2
4+4
Short Message Senrice (SMS) : OgLl TS82 4++
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

t.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatninanr Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumtah pelaksana Maksimat 5 (lima) 616nU

13 Jaminan Keamanan dan
Ke sel,amatan Pela5ranan

1. Pelayanan perizinan dan non prizinan dilaksa'akan secara
akuntabel dan transparan;

2.Periziaat dan Non perizinan yang berkuaritas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi ai",r.paikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap Uufan dan setiap

_ tahun, mauprul apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2.Secara berkala rlilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. qo.id.
3.Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dithat pada website www.dpm_ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

ro KOIDOIIETT I'RAIAX

1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor OOO
Talrun 2Ol2tenfangqrrdustri Dan Usaha Obat Tradisional
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1.

2.

2 Persyaratan layanan 1. mengisi formulir;
2. fotokopi KTP ;
3. daftar na-a direksi/ pengurus dan komisaris/ badan

pengawas;
4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak

langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di
bidang farmasi ;

5. akta pendirian badan usaha perorengan yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup ;

8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan
bukan perseorangan ;

9. SIUP;
1O.NPIilP;

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

I 1. Pemohon mendapat formurir aa,,@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemud.ian menyerahkan ke Front office / pelayanan; "

3. Front office memverifikasi kelengkapan perrnohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan pet'tzinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengk pan permohonan serta pembuatan Nota.
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memeouhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengt<api, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka-Kasi-Ap
membuat surat kepada Kasi. pTp melalui Kabid pISp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumselbabel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
_ p_erundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi pTp memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohona:r iain yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tirn Teknis melakukan pemeriksaan adnrinistrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAp;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK prois -dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan minyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan ditakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dansekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensarntrilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

a Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSp dalam -ffiproduk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, [,oket-loket Pelayanan seperti :

a. loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan ddarn pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikad Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. APlikasi PengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penararnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penaneman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemarapuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : Oafi 7Sa2 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarni4an Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Makstrnal 5 (lim{ er"rr*

13 Jar.inan Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periirnaurr dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi
$ympaikan kepada Bupati baik secara berkala *ti.p
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewalrttr-walrtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan d.an nonperizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o lzin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

ro ItouPioIrEt URAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesianomor 62
tahun ZOl7tentang1zrn edar alat kesehatan, alat kesehatan
diagnostikin vitro danperbekalan kesehatan rumah tangga

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahut 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperianan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. mengisi formulir ;
2. fotokopi KTP;
3. daftff nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan

pengawas;
4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak

langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
farmasi;

5. akta pendirian badan usatra perorang€a yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;
7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup ;
8. surat tanda daftar perusahaan dalarn hal permohonan bukan

perseofangan;
9. SIUP;
IO.NPWP;

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengal perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
mel,akukan jadwal tir5'au lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iztn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tirn Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalam BAp;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walftu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribrrsi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Ircket Pendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dala'n pelayanan periainan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono*i, hukum dan administrasi negara;

2. Mernililri pengetahuan peraturan tentang penanatnan modal
dan perizinan

3. Memililri pengalaman dalr- pelayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Difakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran, dan
Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : O81L 7382 4+4
Email :dpm-ptqrmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate A*"y;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizimat dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzirr Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

ro KOUP1OTET I'RAI.AIT

I Dasar Hukum 1. peraturan menteri kesehatan republik indonesianomor 26
tahun 2o18 tentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektroniksektor kesehatan

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. mengisi formulir ;
2. fotokopi KTP;
3. daftar nama direksi/ pengums dan komisaris/ badan

pengawas
4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak

langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
farmasi;

5. akta pendirian badan usaha perorangEul yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;
7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup ;
8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan

perseorangan;
9. SIUP;
IO.NPWP;

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan pennohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyempaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke
Kabid PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan rlilakrrksn oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-pTSp;

12.Kepa1a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, Loket-loket Pelayanan seperti:
a- taket Informasr;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendirtikan minimal sa.rjana terutaroa bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€rnaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalrm pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dang. lytsmiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OBLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatnitran Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 955

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamir.ran Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non periainan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2, Penzinarr dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara Lain dinas selrtoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala s€tiap bulan dan setiap
tatrun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waklu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Metniliki pengetahuan peraturan tentang penanernan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dafam pelayanan penanamar modal dan
pelayanan terpadu;

{. lifsmiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elek;tronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : 08717382 444
Email :dp,m-ptqrmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarniqan pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jarninan Kearnanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Penzinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaks61r6-, tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Unit Tranpusi Darah

ro BOUPOITH I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 91 tahun
2015 tentang standar pelayanan transfusi darah

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Darr Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. mengisi formulir ;

2. fotokopi KTP;
3. daftar narna direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas
4. surat pernyataan tidak terlibat baik Langsung atau tidak

langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
farmasi;

5. akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasEran tanah dan bangunan;
7. surat pernyataan kesanggupan pengelol,aan dan pemantauan

lingkungan hidup ;
8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan

perseorangan;
9. SIUP;
1O. NPWP:

3 Sistem Mekanisne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front offlce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diterusl<an ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selartjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Itubid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Ifusi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Tekrris untuk
permohonan idrr yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkalx
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahJran berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
nenyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
pelayanarr peri.zirra terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPeadaftaran;
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c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

penzrnan

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan ldnimat sarjana terutarr.a bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan adrninistrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€rnamErn modal dan
perizinan

3. Memitiki pengalaman dalam pel,ayanan penanamarr modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolatr data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
+.
5.
6.

Melalui konsulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811
Short Message Serrice (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenio@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) 61"rr*

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rtilaforkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraeoimkab. qo.id.

www.dpm-
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. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

ro ITOIPIOITEil I'NAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2O12
tentanrg Pangan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan. n Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2OO4 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

4. Peraturan Kepala Badan POM RI
No.HK.03.1.23.O+.L2.22OSl2OL2 tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga

5. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan 1. mengisi formulir ;
2. fotokopi KTP ;
3. daftar narna direksi/ pengurus dan komisaris/ badan

pengawas
4. surat pernyataan tidak terlibal faik langsung atau tidak

langsung dalarn pelanggaran perundang-undangan di
bidang farmasi ;

5. akta pendirian badan usatra perorumgan yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasarm tanah dan bangunan ;
7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup ;

8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan
bukan perseorang€ul ;

9. SIUP;
IO.NPWP:

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

l. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifrkasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan pet'tzinan dan non periziman memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pernarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permotronan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pernarafan dilakukarr oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kep.la DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pensarsilran:
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l4.Penverahan SK kepada nemohon melalui loket oensambilan.
4 Jangka Waktu

Penyelesaian
3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalrm melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Periziran;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

g. [,l6rniliki pengala:aan dalam pelayanan penanernan moda]
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui kon sulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382
444
Short Message Seryice (SMS) : OSLL 7382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate A*.y;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dileksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) 61"rr*

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perianart dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antana lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

L. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o lztnTrayek

ro KOUFOTEIT T'RAI,AT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tatrun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Repubtk Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modat Dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0OO dan cap Perusahaan.

2. Rekomendasi Dinas Perhubungan
3. Fotocopy I'IPWP dan KTP pemohon
4. Fotocopy iiin usaha angkutan umum
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
6. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tBpKB)
7. Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku
8. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan jalan umum

sebagai tempat tinggal berpangkal kendaraan bermotor
9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilita.s

penyimpanan kendaraan bermotor
1O. Strukhrr Organisasi (PI, Koperasi, Yayasan)
11. Fotocopy Kartu Tanda Anggota ORGANDA

3 Sistem Mekanism.e dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta pers5/aratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutrya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas p"r-ohorrrn
dikembalikan untuk dilengfuapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Telioris melaporkan hasil tinl'au lapang d.an
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pad.a
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi N, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertiEkat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepda DPM-PTSp;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Walrhr
Penyelesaian

3 hari
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5 Biaya / Tarif Sesuai Ketetapan SKRD

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Trayek)

7 Sararta, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalasr melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a.Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c.Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalrrrr pelayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemernpuarL mengoperasikan aplikasi layanan
perieinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsulta.si l,angsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 444
4. Short Message Serrice (SMS) : O8l7 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan seca.ra
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkaLit antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi rtisar.Faikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rtilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin L,okasi

ro rouPorEr UNAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati No. 4 Tatrun 2O19 Tentang Pendelega.sian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

Fotocopy Akte pendirian Perusahaan;
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;
Sket/ Gambar Tanah yang dirn6fue11'
Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang
berhak atas tanahnya;
Melampirkan Peta dan titik Koordinat lahan Jrang dirn6fue1.
Proposal / Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lzin Lokasi dari OSS;
Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan;
Rekomendasi kesesuaian Lokasi jang rtirnstroa dengan Rencana
tata Ruang (advice plannrg) dari BKPRD;

l0.Rekomendasi Pertimbangan Teknis Mengenai status Hutan dari
Dinas Kehutanan Provinsi SUM-SEL;

1l.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi yang
dikuasokan.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

3 Sistem Mekanisne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengfuapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / PeLayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan
belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan
maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid
PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendatrara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izinyang memedukan tinjau lapangan melalui Surat
Ttrgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratarl teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukaq oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

I2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesatran);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket nencambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja-(Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalrm melaksanakan
pelayanan perizinan terdiri dari :

produk
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o lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

lto KOUPOITEIt I'NATAIS

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ang!<utan
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Periainan Tertentu (kmbaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O11 Nomor 3 Seri B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.
Rekomendasi Dinas Perhubungan
Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
Surat keterangan domisi[ perusahaan
Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku
Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan lahan
parkir dan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi)
Surat keterangan keanggotaan ORGANDA

lo.Surat keterangan tidak akan menggunakan jalan umum
sebagai tempat berpangkal kendaraan bermotor

1 l.Strukttrr Organisasi (PT, Koperasi, Yayasan)

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non pr-rian:ar: memverifrkasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi pelsyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersa:na Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau l,apangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
I-4. Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oenqambilan.

4 .Iangla \Vaktu
Penyelesaian

3 htri

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Angkutan Umum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasi.litas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan ddarn pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aptkasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintatran,
ekono-i, hukum dan ad:ninistrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman ddorn pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : O81L 7382 +44
Email :dpm-ptspmuaraerrim@ma il.s6pn
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
J.

4.
5.
6.

7.

11 Jamineur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksrrnal 5 (lirn3) e6rr*

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Peria;ran dan Non Perizinarr yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bul,an dan setiap
tahun, maupun apabila rliperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rlilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
periainan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. Izin Penyelenggaraa.n Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Ito KOUFOITEII I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan,

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 32 Tahun 2O16
tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum Tidak dalam trayek

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 20O2
tentang Perubahan Keputusan menteri perhubungfan nomor 69
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Anglrutan Barang di
Jalan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modat Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara
Enim

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengisi formulir yang ditandatangarri oleh pemohon disertai
meterai 6.O00 dan cap Perusahaan.
Rekomendasi Dinas Perhubungan
Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
Surat keterangan domisili perusahaan
Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku

8. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan lahan
parkir dan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi)

9. Surat keterangan keanggotaan ORGANDA
10.Surat keterangan tidak akan menggunakan jalan umum sebagai

tempat berpangkal kendaraan bermotor
1 1.Strulfirr Organisasi (PT, Koperasi, Yayasan)

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front offi.ce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi periainan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan ad:ninistrasi dan l,apangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil 1iljas lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikeur kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
L3.Pengarsipan;
l4.Penneratran SK kepada pemohon mela].ri loket rrensambilan,

4 Jangka Walrhr
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Angkutan Umum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakaq identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari:

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. l,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan flqlatn pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinary
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kqmpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana teruta:na bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan periainan

3. Memiliki pengalaman dalam peLayanan penanaman modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki lsrnarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp L,ayanan Pengaduan dan Konsulta.si : O8117382 44+
4. Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 4+4
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamirtant Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan da:e non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rtilapslftan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

144



o lzin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

IIo XOUPOIIEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM
35 Tahun 20O3 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2Ol1
tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O11 Nomor 3 Seri B.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenziman Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OO0 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Akte Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
4. Struktur Organisasi dan Personalia
5. Mempunyai tempat usaha yang baik berupa milik sendiri

maupun sewa berdasarkan Surat Domisili Perusahaan dari
instansi yang berwenang

6. Gambar Site Plan perusahaan
7. Pasfoto terbaru dan berrvarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3

lembar
8. Denah lokasi perusahaan
9. Daftar Inventaris Kantor
lO.Foto kantor dan papan narna perusahaan
l l.Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini
l2.Surat kuasa di atas materai Rp.6.0OO dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pel,ayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofEce / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi periainan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
fikgmfoalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sepuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iztn yaag memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Telicds melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala'n BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkarf hasil tinjau laFang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll,Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pensa:nbilan.

4 Jangka Walrhl
Penyelesaian

3 hari
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Lzin Bongkar Muat)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melakmnakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a- Aptikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang pen€rnarnan modal
dan periainan

3. Memiliki pengalaman dal,rn pel.,ayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kematnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemrmpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 08117382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go,id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksi'nal 5 (lima) orang

13 Jarninan Kearrranan
dan Keselamatan
Pel,ayanan

1. Pelayanan periirnan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Pefiitnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seliaw bulan dan seti p
tahun, maupun apabila rtiferlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga mel,alui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o Izin Bongkar Muat

ro XOUPIOITEit I'RAIAT

I Dasar Hukum 1.

2.

3.

4.

Peraturan Pemerintah (PB Nomor 24 Tahun 2}lg tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM
35 Tahun 20O3 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Muara E.im Nomor g rahun 2011tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian

!3wenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Iiepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Ca:rrat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratari. Layanan 1. Mengisi formulir yang ditanaat"ng"ni@
meterai 6.0O0 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NP\ /P dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Akte Perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas
4. Struktur Organisasi dan Personalia
5. Mempunyai tempat usaha yang baik berupa mititl s6rr61r1 maupun

sewa berdasarkan surat Domisili perusahaan dari instansi yang
berwenang

6. Gambar Site Plan perusahaan
7. Pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
8. Denah lokasi perusahaan
9. Daftar Inventaris Kantor
LO.Foto kantor dan papan nama perusahaan
l l.Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini
12.Surat kuasa di atas materai Rp.6.0OO dan fotocopy KTp bagi yang

dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front olfice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4' Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan fiks6falilan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan laFangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTp melalui Kabid FrTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iirn yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam Bf,P;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil 6rri.r. Iapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses aan pemaratan pad.a SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepadi Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap serffikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak rtiksnakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzirr Bongkar Muat)
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7

8

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dare prasorana PTSp dalan
pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Peudaftaran;
c. Loket Pengambilan.
sistem aplikasiyang digunakan dala- pelayanan perizina' meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
f. Aplikasi Pengarsipan;
g. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pel.,aksana 1' Pendidikan minimal saq'ana teruta.a bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

l. l{smiliki pengetahuan peraturan tentang penanF"nan modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman ddarn peLayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layana, perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9

10

Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: Og11
Short Message Senrice (SMS) : OBll7382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenia@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7382 +44

7.

11 Jamin611 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) qpan*

13 Jarm'inan Kearnanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizrnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap 

-tahu.r,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab. go.id.
Pro-gres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.so.id.

2.
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c lzin Penyimpanan Kendaraaan Pool

ro KOUFOITEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Periainan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2O03 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jatan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tatrun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O11 Nomor 3 Seri B.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinaxt Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangaai oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy lzin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta. Pendirian Perusahaan
5. Surat bukti kepernilikan atau penguasaan kendaraan bermotor

disertai dengan data kendaraan dimaksud (fotocopy STNK dan
uji kendaran KIR)

6. Fotocopy NPWP Perusahaan
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas

penyimpanan (pol) kendaraan
8. Izin angkutan barang yang telah habis masa berlakunya untuk

perpanjangan
9. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.O0O dan fotocopy KTP bagi

Yans dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oltrce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta perslraratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta. pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon meLrakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan l,apangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis s€rta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis 6ela.forkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi P, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifi.kat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Walftl
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Penyimpanan Kendaraan
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Pol)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanaka' identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari:

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. [,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan'

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplika-si Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelaSranan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memililci kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara be{enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Salan,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : O81L 7382 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (litna) slan*

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pel,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkata setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dr:m-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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c lzin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus)

ro KOUFOITEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.
Peraturan Bupati No. 4 Tahut 2OL9 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizisan Dan Nonperiinarr Kepada
Kepala Dinas Penataman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1.

2.

2 Persyaratan Layanan f. Irrtengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Ijin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertjfikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas

materai (biLa sewa)
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy Bukti Lapor SPI Tahunan (2 tahun terakhir)
1 0. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
1l.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.0OO dan fotocopy KTP bagi

vane dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front offrce memverifikasi kelengfuapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan periainan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Adrninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iz,in yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan 
"O-1r;s1r.asi 

dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teloeis melaporkan ha.d tinjau lapang dan
menyerahkan berkas per.mohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel
Umum)

a Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melatsanakan iaerrtiftasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
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b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambitan.

Sistem aplikasi yang diSunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedatr [nvestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi PengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 l(empetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutana bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

f,,. lvts"niliki pengalanan dalam pelayanan penana"n€rn modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memililri kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolatr data secara elektronik'

9 Peogawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan Ltgsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Sanan,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : OglL 7382 44+
5. Email :dpm-ptspmuaraenirr@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak*i-al 5 (lirna) slan*

13 Jatninan Keamanan
dan Keselanatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

1. [.aporan evaluasi pelakmnaan tugas dan fungsi disarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan sefi F
tahun, mauprur apabila diperlukan sewaktu-walrtu;

2. Secara berkala rlilaporkan jrga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. lzin Operasional Bengkel Umum

ilo ROUPOIIEXT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 20O3 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2oll tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.0O0 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy ljin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik

diatas materai (bila sewa)
8. Fotocopy I{PWP
9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
1l.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

vanc dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front offrce memverifikasi kelengkapan perrrohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Pelizrnan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan unhrk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. PIP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yaag memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hat-haf yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuang!<an hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyeratrkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemaratran dilakukan oleh Kasi AP, I(asi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPISP menandatangarri SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu 3 hari
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel

Umum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

S.rana a"n piasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
metputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aptkasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintatran,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

!. I{gmiliki pengetahuan trrcraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pel,ayanan penanaran modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

$. ltdsrniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara be{enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 08117382

444
4. Short Message Seryice (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Ja-irran Pelayanan Pel,ayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lilna) ssan*

13 Jarniqan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perianan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkal,a setiap bulan dan setiap
tahun, mauputr apabila diFerlukan sewakhr-waktu;

2. Secara berkala rtilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab, qo.id.
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o Analisis Dampak Lalu Lintas

ro xofForEIl I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang No.22 Tahun 2O09 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2011 Tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis pampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas

3. Peraturan Menteri Perhubungan No.75 Tahun 2015 Tentahg
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2O03 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan Dengan Kendaraan Umum

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tatrun
2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

7. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan Dan Nonperiztnan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persryaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Ijin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta. Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas

materai (bil,a sewa)
8. Fotocopy NPItrP
9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
ll.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjumya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui I(abid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendatrara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintatrkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tirgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persDraratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan rtilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris tertradap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan.
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4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel

Umum)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana aan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. lpket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedatr Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. \dg'niliki pengalaman dalan pel,ayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Mernililri kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemarnFuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berienjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : 0811 7382
444
Short Message Seryice (SMS) : O8L17382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pel,aksana Maksirnsl 5 (lima) orarg

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l. I"aporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala t{ilapslkan juga melalui website www.dpm-
otsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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. Rekornendasi lzin Pembangunan pelabuhan Danau;

ilo KOfPOTTETT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1- Peraturan pemerintah republik hedonesia Nomor 61 tahun
2 OO9TentangKepelabuhanan

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2O11
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (kmbaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O11 Nomor 3 Seri B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NP\IVP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Ijin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta. Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas

materai (bitra sewa)
8. Fotocopy NP\ilP
9. Fotocopy Bukti l.apor SPT Tahunan (2 tahun teralrtrir)
10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi yang

dikuasakan

3 Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjetrasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengftap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Ad'ninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng!<api, jika permohonan perlu
peninjauan lapangaa maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Ihbid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yangmemerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;
Tim Teknis meL,akukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta. menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandat€ngani oleh
Kepda DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.
13.
L4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribtrsi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel Umum)

7 Sanana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk

t57



Prasarana,
dan/atau fasilitas

a.
b.
c.
d.
e.

peLayanan perizinan terdiri dari :

loket-loket Pelayanan seperti :

a. Ioket Informasi;
b. lnket Pendaftaran;
c. laket Pengambilan.
Sistem aplikasiyang digunakan dalam pel,ayanan perizinan meliputi

Aplikasi Online Perizinan;
Apl;kasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

E Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimat sarjana terutana bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Mernitiki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman drlam pelayanan penanaruan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 +44
4. Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab,go.id

11 Jarninant
Pelayanan

Pel,ayanan'lilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah
pelaksana

Maksimal 5 (lirna) slant

13 Jamin6l
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibat}an
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisernpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan sefi F tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-walrtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website wvrw.dpm-
ptsrc.muaraeninkab. go.id.

3. Progres report penyele.aian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

158



o Rekomendasi lzin Pembangunan Pelabuhan;

ro KOUFOITEII I'RAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2 OO 9TentangKepelabuhanan

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Reribusi Perizinan Tertentu (Lembarart
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.0OO dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NP\IVP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Ijin Usaha Indusri
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik

diata.s materai (bila sewa)
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy Bulrti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
1O. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP

brp, yang dikuasakan

3 Sistem Mekarrisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front olfice
/ Pelayanan
Pemohon melengftapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Adminiskasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan djftstn$alikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melatui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izinyang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu rtilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan ha.<il pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lap.ng
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada
pengambilan.

pemohon melalui loket

1.

2.

4-

6.

7.

8.

9.

10.

11

t2.
13.
t4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

159



5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Beng[el

Umum)

? Sarana, Pramrana,
dan/atau fasilitas

@ PISP dalam metraksanakan identifikasi
produk pela5ranan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimaf sarjana terutana bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan ad:ninistrasi negara;

2. Memiliki pengetatruan peraturan tentang Penananran modal
dan perizinan

3. Merniliki pengala.man dalarn pel,ayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

z[. lytsrniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

to Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : 0811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.rnuaraenimkab.go.id

t.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jamitran Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak=i'nal 5 flima) orang

13 Ja-inan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlan pihak terkait antana lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaforkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3, Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Rekormendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk kepentingan Sendiri

ro KOHPOTETS T'RAIAT

1 Dasar Hukum L Peiaturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2 O O9TentangKepelabuhanan

2. Peraturan Pemerinta.tr (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap Perusahaan.
Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
Fotocopy Ijin Usaha Industri
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik
diatas materai (bila sewa)

8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy Buhi Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy IffP bagi

vanc dikuasakan

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjuteya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PISP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yaag memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalem BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretanis melalui staf sekretariat memberikan penomorErn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak serffikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi P, Kasi Pelayanan dan
selcretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSB

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.PengarsiFan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket censarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidah dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel
Umum)

161



7 Sarana, Prasarana"
dan/atau fasilitas

Sarana dan-rasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pel,ayanan sePerti :

a. Loket lnformasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimaf sarjana terutana bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dala- pelayanan penanaman modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemanpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara bedenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi l,angsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (litna) slan*

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizrrran dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas selrtoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
otsp.muaraenimkab.go.id.
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o Rekomendasi lzin Penggunaan Perairan pelabuhan

Ito KOIPIOITET URAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2 OO9TentangKepelabuhanan

2. Peraturan Pemerintah (PB Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2O11
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daeratr
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O11 Nomor 3 Seri B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.OOO dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy Ijin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas

materai pila sewa)
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
1 0. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi yang

dikuasakan

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front olfice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verilikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan iain tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teloris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap serdfikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensa:nbilan.

4 Jangka Waltu
Penyelesaian

3 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional Bengkel
Umum)
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7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Ircket Informa-*i;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.

melaksanakan identifikasi

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

meliputi

8 Kompetensi
Pelaksana

1.

2.

4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman daletn pelayanan penatraman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 08117382 4+4
Email :dpm-ptspmu2lasrim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jarnin411 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (titna) slan*

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perieinan dan non perizinan dilahsanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periziman dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tal.un,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website qrww.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. so.id.

website wurq/.dpm-
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. lzllr Usaha Tanaman Pangan

ro ITOIPiOTET I'NAIAT

1 Dasar Hukum L Peraturan Pemerintah (Pfl Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pel,ayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Lodonesia Nomor
29/PERMENTAN I PP.2LO I 7 I 2O 18 tentang Tata Cara Perizinan
Berusatra Selrtor Pertanian;

3. Peraturan Daeratr Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2Ol7 Tenrtarag Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikulttrra, dan Peternakan;

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,a5ranan Perizinan dan Nonperizinart Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Pemohon menyampaian permohonan Izin Usaha Tanaman
Pangan melalui OSS;

2. Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut :

a- Rekomendasi kesesLraian dengan Rencana Tata Ruang
Witayah, Rencana pstail Tata Ruang Kabupaten/kota dari
Bupati untuk lzin Usaha proses produksi tanaman pangan
yang diterbitkan Gubernur;

b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur
untuk Izin Usaha keterpaduan antara lrroses produksi
tanaman pangan dan penang.rnan pascapanen yang
diterbitkan Bupati/Walikota;

c. Izin lokasi dari Bupati/Wali kota yang dilenglapi dengan
peta calon lokasi dengan slffila 1 : 10O.000 (satu banding
seratus ribu) atau 1 : 5OO0O (satu banding tima puluh ribu);

d. Rencana ke4'a pembangunan unit usaha budi daya tanarrran
Pangan;

e. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daeratr lokasi unit
pengolatran;

f. Hasit fuialisis [arnFak l,ingkungan atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup;

g. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil
pertarxian;

h. Pernyataan keserliaan untuk mel.akukan kemitraan; dan
i. Rekomendasi keananan hayati produk rekayasa genetika

dari Komisi Kenmanan Hayati (KKH) apabila menggunakan
tanaman hasil rekavasa eenetika-

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offce /
Pel,ayanan
Pemohon formulir beserta perEraratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengfapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke lhsi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pel,ayanan perizinan dan non memvefifikasi
ulang kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Setranjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi pers5/aratan berkas
permohonan diftsmlalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
pedu peninjausn lepangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Iksi. PTP melalui Ihbid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara lrcnerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau trapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Ttrgas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyaapaikan hal-hd yang perlrr trilar<ukan oleh
pemohon termasuk kekrarangan persyaratan teknis serta
aenuangkan hasil pemeriksaan dalatm BAP;
Koordinator Tim Teknis mel,aporkan hasil tinjau l,apang dan
menyerahkan berkas permohonan yanc sudah lennkap ke

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

t2.
13.
14.

faUia PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan Penomor€m
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perieinan Usaha Tanatnan Pangan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan periitnan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. l,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizitnan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

l. lv[srniliki pengetahuan peraturan tentang pen€rnam€rn modal
dan perizinan

!,. Ids"niliki pengalaman dalorn pelayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 081L 7382 +44
4. Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninsn Pel,ayalan Pelayanan rlilaksanakal sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Penzinan Usaha Tanarnan Pangan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati [aik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o lzin Usaha Hortikultura

ro KOUFOTEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
29IPERMENTAN/PP.21017 l20l8 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44
Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Tanar.an Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

+. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara
Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Pemohon menyampaian permohonan Izin Usaha melalui
OSS;

2. Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut:
3. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
4. Keterangan Analisis Mengenai parnpak Lingkungan atau

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

5. Pernyataan akan melakukan kemitraan; danHak Guna
Usaha.

3 Sistem Mekanisme dart
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

/ Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyeratrkan ke Front ofice I Pelayanan;
3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke I(asi Pelayanan Perizinan;
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi

ulang kelenScapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilenglrapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan iitrryang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis msla.forkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Iksi AP, Kasi PeLayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyeratran SK

oensambilan.
kepada pemohoo melalui loket

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 haikalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Periainan Usaha Hortikultura
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7 Sarana, Prasatana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana prsp dalam meraksanakan-idEiffi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftararr;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administra-si negara;

!. l{smiliLi pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penana"han modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemat fuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemaapuan mengolah data secara elelrtronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0g1i 73g2
+44
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11

12

Jaminan Pelayanan Pelayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 655

Jumlah pelaksana Maksimat 5 (lima) orang

13

t4

Jaminan Keatnanan dan
Keselamatan Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan rritaks46t161
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Hortikultura yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara tain pinas pertanian,
Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

l. Laporan 
"r"fr"$*-pqk"r kepada Bupati baik secira berkata 

""til"pbuLan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukai
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilnor\an juga melalui website www.dpm_ptsp.muaraenimkab.qo.id.
3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan nonperizinan dilihrat pada - - website ***.a"__ptsp.muaraenimkab.so.id.

Evaluasi Kineq'a
Pelayanan
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. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

ro rouPlotrEr I'RAIAX

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Z+ fahun ZOfg tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
29IPERMEMAN/PP.2|O|7l2OLg tentang Tata. Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2O17 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang pend.elegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kipada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan 1. Pemohon menyamFaian permohonan Izin Usaha melalui
OSS;

2. Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut:
o lzinUsaha Perberrihan tanaman pangan atau tanda

daftar produsen dan/atau pengedar benih;
o Untuk uji adaptasi untuk pelepasan varietas (galur) :
o Informasi yang dipersyaratkan untuk

introduksi/importasi benih ke Indonesia (Information
Rqrired for Seed Introduction/ Importation to Indonesial ;o Informasi teknis untuk komoditas yang diekspor ke
Indonesia (Technical Information for Commpditg(s)
hop o s e d Exp ort ed t o Ittdonesia) ;o Varietas mempunyai keunggulan dan/atau keunikan
serta kegunaan spesifik;

o Jr.'nlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varieta.s;

o Rancangan uji adaptasi/multilokasi (proposal);
o Brrkti realisasi pemasukan benih sebelumnya;
o Hasil uji produksi benih F1 (Seed sef); dan
o Untuk benih produk rekayasa genetik harus mendapat

rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati prodluk
Rekayasa Genetik (KKHPRG).

Untuk pengadaan benih bina (Fl/BR) :
o Informasi yang dipersyaratkan untuk

introduk-si/importasi benih ke Ledonesia llnformationRquired for Seed Introduction/ Inryortation to indonesia) ;o Pernyataan varietas sudah dilepas;
o Pernyataan pemenuhan standar mutu benih bina;o Jenis dan jumlah benih yang dirnehsnkan terbatas

sesuai; dan
g_ Rukti realisas, pemasukan benih sebelurrnya;
Untuk pengadaan benh tetua/benih sumber-d.ari varietas
y_ang-sudah dilepas untuk r{iproduksi di dalarn negeri (parerfi
SeeQ:
o Informasi yang rtiFersyaratkan untuk

introduk-si/importasi benih ke kidonesia (Information
Required for Seed Introduction/Importation to
Indonesia);

o Benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau
$dak dapat rlifroduksi di Wilayah Negara Republik
Indonesia;

o Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan renc€ma
produksi benih untuk pemenuhan kebutihan benih
dalam negeri dan/atau elispor;

o Keputusanpelepasanvarietas; dan
9 Realisasi pemasukan benih sebelumnya;
Untuk produksi benih untuk tujuan ekspor {parent Seed) :o Information Rquired. for Seed IntroduAion/ Importation to

Indonesia;
o Technical Informatian for Commoditg(s) proposed Exported

to htdonesia;
o Rencc;na prodttksi benih Qua.s gang akan ditanam dan

perkbaan produksi);
o Jumlah benih gang dimohonkan sesuai dengan renearaa

produlesi;
o Rekomenda.si kcsesuaian tahan telcnis dai dinas daerah

kabupqten/k;oto';
o Pangataan benih tidak akan diedarkan di Indonesia;

dan

9_ Reatisa.si pemasulcqn benih sebelumnAa;
Untr:k rrii Renr TTniL aa--^-- c*^1:i rDr166\

4.
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keperluan perlindungan varietas tanaman :

o Information Rqubed. for ked. Introdttction/Importation to
Indonesia;

o Technical Informationfor Commodity(s) Proposed E4torted.
to htdonesia;

o Jenis flteuryn jundqh benih harus sestmi dengan
lcebutuhon pengujian; dart

o Realisasr pemasnkanbenihsebefumngq dan
7. Untuk uji Unik, Seragam, Stabil (USS) untuk keperluan

jaminan mutu dalam produksi benih :

o Informntion Reqtired for *ed Intro&tdion/ Importation to
Indonesia;

o Technical Informdionfor Commoditg(s) hoposed Exported.
to Indonesia;

o Jeris maupun jumlah benih harus sesuai dengan
kebutuhan pengujian; dan

o Reo&isasr'pemasiukan benih sebelumnya; dan
8. Untuk kebutuhan Sagi pemerhati tanarnan (Fl/BR) :

o Information Reqtired. for *ed Introduction/ Importotion to
Indonesia;

o Teclnical Informotionfor Commoditg(s) hoposed Exported
to hdonesiu,

o Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pemerhati tanarnan paling banyak
1.00 (seratus) b!ii, 10 (sepuluh) batang stek atau 10
(sepuluh) umbi untuk seti rp jenis dan/atau varietas;

o Benih Jrang rtirnaslkkan tidak boleh dal"rn bentuk
plantlet hlasil dari perbanyakan fissue culture;

o Rencana lokasi pertanaman; dan
o Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

9. Untuk bahan pa"neran, promosi dan/atau lomba:
o htformation Rqtired for &ed. Irttro&tdion/Importation to

Indonesia;
o Technical Informationfor Commoditg(s) proposed Dxported.

to Indonesia;
o Identitas calon peserta. pameran, promosi dan/atau

lomba;
o Undangan keikutsertaan dalatn parnerarq promosi

dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah
mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang
berwenang;

o Pernyataan ikut parneran dari penyelenggara perneran,
promosi dan/ atau lomba;

o Jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebututran
untuk prmeran, promosi dan/atau lomba;

o Pernyataan setelah selesai peTnerart, promosi dan/atau
lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara
Republik Indonesia atau dimusnatrkan, dengan
berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan

o Realisasi pemasukan benih sebelumnya;
10. Untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk

mendapatkan OIC atau BIC :

o Information Required for Seed Introdudion/Importation to
Indonesia;

o Technical Informationfor Commoditg(s) proposed Exptorted
to Indonesiq

o Jenis dan Jumlah berrih sesuai dengan pengujian yang
dimaksud

o Surat identitas benih yang diuji;
o Jenis sertifikat yang dirnsfu6nls11;
o Realisasi pemasukan benih sebelunrnya;
o Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah

pengujian selesai dirnssl6ful1311 sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas
karantina tumbuhan;

11. Untuk uji profisiensi atau validasi METODE untuk
peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai
dengan persyaratan baku :
o Information Rquired. for ked. httroduction/Importation to

Indonesiq
o Teclmical Information for Commoditg(s) proposed. Eryorted

to Indonesia;
o Keterangan noncommercialinuoice;
o Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang

rtirnaksud;
o Surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/validasi

metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari
si/validasi metode:
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12. Untuk validasi metode harus dilengkapi proposal;
o Realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan
o Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah

pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan di bawah pengaw'asan petugas
karatina tumbuhan

KOUITUEIT IZUT PETGELUARAIT BEITIH TAITAilAtr:

13. Pemohon menyampaian permohonan Izin Usaha melalui
OSS;
o Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut:
o Fotokopi izttl atau tanda daftar produsen dan/ata.u

pengedar benih;
o Untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian

Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seraga::f,,
Sta.bil (BUSS):

o Pernyataan kepemilikan varieta.s; dan
o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya;

14. Untuk keperluan ekspor :

o Keputusanpelepasanvarietas;
o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan
o Katerangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas

benih yang akan dikeluarkan /diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan
benih bina dari varietas publik);

15. Untuk uji profisiensi dan validasi metode :

o Keputusan pelepasan varietas;
o Realisasi pengeluaran benih sebelumnyeq dan
o Keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas

benih yang akan dikeluarkan/ diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan
benih dari varietas publik);

o Untuk pengujian mutu benih dalatn rangla Organization
for Ecorwmic Cooperation and. Deuelopment (oeed) Seed.
Sclrcme:

o Keputusan pelepasan varietas;
o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan
o Keterangan dari pemulia/instansi pernilik varietas atas

benih yang akan dikeluarkan/ diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan
benih dari varietas publik); dan

16. Untuk keperluan pamerarl, promosi dan/atau lomba :
o Keputusan pelepasan varietas;
o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan
o Keterangan dari pemulia/instansi pemitik varietas atas

benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida nerupakan
benih bina dari varietas publik).

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan pen3elasan-Ei trroiT
office / Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;
Kasi Pelayanan penzinan dan non penzinan
memvefifikasi ulang kelengkapan permohonan serta
pembuatan Nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh
Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
keleng[<a1ran belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengtapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. PTp melalui Ikbid pTSp;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuaj
dengan perundang-undangan untuk permohonan izin
terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas
untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi
Teknis untuk permohonan izin yang aemerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAp;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tiniau laoang

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lenglap ke Ihbid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
perromoran registrasi pada permohonan dan
dikembalikeur kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat
permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

pencambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 lrari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari:

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalatn pelayanan penzinarr
meliputi:
1. Aplikasi Online Perizinan;
2. Aplikasi Bedah Investasi;
3. Aplikasi Perizinan;
4. Aplikasi Pengarsipan;
5. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sar1'a:ra terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan adoinistrasi negara;

2. \dsmiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan pen€rnaman modal
dan pelayanan terpadu;

+. Memiliki kematnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : Og11 73g2
444
Short Message Seryice (SMS) : Oa11 7982 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jatnirlan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi Qgg

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarniaem Kearnqtt6l 6"r,
Keselarn atan Pelayanan

1. Pelayanan penzinan dan non periainan rtilaks6rrsL*, secara
akuntabel dan transparan;

2. Penzix:an Usaha Pemasukan dan pengeluaran Benih
Tanaman yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Lapora evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan j..ga melalui website www.dpm-
otsn. muaraenimkab. go. id.

3. Pro.gres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-otsp.muaraenimkab.so.id.
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. Iztle Usaha Peternakan

ro KOUPIOITE[t I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Persyaratan Pelayanan Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L977 tentang;Usaha
Peternakan;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor404 / kpts / )T.21 Ol 6 I
2OO2 tentEng Pedoman Perizinan danPendaftaran Usaha
Petemakan;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabuoaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Ikrtu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangbemrenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusatbadan
berada di luar wilayah daerah dan atau
sura\renunjukan/pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayah daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,

atau surat kerelaan dari pemilik taoah apabilatanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

lo.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik ps6.h.t

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cuku pmengenai kebenaran

doEumen persyaratan permohonan izin.
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di F,ront office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan periainan dan non perieinan memvefifikasi
ulang kelenglrapan pennohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lafangan maka Kasi Ap membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Iksi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teheis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan pers,yaratan teknis serta
menuangkan hasrl pemeriksaan dal^m BAp.

9. Koordinator Tim Tekrris rnelaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat m.elnberikErn penorrroran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohon an iitn;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambiLan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 }rari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket PeLayanan seperti :

a. Loket lnformasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a- Aplikasi Online Perizinary,
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

t Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanernan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalarnan da-lorn pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

+. Metniliki kemernpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. lylsmiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Seryice (SMS) : O8Lt 7Og2 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksamakan sesuai dengan Standar Operasiona,
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) slan*

13 Jaminan Kearnanan dan
Keselam ata:r Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bufan dan setiap tahun, maupun apabila rliperlukan
sewaktu-wakttr-

2. Secara berkala'dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so.id.
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o lzin Usaha Budidaya Peternakan

ro KOUPOIiEIT URAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20O9 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tefiang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7977 Tertartg Usaha
Peternakan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2Ol2 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2Ol3 Tentang
Budidaya Hewan Peliharaan;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor O4/kpts/ OT.2 lO I 6 I 2OO2
teIrtang Pedoman Perizinan Dan Penda-ftaran Usaha
Peternakan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PermentanlOT.L40
lLl2OlO Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting
Plant);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3l/Permentan I OT.I+O I 2
l2OL4 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam
Petelur Yang Baik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 /PetaentanlHK.LaO I a
I2OLS Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di
Bidang Pertanian Dal,t Rangka Penanaman Modal;

lO.Keputusan Menteri Pertanian Nomor
L3L2lKptslW.3$O/l2l 2OL4 Tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian lzin Usaha Di Bidang Pertanian Dalo-
Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanarnan Modal.

ll.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusatbadan
berada di luar wilayah daerah dan atau
suratpenunjukan/pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan biiada
diluar wilayah daerah;

7. .foto kopi bulrti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian keq'asama,

atau surat kerelaan dari pemilik tarrah apabilatanah yang
digunakan bukan rnilik psilrsfron;

l0.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanatr.
yang digunakan bukan milik psmetrsn

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
l2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin,

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofiicel
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi for:mulir beserta persDraratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan perrnohonan serta pernbuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengftapan belum memenuhi persvaratan berkas

175



permohonan dikembalikan untuk dileng[api, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Ihbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau trapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan ian yanrg memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu rtilakufta1 o1u1,
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teloris mel,aporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifi.kat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penveratran SK kepada pemohon melalui loket nensambilan.

4 Jangla Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk La5ranan Dokumen Periitnan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanarnan.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identjfikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informad;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikagi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
metputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanam€rn modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan mod.al
dan pelayanan terpadu;

+. Merniliki kemampuan mengoper€rsikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Metnili[i kemrmpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsulta.si l,angsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 73g2
++4
Short Message Service (SMS) : OBll7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenirn@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.Euaraenimka.b.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.
7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan rtilaksanakan sesuai denga' Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jurnlah pelaksana Maksimal 5 ftirna) orang

13 Jamiqan Keamanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizn;an yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antana lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
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terhitlainnya.

14 EYaluasi
Pefayaaaa

f. Iaporan esaluasi pclalssmaan tugas daa furryd die*rtpailrarr
kepada Bupeti baik sccara bcfksla sctiqp bulsn dan setia1l
tallrn, Eaupun apabila diperlukan eenralrtu-waktu;

2. Sccara berkala dilapmkan j"ga melalui rebsite wrw.don-
otso.muracnim&ab.m.id-

3. Piogres rqr6t lrcnyelesa&m pGqgqtuan trrcrizforan dan aon
pdzinm dilihat pada rreb*ite rptrw,dpn r:
ptso.muracuimkab.co.id.

177



o lzin Usaha Pembibitan Peternakan

ro KOUPOITEII I'NAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Persyaratan Pelayanan Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun t977 tentarrgUsaha
Peternakan;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor4o4 / kpts I )T.21 Ol 6 I
2OO2 tentang Pedoman Perizinan danPendaftaran Usaha
Petemakan;.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabuoaten Muara Enim.

2 Persyaratan [,ayanan 1.
2.
3.

4.
5.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;
foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;
foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;
.foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur brgr lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;
.foto kopi perjanjian sewa menyewa, peq'anjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik psm6hsn;

l0.foto kopi kartu tanda penduduk pernilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pg6shsn

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan f ata'u izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

7.
8.

9.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

l. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PISP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memeriatahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau laFang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tjnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat no,erm.berikart penoln<>ran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan iirn;

ll.Pemarafan rti.lakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandaangani oleh Kepala DPM-PTSP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangla Waktrl
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

? Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identjfikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. l,oket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yffrg digunakan dalam pelayanan perizinarr
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Irrvesta.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanelman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4+4
Short Message Sernice (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.ssm
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1

2
3

4
5
6

7

t1 Jaminsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan seca.ra
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

l. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Usaha Rumah Potong Hewan

ro KOIPIOITEIY I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1. Surat Keputusan Mentri Pertanian No.
555/kpts/TN.2+O 19 / 1986 tentang Syarat-syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan

2. Undang-undang No. 6 tahun L967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Keswan

3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahula 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

4. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1977 ten.tang Usaha
petemakan

5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner

6. SK Mentri Pertanian No. 558/kpts/O591611981 tentang Rumah
Potong Unggas

7. SK Mentri Pertanian No. OT.210/7O6/l<pts/911983 tentang
Rumah Potong Babi

8. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonpenzinar: Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi KarEu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepernilikan hak ata.s tanah;
8. foto kopi izin gubemur bag' lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau

surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik psmetrsn'

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan rnilik ps6sh6n

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta. persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PIP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyam.paikarr hal-hal yang perlu dilakukan oleh perrrohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta merruangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vanc sudah lenel<ao ke Kabid
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PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetah sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanarnan.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana tefllrrma bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanam€rn modal
dan perizinan

3. |dsrniliki pengalaman dalarn pel,ayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beg'enjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta,si : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraerrim@gmail.sq6
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

ll Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) orang

13 Jalninsn Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periirnorr yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait Lainnya.

L4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rlilaFslkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ntsp.muaraenimkab.so.id.
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. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan

ro KOTPOITEIT T,RAIJAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/PERMENTAN/OT. f 40/ I I 2OlO tentang Persyaratan Rumah
Potong Hewan Rurninansia dan Unit Penanganan Daging (Meat
Cutting Plant)

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Periznan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaraan Modal dan PelaSranan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi umha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau

surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik psrnetren;

lO.foto kopi kartu tanda penduduk pernilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan 6ilik pe1a6[en

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohoo melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Adm:einistrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yarrrg memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan pers5/aratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerallkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomota.n
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permotronan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket oensa.mbilan.
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4 Jangka Walfir
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Periainan Usaha Pemasukan dan pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

l,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana teruta:na bidang pemerintahan,
ekonortti, hukum dan adoinistrasi negara;

2. ffismiliki pengetahuan peraturan tentang pen.rnaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemrmpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memililri kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 Tgg2 +44
4. Short Message Service (SMS) : 081.17382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenirnkab.go.id

11 Jarninal Pelayalan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur darr Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lilna) slan*

13 Jarninan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan tranqraran;

2. Periitnar: yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pel,ayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disaml'aikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaiatr pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

183



o lzin Praktek Dokter Hewan

ro KOUFOltEIT URAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri pertaniarrE
O2/Permentan lOT.l4Ol 7 l2OlO tentang pedoman pelayanan
jasa medik veteriner

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pend.elegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Cam.at Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Karttr Tanda Penduduk pemohon;-
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat bad.an
berada di luar wilryah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangrnenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi peg'anjian sewa menyewa, perjanjian keg'asama, atau

surat kerelaan dafi pernilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

lO.foto kopi karnr tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik ps66hsn

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
L2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsatran dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengfuapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersa.ma Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau tapangan melalui
SuratTugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pernarafan filakukan oleh Kasi A.P, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensanbilan.
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4 Jangka Walfir
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintatran,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan periainan

3. Metniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

+. Mernitiki kemr"npuan mengoperasrkaa aplikasi layanan
perizinan elekronik; dan

5. Memiliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beg'enjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi l,angsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Wlratsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 +4+
4. Short Message Service (SMS) : OgLt 7382 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarniqan Pelayanan Pelayarr.an dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (1im2) spt*

13 Jarninsl Kertnanatt
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periinar: yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait l,ainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewakhr-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab. qo.id.
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o lzirr Praktek Paramedik Hewan

ro KOTPOITEII I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan I OT.L4O| I l2O1O Tentang Pedoman Pelayanan
Jasa Medik Veteriner;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bulrti kepemilikan hak ata"s tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian keq'asama, atau

surat kerel,aan dari pernilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

lo.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik psmshon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanime dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta perryaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengfapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan iein;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pensarsipan:
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l.4.Penverahan SK kepada oemohon melalui loket oensanrbilarr.
4 Jangka Waktu

Penyelesaian
7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/ata.u fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksrcmakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. ApUkasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarl'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono'ni, hukum dan administrasi negara;

2. llyls"niliki pengetahuan peraturan tentatag penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan pen€rnaman modal dan
pelayanan terpadu;

+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelrtronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data. secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Mdalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplika.si SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatninsn Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pel,aksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarninan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupurl apabila rtiferlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (pelayanan Kesehatan di Unit Usaha
Peternakan)

lYO KOUPOITEIT I'RAIAX

I Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 201,4 tentang peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 2o17
tentang otoritas veteriner

3, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
O2 lPerm'errtare/ OT.LflO I I 12O10 Tentang pedoman pelayanan
Jasa Medik Veteriner;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperjnnan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modat dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Iayanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi karnrtanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebrgai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar w.ilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepernilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usab.a yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa rlenyewa, perjanjian kerjasama, atau

surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

Lo.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pgrnstron

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
l2.foto kopi Izin Mendtikan Bangunan;
l.3..rekomendasi tekrris budidaya peternakan dari DP3; dan
14.surat perrLyataafl bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekaniscne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iirrr yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan ado.irristrasi dan lapangan,
menyanpaikan hal-hal yang perlu rritat<r.Lun oleh pemohon
termasuk kekurangan perslraratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan peoomor€u1
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak serffikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
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sekretaris terhadap serdfikat permohonan untut<
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oenoanabilan.

4 Jangka Wakhr
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasanana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan iaenUntaE
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Ioket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalr- pela5ranan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perieinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana l. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2, Mernililri pengetahuan peraturan tentang penan:inan modal
dan perizinan

3. Mevniliki pengalarnan dalam pelayanan pen€rnaruan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemarnpuan mengolah data. secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

444
+. Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 4+4
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarnin3l Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jatniqan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. l,aporan evaluasi peLaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.to.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzin Klinik Hewan

IIo IIOUPIOITETT I'RAI.Ail

I Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 2o17
tentang otoritas veteriner

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan /OT.AO I L 12010 Tentang Pedoman Pelayanan
Jasa Medik Veteriner;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonpeizinaa Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1.
2.
3.

4.
5.

7.
8.

9.

6.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;
foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
foto kopi akta pendirian badan beserta. akta. peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangbenrenang, apabila
pemohon berbentuk badan;
foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;
.foto kopi buhi kepemilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur bagr lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;
.foto kopi perjanjian sewa menyewa, peg'anjian keq'asama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik psmqhqn;

lO.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya petemakan dari DP3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisae dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan;

3. Font offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinao memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan iain terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalu.i staf sekretariat merrrberikan penomoran
registrasi pada permohoaan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan_ ian;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepatra DPM-PISP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket oencambilan.

4 Janglca Walfir
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Peraa,sukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalo- nslakslanakan idendfikad
produk pelayanan perizinan terdiri dari:

l.oket-loket Pel,ayanan seperti :

a. loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan
meliputi:

a. APlikas:i Online Perizina';
b. APlikasi Bedatr tnvestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. APlikasi PengarsiPan;
e. Aplikasi Q,15.

8 Koapetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukun dan administrasi negara;

2. Meailiki pengetahuan perattrran tentang penanrman modal
dan perizinan

3. t\{6mililci pengalaman dalern pelayanan trrcnEuuman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. lflsrnilil.i kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan lntemal Dilakukan lrecara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saranr,
dan Masukan

Melalui konsultasi l,angsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 73g2
444
Short Message Service (SMS) : OgLl7382 444
Email :dpm-ptspmuaraeni@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksaaakan sesuai denga, Sta,dar Operasional
Prosedur dan Aplika-qi 955

t2 Jutnlatr pelaksana Maksr-al 5 (lima; sratr*

13 Ja-inan Kea-aman
dan Kesel,amatan
Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksranakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatlcan pihak terkait
antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l. [aporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dlsampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rrilapeft4l juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website wurw.dpm-
ptsp. muaraenimkab.qo. id.
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o lzin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop, poultry shop, Grooing, Kennel
Caterry

ro KOUPOTElf I'RAI,AII

I Dasar Hukum l. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabuoaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi karhrtanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;
foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengang[atan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabil,a kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;
.foto kopi bukti kepernilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian keg'asama, atau
surat kerelaan dari pernilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

lo.foto kopi karfu tanda penduduk pernilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingfungan dan / atau izin lingkungan;
l2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
14.surat penlyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen Dersyaratan nermohonan izin.

1.
2.
3.

4.
5.

7.
8.

3 Sistem Mekanism.e dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveffikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilenglrapi, jika permohonan perlu
peninjauan Lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Ihbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau beadahara penerimaan sesuai dengan perundang-
unaangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
SuratTugas;

8. Tirn Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalatn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis pslaForkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oletr Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oenpambilan.

4 Jangka Waktu 7 hari kerja
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanarnan.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayaaan seperti :
a, Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€mamEul modal
dan periainan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. lllsmiliLi kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 4+4
4. Short Message Service (SMS) : Og1.1 73a2 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenio@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jam.inan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (Lma) orang

13 Jaminan Kea.manan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
ant€ra lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerl'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Usaha Obat Hewan

ro KOUFOTEt I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2OL4 tentaurrg peternakanE
Kesehatan Hewan Pasal 63;

2. Peraturan menteri pertanian nomor
18/permentanloLLaO/4/2oo9 tentang syarat dan tata cara
pemberian izin usatra obat hewan

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pinq Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar w.ilayah daerah dan atau surat
penunjukan / pengang)<atan sebrgd penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atausurat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang

digunakan bukan milik pemohon;
l0.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

yang digunakan bukan milik pemohon
1l.ifoto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
t2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
14.srrrat pernyataa' bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin,
ig Sistem Mekanisme dan

Prosedur
1. Pemohon mendapat formulir aan p@

Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofi.ce / pelayanan;
3. Font office memverilikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefiEkasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untu[
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriklsa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas p.r-ohorr.r,
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohinan perlu
p-eninjauan lapangan maka Kasi AF membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumser
Babel atau bendahara penerimaan sesuai d.engan perundang_
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi plp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau Lpang bersama Instansi rei:ris untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melarui
Surat Tugas;

8' Tim Teknis melakuka'pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh plmoihon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta meriuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.sekretaris melalui staf sekretariat mimberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

l1.Pemarafa..rila.kuka. oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dansekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
L3.Pengarsipan;
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l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari keg'a

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tatrr-an.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalem melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Penganbilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedatr Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplika$Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalarnan dalam pelayanan perranaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan Eengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. l\dgmitiki kemarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsuog) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotzk saran dan pengaduan;
3. Whatsapp La5ranan Pengaduan dan Konsultasi: 0g11 T3g2 444
4. Short Message Service (SMS) : Ogtl ZjS2 4+4
5. Email :dpm-ptspmuaraerrim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminqn Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan ApUkasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) 61"n*

13 Jaminan Kearnanan

dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksa'akan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perianan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas peternakan, d.an dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab.qo.id.
3. Progres teport penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm_
ptsp. muaraenimkab.so. id.
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. Iztn Usaha Pakan Ternak

ro XOUP'OITEtrT IIRAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/permentan lot.La0 la l2oo9tentangsyarat dan tata cara
pendaftaran pakan

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayauan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Ca:nat Di Kabuoaten Muara EniIn.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.

4.
5.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartr-rtanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;
foto kopi Nohor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangbernrenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayatr daerah;

7. .foto kopi buhi kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian keq'asama,

atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan rnilik psnstrqn'

lo.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin tingkungan;
L2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.
3 Sistem Mekanisne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front omce I
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;
Font offi.ce memverifikasi kelengkapan per.mohonan, jika
lengkap diteruskan ke Iksi Pelayanan perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengfuapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik.
permohonan perlu peninjauan laFangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Ihbid pTSp;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Telmis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalom BAP.
Koordinator Tim Te-knis melaporkan hasil iinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomorafl
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat perrnohonam r.rntuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

2.

3.

4.

6.

t.

8.

9.

10

11

12
13
l4
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4 Jangka Wat<tu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanarnan.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP <talarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. l,oket Pendaftaran;
c. Iaket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplika.qi GIS.

8 (6rnpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentaflg penanrrnan modal
dan perizinan

3. ly{s"niliki pengalaman dalqm pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. lvlsrniliki kemrrnfuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemernpuarr mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara bedenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi l,angsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

+44
4. Short Message Service (SMS) : Ogll7382 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ss6
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninal Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarni4an Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dil,aksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periztnan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait l,ainnya.

L4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisatnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tatrun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

t97



o lzin Usaha Peralatan Ternak

ro I(OUPOITEIT I'RAIAtr

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pertanian 29 l2OL8 tentang Tata Cara
Periainan Usaha Pertanian

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penana:nan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

7.

8.

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada
di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan
sebagai penanggung jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat
badan berada diluar wilayah daerah;
.foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur bagr lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa ruenyewa, perjanjian kerjasa:na, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang d.igunakan
bukan milik pemohon;

lO.foto kopi kartte tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah yang
digunakan bukan milik pgmshsn

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
l2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir aan pen@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. F'ont oflice memvelifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveflEkasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admrrinistrasi perizinan;

5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap -"m".iks. kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas p.r*olorra,
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
pgrynjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_und.angan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi pTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tir{au lapang bersama Instansi tetnis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapa,gan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh plmohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan ddam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke-Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalik2s kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatanga''i oleh
Kepala DPM-PTSP;

1 2. Kepala. DpMpTSp rnenandatangarri SK izin (pengesahan) ;
13. Pengarsipan;
l4.Penyeliahan SK kepada pemohon melalui loket pencambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaraa Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasar€ura PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana
1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekono'ni, hukum dan administrasi negara;
2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan

perizinan
3. Memiliki pengalaman dalr- pelayanan penan€rman modal dan

pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemamFuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan
5. Merniliki kemempuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382 +44
4. Short Message Seruice (SMS) : 08117382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamirran Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (tima) orang

13 Jamitant Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Penzinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertarrian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disempaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan periirnan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzin Pernasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak

ilo KOfpTOIIEtrI IIRATAIT

1 Dasar Hukum

2.

1. @ 41 Tahun 2014 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun

2Ol2 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

Kesejateraan Hewan;
Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun

2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Hewan;
Peraturan Pemerintah Repulik tndonesia Nomor 4 Tahun

2O16 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan

dalarn tertentu yang berasal dari Negara ata'u 7.ona dalam

Suatu Negara Asal Pemasukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

52 Tatrun 2O11 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten I Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2Ol2 Tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

51/Permentan I Ot.t+O 19 I 2OlL Tentang Rekomendasi

Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau
Bibit Ternak Ke Dalarn Dan Ke Luar Wil,ayah Negara

Republik Indonesia
Peiaturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

4-

5.

6.

7.

2 Persyaratan l,ayanan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

beilaku;
foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru

bahanbadan yang telah disahkan oleh pejabat

yangberwenang, apabila pemohon berbentuk badan;

foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjulan/pengangf,atan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada

diluar wilayah daerah;
7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

ta:eah kas desa;
9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,

atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang

digunakan bukan tnilik psmstrsn'
1O.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

yang digunakan bukan rnilik psrrefrsn
1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan perrjelasan di Front office /
Pel,ayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font offi.ce memverifikasi kelengftapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perjitnan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizitarr;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
keleng|<apan belum mernenutri PersJraratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jik.
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP

membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
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perundaog-undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan pehrgas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan perryaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perieinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanarnan.

7 Sarana, Prasararta,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi PengarsrFan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penana"n€rn modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan pen€aa"n€u1 modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan metrgoperasikErn aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan
Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si : 0811 7382
+44
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

11 Jamin611 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak*itral 5 (lirna; 63r11t

13 Jarniqan Keatnanan dan
Keselatn atan Pel,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Peridnala yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disa:m.paikan
kepada Bupati baik secara berkala sef W bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan iuca melalui website www.dom-
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ptstr.muaraerdmkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada webiite www.dpm-

202



' Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan

Ito KOUPiOITEIT URAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan menteri pertanian reffi
tahun 2019 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan
asal hewanke dan dari wilayah negara repuUtk indonesia

2' P-eraturan Bupati No. 4 Tahun 20r.9 Tentang pendelegasian
K_ewenangan Pelayanan perizinan dan Nonpe-rizinan K-epada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad.u batu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.

4.
5.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;
foto kopi Nomor Pokok Wqiib pajak (NpWp) wilayahDaerah;
foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;
foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan 

"t.. 
surat

penunjukan /pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan Ueiiaa-aluar wiayah
daerah;
.foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur bagr lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;
.foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila 

-tanah 
yang

digunakan bukan rnilik psrnsfren.
lO.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

yang digunakan bukan milik pemohon
11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
L3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Dp3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

6.

7.
8.

9.

la
I 

Si=tem Mekanisme dan

I Prosedur
i 1. Pemohon mendapa

I Pelayanan

| 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudia,,
I menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

| 3. Font oT:" Temverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya verifikator dan Kasi Ap *e.o".ili". kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas p".*oir.oru'
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama InstanJi reknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teloris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh plmohon
termasuk kekurangan persya.ratan teknis serta menuangkan
hasil pemerik5qsl dalam fl{P;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke-Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

- !K proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepa-da Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
selrretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket penearnbilan.

4 Jangka WaLttr 7 hari kerja
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perieinan usaha pemasukan dan pengeluou' s"rrih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasaraoa pTS

produk peLayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Ioket Informasi;
b. Loket Pendaftaran.
c. Loket Pengambilari.
Sistem 

. 
aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modar dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kg6atnpuan mengolah d.ata secara elektronik.
9

1()

Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

l(erak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : Og11 73g2
4++
Short Message Service (SMS) : OSLL Z3B2 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.

3.

+.

5.
6.

7.

11 Jarniqan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar operasioJ
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2

13

14

Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

Jarninem Keamanan
dal Keselarnatas
Pelayanan

l. Pelayanan perizinan da' non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas petemakan, dan dinas
terkait lainnya.

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1' Laporan evaluasi pelaksanaa' tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap b;lan dan setiap

_ tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. qo.id.
3. Progres report perryelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. lzin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

ro KOUPOITEIT URAIAI{

1 Dasar Hukum 1. P.r"tu... pemerintah republik indonesianomor 24 tahun
2Ol8tentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronikdengan rahmat tuhan yang maha e

2. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 13

tahun 2O19 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan

pakan asal hewanke dan dari wilayah negara republik
indonesia

3. Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu dan camat di kabupaten muara enim'

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi lGrtu Tanda Penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru

bahanbadan yaflg telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang, apabila pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada

diluar wilayah daerah;
7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,

atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang

digunakan bukan milik Psaqtrsn'
lo.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

yang digunakan bukan milik pemohon
1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
l2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen pers,lraratan permohonan iain.

3 Sistem Mekanisrne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / 
|

,. i:h:ffiflelengkapi formulir beserta persyaratan t.*,.ai.r, 
I

menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan; 
I

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohona:r, jikt 
l

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi 
I

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota 
I

untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi 
Iperizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP

membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retibusi di Bartk Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis

untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
8. Tilrr Tekrris m.elakr.kan pemeriksaan ad:ninistrasi dan

lapangan, menya.mpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau laFang dan
rnenyerahkan berkas permotronan yang srrdah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK pros€s tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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-;.d"tr""t p"da permohonan dan dikembalikan kepada Kasi

AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

72.Kepa7a DPMPISP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pe4gambilan:-

4 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Periztnan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanntna:t.

7 Satana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana darr prasaana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. toket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalatn pelayanan peizinarr
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanam€u1

modal dan perizinan
3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu;
+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeqjang (ata.san langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

4+4
Short Message Service (SMS) : OglL 7382 +44
Email :dpm-ptspmuaraerrim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1

2
3

4
5
6

7

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan ditaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarninuut Keemanan dan

Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
sec€rra akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak
terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan,
dan dinas terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-wakhr;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website

www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id'
3. Progres report penyelesaian peng4juan perizinan dan non

periziaan dilihat pada website www'dpm-
ptsp.muaraenimkab. go'id.
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, Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan

lro I xouporur I'RAIAIT

Dasar Hukum
pemturan pemerint"tr republik indonesianomor 24 tahun

2OlStentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronikdengan rahmat tuhan yang maha e

Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 13 tahun

2Ol9 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal

hewanke dan dari wilayah negara republik indonesia
Peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu dan camat di kabupaten muara errim.

2 Persyaratan

Layanan

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan
foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;
foto kopi Nomor Pokok Wqiib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akta. pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang 6hh disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentuk badan;
foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada

di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan
sebagai penarrggung jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat

badan berada diluar wilayah daerah;
.foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;
9. .foto kopi peq'anjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau

surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan
bukan milik pemotron;

1O.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah yang

digunakan bukan milik pemohon

1l.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
L2.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
l3..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan bin.

7.
8.

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan

dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengfuapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi

AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat

Tfrgas;
S. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan p€rsya.ratan teknis serta menuanglran hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Ihbid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK

proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomorarL

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
I ll.Perorr.fan dilakukan oletr Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

I terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala

I opvt-stsp;
I f Z.fepata DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

I 13.Pengarsrpan;
I 14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan 
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4 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

danlatau fasilitas

Sarana dan prasafana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk

pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b, Loket Pendaftaran;
c. l,oket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana

1.

2-

3.

4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan

periainan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan

pelayanan terpadu;
Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan periianart

elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan

Internal
Dilakukan secara berje4jang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Satan,

dan Masukan

1.

2.
3.
+.

5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382

Short Message Service (SMS) : O8L17382 44+

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Ja-itlan
Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non periziman dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, da:r dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan peizinart dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab. go.id'
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. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

ro XOUPOITEIT IIRAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

3.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201O Tentang Usaha

Budidaya Tanaman;
Peraturan Menteri Pertarrian Nomor 39/Permentan 10T.14016

l2OlO Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman

Pangan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan |HK,L4O 14

l2A15 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional

Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang
Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;

Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

kewenangan pel,ayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp' 6'OOO,-;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (IffP) bagi perorangan;

3. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkar;

4. Fotokopi NPWP;

5. Fotokopi SITU;

6. Pas Photo 3x4 sebanYak3lembar;

7 . Rekomendasi kesesuaiart dengan RTRW, untuk TDU-P;

8. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)' untuk IUTP-P;

9. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang

membidangi kehutanan;

10. notokopi Izin Gangguan (HO);

11. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian

dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi;

12. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 {lima) Ha;

13. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan

hasil pertanian bermaterai Rp. 6.OOO;

14. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6

(Enarn) bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6'000; dan

15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai Rp.

6.OOO;

16. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan
pada peraturan perundang - undangan bermaterai Rp' 6.O0O;

17. Fotokopi STTS PBB;

18. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas

BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

19. Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
keleng[<apan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan

dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu

peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlrrkan tinjau lapangan rnelalrri Surat

Tugas;
Tin Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh pemohon

termasut kekurangan persyaratan teknis serta merruangksn

3.

+.

5.

6.

7.

8.
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hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembatikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan ian;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatanga:ei oleh

Kepala DPM-PTSP;
L2.KepaJaDPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan'

4 Jangka Waku
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

@a PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan meliputi:

a. Aplikasi Online Peizkran;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana'

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang Penanam€rr modal dan
penzinan

3. Memiliki pengalarnan dalam pelayanan Penanaman modal dan

pelayanan terpadu;
4. Memiliki kema"nfuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan

elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan seca.ra berjenjang (atasan langsung) ;

1(l Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

L. Melalui konsultasi langsung;

2.Kotak saran dan pengaduan;
3.Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 444
4.Short Message Service {SMS) : OAIL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6.Aplikasi SMS Gate Away;

T.Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) 61*r*

13 Jaminan Keamanan

dan Keselarnatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Periziman yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

aretara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

Laporan evaluasi peLaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkata dilaporkan juga melalui website
ptsp.muaraerrimkab. go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan
website

www,dpm-

dan non
www.dpm-perjzinan dilihat pada

ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Pendaftaran lJsaha Budidaya Hortikultura

ro KOUPOtrEtrT IIRAI.AT

I Dasar Hukum i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O10 Tentang Hortikultura;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201O Tentang Usaha

Budidaya Tanaman;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7o/Permentan IPD'ZOO

16120l+ Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya

Hortikultura;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 lPetmefiarrlHK.l+Ol4

I2OLS Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional

i'rosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang

Pertanian Dalrm Rangka Penanaman Modal;

6. Peraturan bupati no' 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonpetiziman kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KIP) bagi perorang€m;

2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzirr
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang nrembidangi kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

lO.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;
ll.Dokumen AMDAL/ UI<L-UPLI SPPL, kecuali kurang dari 5

(lima) Ha;
l2.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.0O0;
l3.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.0O0;

l4.Fotokopi STTS PBB;

L5.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan

Bukti Lunas BPJS Kesehatanbagi Badan Usaha berbadan

hukum;
l6.Kesediaan menfasilitasi Tim

dibutuhkan).
ke lapangan (apabila

3 Sistem Mekanisrne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi keleng|<apan permohonan, jik"
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefilikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
keleng[apan belum memeauhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Ihsi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
8. Tirn Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh

pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuanglan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
oemarafan oada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
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Sekretaris;
l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan iiur;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.KepaJa DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pe4g94qb:ilqn'--

4 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Ta:raman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

ffiana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan penzinart

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizitan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1.

2.

3.

+.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan adrnirristrasi negara;

Mevniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan
Metniliki pengalaman dalam pelayanan penananan modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektrorrik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
Short Message Service (SMS) : OglL 7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

: 0811 7382 444

11 Jarnineut Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima1 et.rt*

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

a:rtara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas

terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupull apabila diperlukan sewaktu-walrhr;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengag'uan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.so.id.
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o Pendaftaran Varietas Tanaman;

1Io I KOUPTOIIEII T'RAIAIT

I Dasar Hukum t. Undang-undang republik indonesianomor 29 tahun 2OOO

tentangperlindungan varietas tanama
2. Peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonpertzinat kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tlOP) bagl peror€mgan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan ffRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang membidangi kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

11. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5

(tima) Ha;
12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.000;
13. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.O00;

14. FotokopiSTTS PBB;

15. Fotokopi terdaft.ar sebogd perusahaan pemberi kerja dan

Bukti Lunas BPJS Kesehatanbagi Badan Usaha berbadan

hukum;
16. Kesediaan menfasilitasi Tim

dibutuhkan).
ke lapangan (apabila

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front o{Iice /
Pelayanan
Pemohon melengftapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi Persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu perrinjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Ikbid PISP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta

menuangkan hasil pemeriksaan dala-m BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada

Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohon an izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat perrrrohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesallan);

Pengarsipan;
Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan-

4.

5.

6.

7.

10.

11

I 12.

I r..
I 14.

9.
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4 Jangka Waktr
Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanam.an.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

a.
b.
c.
d.

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan

meliputi:
Aplikasi Online P erizitan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

identifikasi

peflztnan

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimat sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang pellanarnan modal

dan perizinan
ll4srniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan

pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

4.

1.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
44+
Short Message Service (SMS) : 09117382 +44

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

0811 7382

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

11 Jamin2l Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jurrlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarninan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Perta:rian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait l,ainnya.

L4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila dipedukan sewaktu-walrtu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
periainan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. go.id.

website www.dpm-
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o Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

IIo XOIPOITEN I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. plraturan menteri pertanian nomor :

S1/permentanl ot.l4o I LO l2OO8 tentang syarat dan tatacara

penda.ftaran pangan segar asal tumbuhan

ieraturan bupati no. 4 tahun 2OL9 Elrtar:g pendelegasian

L.*"rrtttg.rr. pelayanan perizinan dan nonpenzinan kepada

kepala dinas penanr-an modal dan pelayanan terpadu satu

pintu dan carnat di kabupaten muara enim.

2.

2 Persyaratan Layanan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KIP) baSi perorangan;

Fotokopi Al,rte pendirian / perubahan perusahaan yang
1.

2.
disahkan;

3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan R-[RW/ Fotokopi lzirr
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. FotJliopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang membidangi kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

l.O.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

ll.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5
(lima)Ha;

l2.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.O00;
l3.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.O00;

l4.Fotokopi STTS PBB;

l5.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

l6.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front offrce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi keleng!<apan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi peri:zinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan

dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada

Kasi. PTP melalui Ibbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan tzin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dal,- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan iitn;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

L2,KepaIa DPMPISP menandatangani SK izin (pengesal.an);

l3.Pengarsipan;
l4.Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu 7 hari kerja
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tana.man.

7 Sa.rana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

S"r"na dan prasaraoa PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. loket Informasi;
b. Ioket Pendaftaran;
c. Loket Penganbilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
a- Aptikasi On1ine Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periitr:an;
d. AplikasiPengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal

dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.5.

2.

3.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Satan,

dan Masukan
2

3
4
5
6

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan .Pengaduan dan Konsultasi
Short Message Service {SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

: 0811 7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimat 5 (lima) or€ulg

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan diiaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Periilrran yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so -id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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r Pendaftaran Alat Mesin Pertanian

ro KOUPIOITEN IIRAIAIT

1 Dasar Hukum @tah nomor 81 tahun 2O01 tentang alat dan

mesin budidaya tanaman
2. peraturan menteri pertanian nomor 65 tahun 20O6 tentang

pedoman pengayffasan pengadaan, peredaran dan penggunaan

alat dan atau mesin Pertanian
3. peraturan menteri pertalaian nomor 5 tahun 2AO7 &n,tang syarat

&an tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin

budidaya tanaman
4. peraturan menteri pertanian nomor 25 tahun 2OO8 tentang

pedoman penumbuhan dan pengembangan usaha pelayanan jasa

atat dan mesin pertanian
5. peraturan pteJid.n nomor 15 tahun 2012 tentartg harga jual

i""r* d.an konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak

tertentu
6. peraturan menteri esdm no' 1 tahun 2O13 tentang pengendalian

penggunaan bahan bakar minYak
Z. peraturan menteri esdm no. 18 tahun 2013 tentang harga jual

.ceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen
pengguna tertentu

a. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

k"*"n"tgan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;
5. Fotokopi SIUPI TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanal. (IPPT) ;

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas
yang membidangi kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

l0.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;
ll.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima)

Ha;
l2.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.O00;
l3.Pernyataan kesediaan menangani darnpak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.

6.OOO;

l4.Fotokopi STTS PBB;
l5.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti

Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;
l6.Kesediaan menfasilita.si Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisrre

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ollice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font ollice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohona:e serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yangmemedukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menya:npaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

3.

4.

5.

7.

8.

9.
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€m

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak serffikat permohonan izin;
ll.Pemarafan rlilatrnrkan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat perrnohonan untuk ditandatangani oleh

Kepala DPM-PTSP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengq4bilan.

4 Jangka Wakttl

Penyelesaian

7 h:arikeqa

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Saran" darr prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perieinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
e. l,oket Pengambilan.
Sistem aplikasiyang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aptkasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi

Pelaksana

1.

2.

4.

5.

Pendidikan minimal sag'ana teruta&a bidang pemerintahan,

ekonorni, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang Pen ma"nan modal dan
perizioan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman' modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Layanan

perizinan elektrorrik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektrorrik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Satan,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 444
Short Message Service (SMS) : OAIL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
+.
5.
6.

1l Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non periz;rrarr dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinatrt yang berkuatitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala set:i f bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. go.id.

website www.dpm-
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. Perlindungan/Pendaftaran Varietas Tanarnan;

IIo KOUPOITEIT T,RAIAII

1 Dasar Hukum f. trnaang-undang republik Indonesia nomor 29 tahun 20OO

tentang perlindungan varietas tanarn an

2. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonpeizinaxr kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KIP) baSi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUP/ TDP;

Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan KIRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi iain pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang membidangr kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

l0.Rekomlndasi Dinas yang meabidangi Pertanian/ Tim teknis;

ll.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5

(lima)Ha;
l2.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.0O0;
l3.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.ooo;

l4.Fotokopi STTS PBB;

ls.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

l6.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan)'

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Ihsi Ad:nninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan

dikembalikan untuk dilengkapi, jik. permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registra.si pada perrm.ohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonart izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepa1a DPMPTSP menandatangani SK izirr ftrengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengqmbilan.

4 Jangka Walfir 15 harikerja
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

@ pTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. loket Penda.ftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perrzirran

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi PengarsiPan;
e. Aolikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana

2.

4.

1.

3.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekono-i, hukum dan administrasi negara;

Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik'

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 +44

Short Message Service {SMS) : O8t17382 44+

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
+.

5.

6.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanran

dan KeseLamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akunta.bel dan transparan;
2. Penzinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupurr apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraerrirnkab. go.id.

website www.dpm-
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o Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;

ro KOUPOITETT IIRAIAIT

I Dasar Hukum f. peraturan menteri pertanian republik
indonesianomor70 /permentan/kr' 10 O / L2 I 2O1-5tentang instalasi
karantina hewan

2. uu no 16 tahun 1992 tentartg karantina hewan, ikan dan

tumbuhan 2. pp no.82 tahun 2O00 tentang karantina hewan 3.

pp no. 48 tah.un 2OL2 tentang jenis dan tarif atas jenis

penerimaan nega.ra bukan pajak yang berlaku pada kementerian
pertanian. 4. keputusan kepala badan karantina pertanian

no : 8 53 / kpt s I lrJ:-.O2O / | I 5 I 20 L L tentang petunjuk teknis tindakan
karantinaterhadapl,alulintas sapi ( impor dan antar area)

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;

3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertarrian/ Tim teknis;

lo.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.0O0;
ll.Pirnyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.

6.000;
l2.Fotokopi STTS PBB;

l3.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

l4.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutu!!q{'

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

f. pemott"n mendapat formulir dan penjelasan di Front office / 
|

Pelayanan 
I

2. Pemthon melengtcapi formulir beserta persyaratan kemudian 
I

menyerahkan ke Front ofrce I Pel,ayanan; 
I

3. Foni oflice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap 
I

diteruskan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveliEkasi ulang 
I

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk 
I

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan; 
I

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembafi 
I

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila 
I

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan 
I

dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu 
I

peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi. 
I

PTP melalui Kabid PTSP; 
I

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel 
I

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan 
I

untuk permohonan izin terntentu; 
I

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk 
I

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk 
I

permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat 
I

t rgu.";

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan

hasil pemeriksaan dal:rn BAP;

9. Koord.inator Tim Teknis melaporkan ftasil finjaq lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah leng!<ap ke Kabid

PISF dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerah'kan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan Peflomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertitrkat permohonan untuk ditandatangarri oleh

Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohgn melalui loket peng bilan'
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4 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak rlikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasiy*r* digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elehronik; dan
Merniliki kemAmfuan mengolah data secara elelrtronik.

1.

2.

3.

+.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 081. 1

Short Message Service {SMS) : Ogtl7382 +++
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksa:rakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jurnlah pelaksana Maksimal 5 (litna) slan*

13 Jarninan Kearnaltan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo,id.
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7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP delam melaksanakan

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pel,ayanan seperti :

a. l,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Anlikasi GIS.

identifikasi

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan admirristrasi negarar;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Merniliki pengalaman dalam pelayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektrorrik.

1.

3.

4.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan 7382 444

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811

Short Message Service {SMS) : OSLL7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraeniu@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarnineur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamitran Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Perizinan Usaha Peduasan Industri yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalrtu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan jug- melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report perryelesaian pengajuan perizinan da:r non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. go.id.

www.dpm-
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I Pendaltaran Pupuk

1Io KOilPOITEtrT I'RAIAT

I Dasar Hukum 1.

2.

3.

Permentan No :36/PERMENTAN/SR/lOl2Ol7 tentang
Pendaftaran Pupuk An-Organik
Permentan No : 01 tahun 2O19 tentang Pendaftaran Pupuk
Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara errim.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KlP) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUP/ TDP;
Pas Photo 3x4 sebanyak 3lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teloris;
1O. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai

Rp.6.OOO;
ll.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.OOO;

12.Fotokopi STTS PBB;
13. Fotokopi terda.ftar sebagai perusahaan pemberi keq'a dan Bukti

Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;
14.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapansan (apabila dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non memvefifikasi ulang
kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng|<api, jik. permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memedukan tinjau lapangan melalui
SuratTugas;

8. Tim Tekrris melakukan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilalorkan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta metruangfuan

hasil pemeriksaan dalam BAP;
9. Koordinator Tim Teknis mel,aporkan hasil tinjau Lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang s-udah lenglap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat meoberikan penomorari

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk eetak sertifikat permohonan izin;
ll-Pemarafan dilakukaa oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan uatuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

t?.Kepela DPMPTSP menandatanegani SK iTirr ftrcregesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahara SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walftu
Penyele*ia

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikeaakan Retribusi

6 Produk l,ayanan Dokumen Perianrat Usaha Pelnasukan dan Peageluaran Benih
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Tana.man,

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penaneun€m modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemrmpuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

4.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
Short Message Service {SMS) : OSll7382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
+.
5.
6.

: O811 7382 4+4

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lim41 or*rU

13 Jaminan Keananan
dan Keselamatan

Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupulr apabila diperlukan sewakttr-wakttr;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan periziman dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. so.id.

website www.dpm-
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o Pendaltaran Pestisida

ilo KOUFOTEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. PerMenTan No. 24 Tahun 2O11 tentang Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Pestisida
2. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (lilP) bagi perorang€m;

2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;
5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidans / Tim tekrds;

lO.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp.6.OO0;

ll.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.

6.000;
12.Fotokopi STTS PBB;

l3.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

14. Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta Persyaratan kemudian
menyerahLan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
4. Kasi Pelayanan peizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang

kelengftapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi periztnan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan keleng$apan permohonan dan apabila

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu
peninjauan Lrapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Barrk Sumsel Babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yangmemerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke lfubid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
l l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh

Kepala DPM-PTSP;

12.Kepa7a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilq4.

4 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Ttil. Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinarr' Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.
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7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan idenffikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasiyang digunakan dala- pelayana:r perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah krvestasi;
c. Aplika.si Perizinan
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi

Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
periainan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanam€rn modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki ks6a"nfuart mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

4.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmai1. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 44+

11 Jaainan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pel,aksana Maksimal 5 (lirna) 6t.rr*

13 Jarninem Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dtilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatlan pihak terkait
arrtara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. Lo.id.

www.dpm-
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. Rekomendai Ekspor / Impor Beras Tertentu

IIo KOUPO[TElt I'RAIA]I

I Dasar Hukum 1.

2.

PerMenTan No. Sl/Permentan |HK.3LO I 4 I 2Ol+ Tentang
Rekomendasi Ekspor Dan Impor Beras Tertentu
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penannman modal dan pelayanan terpadu satu
ointu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (I(TP) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUP/ TDP;
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah [PPT) ;

Fotokopi Izin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.OO0;

Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.0O0;
Fotokopi STTS PBB;
Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan

Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan

L2.
13.

hukum;
L4. Kesediaan menfasilitasi Tim

dibutuhkanl.
ke lapangan (apabila

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan
Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front oltce I Pelayanan;
Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinarg
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifi.kasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi periainan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kaii AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada

Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris tertradap sertifikat permotronan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

s.

10

11

1.2

13

L4

4 Jangka Wakt!;

Penyelesaian

7 harike4a

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

dalam pelayanan perizinart

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana teruta.ma bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
p eriitnaa elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

+.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan l,angsung);

1() Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi la:rgsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811

44+
Short Message Service (SMS) : O8l7 7382 ++4

Email : dpm-ptspmuaraenim(@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraerrimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

11 Ja:minan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamineur Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Periirnana yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
arrtara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kineg'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala s€tiap bulan dan setiap

tahurr, maupun apabila diperlukan sewalrhr-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian pengqiuan pedzitnan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptEr.muaraenimkab.qo.id.

2.

3.

229



o Rekomendasi Impor Produk Holtikultura

ro NOUPiOITEIT T,RAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

PerMenTan No. 16/PERMENTAN/HR.O6O I S/2O|T Tentang
Rekomendasilmpor Produk Holtikultura
peraturan bupati no. 4 taleun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perifian dan nonperizinan kipada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.

3.
+.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Iffp) bagi perorangal4
Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan

12.
13.

yang
disahkan;
Fotokopi NPWP;
Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUP/ TDP;
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) ;
Fotokopi Izin Gangguan (HO);

Fotokopi lzin

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.00O;
Pernyataan kesediaan menangani darnpak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.0oo;
Fotokopi STTS PBB;
Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi keg'a dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatanbagi Badan Usaha berbadan
hukum;
Kesediaan menfasilitasi Tim
dibutuhkan).

ke lapangan (apabilaL4.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front omce 7
Pelayanan
Pemohon melengt<api formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik"
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perianary
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persya.ratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan l,apangan maka Kasi Ap membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan i t yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan artrninistr.asi dan
lapangan, menyarnpaikan hal-hal yang perlu rtilgkukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuang[<an hasil pemeriksaan dalarn BAP.
Koordinator Tim tiknis melaporkan hasil'tiniau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan.

1.

2.

3.

+.

7.

8.

9.

10.

11.

L2,

13.

L4.
4 Jangka Walrtu

Penyelesaian
7 barike4a

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinart

meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c,

d.
e.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan periziaan

3. ldsmiliLi pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Metniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kema"npuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp [,ayanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : O81L 7382 +4+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.se6
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksim6l 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelrayanan perizrw dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaks"tt""rr tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsrr.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perjzinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o Pendaftaran Usaha Peternakan

IIo KOUFOIIEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Permentanl9/Permentan / OI.L+Ol 4l2OO9 Tentang Syarat
Dan Tatacara Pendaftaran Pakan

2. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasiqn
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
etu pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

3.
+.

5.

6.
7.

8.
9.
10

11

12

13

74

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (ImB bagi perorangan;
2, Fotokopi Alrte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
Fotokopi NPWP;
Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUP/ TDP;
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian deagan RTRW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPD ;
Fotokopi Izin Gangguan (HO);
Rekomendasi Dinas yang membidarrrgr / Tim teknis;
Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.000;
Pernyataan kesediaan menangani dampak lingfuungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan
bermaterai Rp. 6.0OO;

Fotokopi STTS PBB;
Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi keq'a dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum;
Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila
dibutuhkan).

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1.

2.

4.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyeratrkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefif;ikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan I(asi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan ffismfoalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat surat kepada Kasi, PTP melalui Kabid pTSp;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan ianyang memedukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangian hasil pemeriksaan dalam BAp;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas per:mohonan yang sudah lengkap
ke Ikbid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regis'trasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafare dilakukala oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepal,a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyeratran SK
pengambilan.

kepada pem.ohon melalui loket

6.

7.

8.

9.

10.

11

L2.

13.
14.

4 Jangka Walrht
Penyelesaian

7 hari kerja
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. toket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
a. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
a- Aplikad Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan Peraturan tentang penanaman'

modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal

dan pelayanan terpadu;
+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan
5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elelctronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1() Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran darrpengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

++4
+. Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6, Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Ja.minan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 (lima) orang

13 Ja.minan Kertnanan dan

Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transParan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertacian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kine4'a

Pelayanan

1. Laporan evahrasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikaq kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diferlukan
sewalrhr-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so'id.

3. Progres report perryelesaian peng4juan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

a--
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o Pendaftaran Pakan Ternak

no KOUPOITEIT TTRAIAT

1 Dasar Hukum 1. Permentanl9/Permentan lOt.l+O I 4l2OO9 Tentang Syarat
Dan Tatacara Penda.ftaran Pakan
peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perianran dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (IffP) bagi perorangan;
2. Fotokopi Akte pendirian I perubahan perusahaan yang

disahkan;
3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokopi SITU;
5. Fotokopi SIUP/ TDP;
6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3lembar;
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomeadasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

bermaterai Rp. 6.O00;
11. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp.6.OO0;

L2. FotokopiSTTSPBB;
13. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi ke{a dan

Bukti Lunas BPJS Kesehatanbagi Badan Usaha berbadan
hukum;

l+. Kesediaan menfasilitasi Tim
dibutuhkan).

ke lapangan (apabila

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengfuap diteruskan ke Kasi Pelayanan Periill;tan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non prridnerrr memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratara berkas
permohonan dikembalikan untuk dileng!<api, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapans bersama Instansi Teknis
untuk permohonan idt yarg memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tirn Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan daa dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap serffikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

L4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 beikeqa

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
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Tanaman.

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan periznan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.

d.
e,

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonor.i, hukum dan administrasi negara;

Merniliki pengetahuan peraturan tentang pen€maman modal

dan perizinan
Memiliki pengala:nan dalam pela5ranan penanarrran modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

4.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanirn Pengaduan dan Konsultasi
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

oStt 7382

11 Jamineut Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan ApUkasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lilna) sla11*

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan periainan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Perieinan yang berlmalitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan

Ito IIOUPOIIEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

Permentan No 34 Tahun 2016 Tentang Pemasukan karkas,
daging, jeroan, dan/atau ol,ahannya ke dalar" wilayah negara
republik indonesia
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penana-an modal dan pelayanan terpadu satu
ointu dan camat di kaburraten muara enim.

2 Persyaratan Layanan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (ICTP) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;
Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;
Fotokopi SIUPI TDP;
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

bermaterai Rp. 6.0O0;
11. Pernyataan kesediaan menangani dampak linglungan dan

kepatuhan pada peraturan penrndang-undangan bermaterai
Rp.6.OO0;

L2. Fotokopi STTS PBB;
13. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan

Bukti Lunas BPJS Kesehatanbagi Badan Usaha berbadan
hukum;

14. Kesediaan menfasilitasi Tim
dibutuhkan).

ke lapangan (apabila

1.

2.

3.
+.
5.
6.
7.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Ihsi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau Lparrg bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaik€m hal-hal yang perlu dilakukan oleh
p"*ohot termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

Pengarsipan;
Penweral. m SI{ ker:ada pemo}ron melalui loket r:engmbilan.

1.

8.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

t2.
13.
14_

4 Jang!<a Walshr

Penyelesaian

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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5 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanatnan,

7 Sarana, Prasarana"

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

dalam pelayanan perizinan

identifikasi

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanafiran modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

4.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

444
Short Message Service (SMS) : O&LL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.

+.
5.
6.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan se$rai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) or€urg

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pel,ayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Periirnan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnlaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.qo.id.

Progres report perryelesaian pengajuan periainan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

website www.dpm-
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o Izin Usaha Budidaya lkan

lYO XOUPOITEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun ,O1g tertang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor pER.
72 / MEN I 2OO7 tentangPerizinan Usaha pembudidayaan Ikan.
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2017 Tefianrg Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kipada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enj;.

2 Persyaratan Layanan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjetasan ai Froqt ofn"" /
Pelayanan

2. PBARU:
3. Mengisi formulir permohouan yang ditanda tangani oleh

pemohon disertai materai Rp. 600O.- dan di cap.
+. Rekomendasi Dinas Perikanan.
5. Fotocopy NP\ /P dan KTP pemohon.
6. Surat keterangan dari desa/lurah yang diketahui camat.
7. Fotocopy Alrte Pendirian Perusahaan.
8. Fotocopy TDUP (Tanda Daftar Usaha perikanan ) oleh Dinas

Perikanan.
9. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.
10. Pas Foto bervyarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (trga) lembar

berlatar belakang merah.
L 1. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
12. Surat kuasa bermaterai Rp. 6OOO,- dan Fotocopy KTp bagi yang

dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

2. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

3. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perieinan;

4. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;

5. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perund.ang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

6. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintatrkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersarna Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

7. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;

8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

9. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

1O. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSp;

11. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
1,2. Pengarsipan;
13. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.
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4 Jangka Waku
Penyelesaian

7 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Budidaya Ikan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dala- melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perieinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah lnvestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 l(ernpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi n"**"t
Memiliki pengetahuan peraturan terrta:ng penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi trayanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kema:crpuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungh

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
4++
Short Message Service (SMS) : 08117382 4++
Email :dpm-ptsgrmuaraenim@gmail. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1..

2.
3.

4.
5.
6.

7.

oalt 7382

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jatninan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Periziaan Usaha Budidaya Ikan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan periinanr dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerdmkab. go.id.
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o lzin Usaha Pembenihan Ikan

tto KOUPO1YEIT T'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2-

3.

4-

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Kel,autan dan Perikanan Nomor PER.

L2 |MEN|2OO7 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun

2Ol7 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonpetrz,ir::arr Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1.

c

3.
4.
5.
6.

Mengisi formulir permohonarl yang ditanda tangani oleh pemohon

disertai materai Rp 6000.- dan di cap.

Rekomendasi Dinas Perikanan.
Fotocopy NPWP dan KTPpemohon.
Surat Keterangan dari desa/lurah diketahrri camat.

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.
Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak3 (tiga) lembar berlatar

belakang merah.
7. Fotocopy TDUP (Tanda Daftar Usaha Perikanan) oleh Dinas

Perikanan.
8. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.

9. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini.
l0.SuratKuasa bermaterai Rp. 6O00,- dan Fotocopy KTP bagi yang di

kuasakan.

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat
Pelayanan;

formulir dan penjelasan di Front office /

2. Pemohon melengkapi formulir beserta

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
persDraratan kemudian

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap 
I

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan penzirran dan non penzinaa memvefifikasi ulang 
I

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk 
I

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admrrinistrasi perizinan:' 
I

5. Selanjukrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembati 
I

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila 
I

kelengkapan belum memerruhi persyaratan berkas permohonan 
I

dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu 
I

peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada lhsi. 
I

PTP melalui Kabid PTSP; 
I

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel 
I

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan 
I

untuk pennohonan izin terntentu; 
I

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis unhrk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat

Tugas;
8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan

hasil pemeriksaan dalatn BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan merryerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh

Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui lok t P.tl8s,qE!!"or--

4 Jangka Waf<hr

Penyelesaian

7 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usatra Pembenihan Ikan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Suruna aan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sePerti i 

-

1.

2.
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a. l,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
d. Aplikasi Online Perizinan;
e. Aplikasi Bedah Investasi;
f. Aplikasi Perizinan;
g. AplikasiPengarsipan;
h. Arrlikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana

L. Pendidikan minimal mrjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan admirristrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. LtsrniliLi pengala-man dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

+. Memiliki fusrnainpuatr mengoperasikao aplikasi layanan
perizinan elektronik; darr

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dil,akukan secara berjenjang {atasan langsung);

1(, Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l-ayanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7382 4+4

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Kearnanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periitnan Usaha Pemberrihan Ikan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupull apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinau;r dan non
peridtnan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.qo.id.
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. lzrn Usaha Industri

ilo xouPorEtI IIRAIAII

1 Dasar Hukum 1.

2.

o.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perindustian Nomor 15 Tahun 2019

tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan

dalam Kerang[<a Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

2.
3.
4.

5.
6.
7-

Peraohoaan Batr
1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6000.- dan di

cap.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Fotocopy NPI /P.

Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah
dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.
Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.

Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).
Perrryataan Domisili Perusatraan diketahui kepala
kelurahan/Desa-

8. Surat kuasa diatas materai Rp 6OOO,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikua,*kan.
9. Asli dan Fotocopy Pernyataan

Linglungan (Ilg4lrru dsrt S"PL).
lo.Fotocopy Izin l,okasi.
Ll.lzir: Prinsip Penanaman Modal.

Permohoaaa Penrbahaa

Sanggup Mengelol,a lzrrr

1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6OO0.- dan di
caP.

2. Sertifikat IUI Asli.
3. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).
4. Surat kuasa diatas materai Rp 60OO,- dan Fotocopy IilP bagi

Yang diku'sakan-
5. Data Pendukung Perubahan { disesuaikarr dengan perubahan ).

Perqohonaa IIII htlang
1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6OOO'- dan di

cap.
2. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).
3. Surat kuasa diatas materai Rp 6O0O,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian'

5. Fotocopy IUI lama fiika ada).

6. Fotocopy lzinlzin lokasi.

Peroohonaa IIII nuak
1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6O0O.- dan di

cap.
2. Sertifikat IUI Asli yang rusak
3. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).
4. Surat kuasa diatas materai Rp 60O0,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.
5. Fotocopv Izin Lokasi.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat
Pelayaaarr;

formulir dan penjelasan di Front office /

Pemohon melenglapi formulir beserta.

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
persyaratari kemudian

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lenglap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan rrernvefifikasi ulang
kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admrrinistrasi perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apab{q

2.

4.

5.
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kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Ikbid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohoaan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerirrtahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
terma.suk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Tekn:is melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyeratrkan berkas permohonan yang sudah lengftap ke Kabid
PTSP dan FO unttrk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat meaberikan penomor€rn

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll,Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepda DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Industri (IUI)

7 Satana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pela5ranan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Ooline Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perjzinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pel,ayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memilki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengadua:r, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
+.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : Oall7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenirmkab.go.id

7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 tlina) orang

13 Jarnitean Keamana.
dan Kesel,amatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan aon dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Per:ztnan Usaha Industri (IUD yang berkualitas karena
melibat-kan oihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
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Peternakan, dan dinas tegkait lainnya.

L4 Evaluasi
Pelayanan

1. I^aporan evaluasi pelaksanaan tugas .{an furgsi disrrnFaikan
kepada Bupati baik scara berlrala stiap bulan dan setiap
tahun, Eraupurr apabila dipalukan seuraktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan jrrga metralui website wwv.dun-
otso.auaraerrimkab.so.id.

3. Progres report lrcnyelesaian pengqiuail dan non
perizinan ditihat pada websito wrw.dom-
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o lzin Perluasan Industri

ro KOilPIOIIEilI URAIAT

1 Dasar Hukum 1.

3.

Peraturan Pemerintah 1er1 nomor@
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2}'lg
tentang Penerbitan Izin usaha Industri dan lzin perluasan
dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang pendelegasian
K-ewenangen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 6pada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Catnat Di Kabupaten Muara Enim.
2 Persyaratan Layanan Mengisi Formulir Permohonan dit@

cap.
Rekomendasi tim Kabupaten.
Berita. acara tim kabupaten.
Fotocopy Kartu Tanda Peaduduk (KTp) dan NpWp pemohon.
Pas Foto Pemohon ukuran 4 x 6 (3 Lembar).

4:U 9* Fotocopy Akte Pendirian perusahaan yang sudah
dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.
Fotocopy hasil lingkungan.
Fotocopy Tanda Lunas PBB Tatrun ini.
Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah.

Surat persetujuan prinsip.

, Fotocopy izin lokasi bagi indusbi yang tercantum surat
kementrian keputusan kementrian perindustrian,

Fotocopy IMB.
Surat kuasa diatas materai Rp. 6000,- dan fotocopy

KTP bagi yans dikuasakan.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

la Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan@
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formurir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik*
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelaya'an perizinan dan non perizinan memvefifikasi ula,g
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Iksi Admninistrasi perizinan;

5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap m"m"rikr" kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persSraratan berkas p"r-oiro.ru'
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn B6P.

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang d.an
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kekabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomorErn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-pTSp;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsifan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Perluasan Industri

7 Sarana, Prasarana,
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dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinau terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. LoketPengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalorn
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AptikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

pelayanan perizinan

8 Kompetensi Pelaksana

4.

2.

3.

1. Pendidikan minimat sarl'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanernan modal
dan periainan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
lvtsrniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9

10

Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: Ogll Z3gZ 444
Short Message Service (SMS) : Oglt T3B2 44+
Email :dpm-ptspouaraeaim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jprninal Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lim6) qlant

13 Jarninan Kearnagan
dan Keselarnatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perieinan dilaksanakan *.*
akuntabel dan transparan;

2- Penzinan usaha Perluasan Industri yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara tain Dinas pertanian, Dinas
Peternakan, dan diaas terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tuqas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap Uutan dan setraF
talrun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu ;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_
ptsp,tnuaraenimkab.go.id.
Progres report perryelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm_
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzrn Usaha Kawasan Industri

ilo XOIPOTEil UNAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (pp) Nomor 24@
Pelayanan Perizinan Berusatra Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3glM-
IND/PER/6 12016 tentartg Tata Cara pemberian Izin Usaha
Kawasan Industri dan Perluasan Kawasan Industri;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2ol9 Tentang pendelegasia'
Kewenangan Pelayanan Perizinan darr Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.
2 Persyaratan Layanan .) Baru:

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OO0.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NPIilP pemohon;
3. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. ldnPrinsip;
5. Fotocopy Izin Lokasi;
6. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O0O dan Fotocopy KTp bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

l. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta. persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuafan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjuhya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
611"6$alikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
perrir{auan l,apangan mrka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran reEibusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintatrkan petugas untuk
melalrukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau Lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan ha.sil tinjau Lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap serlifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepda DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengar=iFan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbilan.

4 Jangka Walfii
Penyelesaian

5 hari kalender

s Biaya / Tarif Tidah dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Kawasan Industri

7 Sarana, Prasarana,
dan/atatr fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Penqambilan.

247



Sirl:- 
. 
aplikasi ,urt

meliputi:
a. Aplikasi Online perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Apfikasi Perizinag;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan saq'aua terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan teitang penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalatn pel,ayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemam-puan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektonik; dan

$. l\dsmiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal llilakukan secara berjenjang (atasar:, langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
+.
5.
6.

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp [,ayanan Pengaduan dan Konsultasi: Og11 73g2 44+
Short Message Seryice (SMS) : Ogll Z3gZ +44
Email :dpm-ptslrmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamirran Pelayanan Pelayanan dilaksanaka' sesuai dengan standar operasionar
Prosedur dan Aplikasi OSS

M.k.i-"l5 (U*

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Pefizin.*r usaha Kawasan Industri yang berkuaritas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

t2 Jumlah pelaksana

I3

14

Jaminan Keamanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

3. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kcpada Bupati baik secara berkala setiap b;lan dan setiap

. tahun, maupun apabiLa diperlukan sewaktu-waktu;
4. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_

ptso.muaraenimkab.so.id.
5. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm_
ptsp.muaraenimkab. qo.id.
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o lzinPerluasan

ro KOUPOlTElT I'RAIAT

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2OLg
tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin perluasan
dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperiirt:rart Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan Mengisi Formulir Permohonan diatas materai np. OOOO aan ai
cap.
Rekomendasi tim Kabupaten.
Berita acara tim kabupaten.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NpWp pemohon.
Pas Foto Pemohon ukuran 4 x 6 (3 Lembar).
Asli dan Fotocopy Akte Pendirian perusahaan yang sudah
dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.

7. Fotocopy h"sil lingkungan.
8. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.
9. Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah.
10. Surat persetujuan prinsip.
11. Fotocopy izin lokasi [ngi industri yang tercantum surat

kementrian keputusan kementrian perindustrian.
12. Fotocopy IMB.
13. Surat kuasa diatas materai Rp. 6O0O,- dan fotocopy KTp

ba.cp yang dikuasakan,

1.

2.
3.
4.
5.
6.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahlan ke Front ofice / Pel,ayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifi.kasi ulang
kelenglapan permohonan srta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara perrerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan meayerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikal penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan tzin1'

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
L3. Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakaa Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Perluasan Industri
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o Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

ro KOUgOTET I'RAIAT

1 Dasar Hukum

2.

3.

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik krdonesia Nomor 77
Tahun 2OL8 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonandiatas materai Rp. 6000 dan di
cap.

2. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan.
3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan Barmaterai.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
5. Fotocopy NPWP.

6. Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah
dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.

7. Fotocopy IMB, SIUP, TDP dan IUPP.
8. Surat Keterangan Dari Lurah dan Camat.
9. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.
lO.Surat kuasa diata.s materai Rp. 6O0O,- dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offrce /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofi.ce / Pelayanan;

3. Font ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
leng!<ap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefilikasi ulang
keleng!<apan permohonan serta. pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau l.p.ttg bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
SuratTugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu ddakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala* BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

L2.KepaJa DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
14.Penverahan SK keoada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walrhr

Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin UsahaToko Swalayan (IUTS)

7 Sarana, Prasarama,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalrm
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a-. l,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;

melaksanakan identifikasi
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c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalom pelayanan perizinan
meliputi:
a. Apl;kasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi Ql$.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sa.qiana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

!. Idsmiliki pengetahuan peraturan tentang penanernan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanarnall modal dan
pelayanan terpadu;

4. Mem;'liki ftspampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Metniliki keme"npuan merrgolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsuag;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp I"ayanan Pengaduan dan Konsultasi: O811
Short Message Service (SMS) : Oall7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7382 444

11 Jarninsl Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah peLaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamineur Kearnanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setieip
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilalr61ftff1 juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab.so.id.

website www.dpm-
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o lzin Usaha Toko Swalayan

ro xouPorEIs I'NAIAT

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2Ol8 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik lndonesia Nomor 77
Tahun 2Ol8 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperiztran Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonandiatas materai Rp. 6O0O dan
di Cap.

2. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan.
3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangun€m Barmaterai.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
5. Fotocopy I{PWP.
6. Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah

dileealisasi oleh Pejabat berwenang.
7. Fotocopy IMB, SIUP, TDP dan IUPP.
8. Surat Keterangan Dari Lurah dan Carnat.
9. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.
lo.Surat kuasa diatas materai Rp. 6OOO,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan r{iksmfoalikan kepada Kasi AP
urrtuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

3 hari kalender

D Biaya / Tarit Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin UsahaToko Swalayan (IUTS)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atane fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a.. Loket Informasi;
b. l,oket Pendaftaran:

252



c. Loket Pengambilan
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikas; Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Peagarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendirlikan minimal m4'ana teruta*a bidang pemerintahfi
ekonomi, huku4 dan arlmilis6asi negara;

2' Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan pen€uleman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinarr elekhonik; dan

5. Memiliki fts6arnpuarr mengolah data secara elektronik.

9 Pengawa"san Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
+.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduau dan Konsultasi: Og11
Short Message Service {SMS) : OS1-t 7982 4+4
Email : dpm-ptspmuaraenim@gmail. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jatninan Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan stand.ar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal5 (lima) orang

13 Jarnirlan Keatnanal
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan da' non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan usaha Toko swalayan (IUTS) yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melatui website wwwdpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab. go.id.
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c lzin Usaha Fusat Perbelanjaan (IUpp)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah pry Nom@
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Ledonesia Nomor
56/M-DAG/PER/9 / 2OL4 tentarrg perubahan Atas peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAGI pER / L2 I 2Ol 3 tentang
Pedoman Penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusai
Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian

fewenangan Pelayanan perizinan dan Nonperiznan K-epada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu batu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

z Persyaratan Layanan 1.

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

Mengisi Formulir Permohonarr
cap.
Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTp) dan NpWp pemohon.
Fotocopy Tanda lunas PBB Tahun ini.
Fotocopy akte pendirian perusahaan yang dilegalisasi.
Fotocopy bulrti kepemilikan tanah.
Surat Kuasa bermaterai Rp. 6O0O,- dan Fotocopy KTp Bagi yang
Dikuasakan.
Su_rat dari atasan langsung bag' pemohon pNS/TNI/POLRI.
Rekomendasi Dinas Perdagangan.
Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1". Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offic.e
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulh beserta persyaratan
menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

kemudian

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengfap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perieinan dan non perizinan memvelifiikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan keleng[apan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid P[SP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundarrg-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teloris untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonaa yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembatikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertilikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket penearnbilan.

4 Jangka Wakht
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tartf Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (SIUPP)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket pelayanan

seperti: Loket krformasi;

a. Loket Penda-flaran;
b. Loket Pengambilan.
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Sistem aplikasi yang digunakan
meliputi:

a- Aptkasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periitrraa1'
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

ddarn pelayanan perizinan

8 Kompetensi

Pelaksana
1. Pendidikan minimal mrjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negarq
2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanam€ua modal

dan perizinan
3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan pen€utam€m modal dan

pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemalrpuan mengoperasikan aplikasi layanan

periainan elektronik; dan
5. Merniliki kema:npuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeqjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : Og1 1 T3S2 444
Short Message Sernice (SMS) : OBLL Z\BZ 444
Email :dpm-ptslrmuaraenim@mail.6s6
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jarnirean Pelayanan PeLayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi Qgg

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (li6a) orang

13 Jerninan Kea:nanan

dan Kesel,amatan

Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non periziraan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;
Perizinan Usaha Pusat Perbelanjaan {SIUPS yang berkualitas
karena melibatkan pihak terkait antara lain Dinas pertanian,
Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kineda
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tusas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupull apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

website www.dpm-
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o Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

IIo I(OUFOITEIt T'R.AIAT

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O1g tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 4Z
Tahun 2O18 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20 I M-DAG I pDR 

I 4 I 2Ol4 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian

!{,ewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperiztnan Kipada
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn.
2 Persyaratan Layanan BARU: 

-

!. llengrsi formulir permohonan bermaterai Rp. 600O,- dan di Cap.
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaandan pengesahan badan

hukum dari pejabat yang berwenang dan aktaperubahannya
fiika ada),bagi pemilik gudaag badan usaha berbentuk
Perseroan Terbatas (PT).

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon.
4. Fotocopy Paspor Dan Kartu lzin Tinggal Sementara (KITAS) bagi

penanggungiawab WNA.
5. Melarnpirkan Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dan ldn

Penanaman Modal Asing Bagi Perusahaan dengan Modal
Asing/Luar Negeri.

6. Fotocopy izin keranaranyang diterbitkan oleh kepolisian.
7. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar

berlatar belakang merah.
8. Fotocopy IMB Yang Menyatakan Bangunan Berupa Gudang.
9. Fotocopy SIUP dan TDP.
10. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
11. SuratPenunjukkandari Distributor atau Sub Distributor

sebagaipengecerataupenjuallangsung.
12. RekomendasiDariDinasPerdagangan.
13. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP Pariwisata (Bar,Diskotik dll)

jika penjual langsung.
L4. Surat kuasa bermaterai Rp. 60OO,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

DAFTAR ULANG:

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 60O0,- dan Cap;
2. Asli Sertifikat Surat Izin Usal:a PerdaganganMinumanBeralkohol

(SIUP-MB)I,ama;
3. Neraca Perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik;
4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar

berlatar belakang merah;
5. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;
6. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
7. Fotocopy Paspor Dan Kartu Izin Tinggalsementara (KITAS) bagi

penanggungjawab WNA;
8. SuratPenunjukkandari Distributor atau Sub Distributor

seb agaip engecerataupenjuallangsung;
9. FotocopyNomorPokokPengusahaBarangKenaCukai (NPPBCK)

fagifrerusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
10. Surat kuasa bermaterai Rp. 60O0,- dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyeratrkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periainan memve{ifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutoya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohoaan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikernlralikan untuk dilengkapi, jika permotronan perhr
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara nenerimaan sesuai densan oerlndang-
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. undangan untuk pernohonan irin ternten-
7. Kabid PTSP dan l(asi pTp memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tir{au lapang bersama Lestansi rekrris untuk
permohonan izn yarrg memedukan tinjau lapangan melalui
Surat T\rgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh plmoihon
termasuk kek,rangan persuraratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAp;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonam yang sudah lengkap kekabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepJda Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepala DPM-PTSp;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melahri loket pensambilan.

4 Jangka Walau
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Izin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
pelayanan perizinan terdiri dari l,oket-loket Pela5ranan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negata;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penaneTnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanam€rn modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemaarpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan lnternal 3. Dilakukan secara berjeojang (atasan langsung);

1(, Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui kon sultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: 08L1
Short Message Senrice (SMS) : Ogll7382 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ssm
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6-

7382 444

11 Jatnirr€u1 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 fiiana) orang

13 Jamitan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perian:an Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait antara lain
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

Laporan evaluasi pel,aksanaan tuga.s dan fungsi disratnFaikan
kepada Bupati baik secara berkata setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

website www.dpm-
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o Surat Izin Usaha perdaganga.n

tro rouPorEil URAIAIT

1 Dasar Hukum Peraturan 
""-.r*r*Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; '

Peraturan Menteri Perdagangan NomJr 77 Tahun 2O1g teatang
Pelaya'an Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dl
Bidang Perdagangan;
P-eraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang pendelegasian

SerrrenalCan Pelayanan Perizinan dan Nonpe-rizinan K"epada
Kepala Dinas Penanaman Modal da' pelaya'an Terpadu 

-satu

Eq4r D.n Camat Di {ebgpaten Muara Enim.
2 Persyaratan Layanan . Peraohono- Baru

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6OOO.- dan di cap.
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTp) dan Nomor pokok W;jib

Pdak (NPWP) Pemohon.
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah dilegalisasi oleh

Pejabat berwenang.
4. Izin prinslp penanarnan modal.
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun tnl).
6. Foto 4x6 sebanyak4 Lembar.
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 60O0,- dan Fotocopy KTp Bagi yang

di Kuasakan.
. Permohoaan Daftar tllaag
L. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6OOO.- dan di cap.
2. Sertifikat SIUP Asli.
3. Fotocopy KTP.
4. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir.
5. FotocopyTanda Lunas PBB Tahun ini.
6. Foto 4x 6 sebanyak3 Lembar.
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6OO0,- dan Fotocopy KTp Bagi yang

di Kuasakan.

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front olficeJ
Pelayaaan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memveflfikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengfuapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalatn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permotrorran untuk ditandatanlgani oleh
Kepa1a DPM-PTSP;

L2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIup)

7

8

Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

D:,r.ru. .ran pra-sar€ma rlsr dara"n melaksanakan identifikasi produk
pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi.
b. Loket Pendaftart;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam
a. Aplikasi Onliae Perizirrara;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Per'tzinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

pelayanan perizinan meliputi:

Kompetensi

Pelaksana
1.

3.

+.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan
Merniliki pengalaman dalrrn pelayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;
Menilil.i kema-puan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan lnternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1(} Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:
Short Message Service (SMS) : AB11 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

o8L1 7382 444

11 Jarninal Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksirnal 5 (lima) orang

13 Jaminem Kearnanan

dan Keselamatan

Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan Usaha Perdagangan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait artara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, darr dinas terkait lainnya.

14 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dlsmpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilsForkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

2.
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. Tanda Daftar Gudang

ro rtouPlorEr I'RATAIT

I Dasar Hukum 1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah (pp) Nomor 24@
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia nomor
16/M-DAG/PER/3/2016 tentang perubahan atas peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 90 / M-DAG/ pER I 12 / 2O1 4 tentang
Penataan dan Pembinaan Gudang;
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Errjm Nomor 44 Tahun
2Ol7 Peraturan Bupati No. + Tahun ZOL9 Tentang
Pendelegasian Kewenangarr pelayanan penzinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten
Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

2.
3.
4.

5.

6.

BARU: 

-

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6O0O,- dan di
c.p.

2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahan badan
hukum dari pejabat yang berrnrenang dan al<ta perubahannya
Uik. ada),bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) ;

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon.
4. Fotocopy Paspor Dan Kartu Izin Tinggal Sementara(KITAS)

bag, penanggungiawab WNA.
5. Melampirkan Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dan lzin

Penanaman Modal Asing Bagi Perusahaan dengan Modal
Asing/Luar Negeri.

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar berlatar
bel,akang merah.
Fotocopy IMB Yang Menyatakan Bangunan Berupa Gudang;
Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
Fotocopy IIII baSi usaha indusEi yang merniliki gudang.
Surat perjanjian pemakaian gudang dengan pemilik gudang
bagr pengusaha yang menyewa.
Peta. atau denah lokasi Gudang.
Surat kuasa diatas materai Rp. 60O0,- dan Fotocopy KTP baSi
yang dikuasakan.

Daftar Ulang:

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 60O0,- dan di
cap.
Asli Sertifikat Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Lama;
Neraca Perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik ;
Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah;
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;
Fotocopy Paspor Dan Kartu Izin Tinggalsementara (KITAS)
bagi penanggungjawab WNA.

7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6OOO,- dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan.

8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkaditeruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi pefi/trran;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengftapan perraohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonarr dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Perr.otron neelakukan penbayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permotronan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan iadual tiniau lapans bersa:r.a Instansi Teknis

2.

3.

5.

7.
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8.

9.

10.

11.

untuk perulohonan izin yang memerlukan tn:au tapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan artministr.asi dan
lapangan, menyampaikan hat-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan p,ersyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam gtrp;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengt<ip ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses 

- 
dan

oemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Selsretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikaa kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanao dan
sekretaris terhadop sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melatui loket pensambil,an.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG)

7 Sarana, Prasaratta,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam meLaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperLi :

a. Loket Inforrnasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan periainan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Metniliki pengetahuan peratur€m tentang penananan modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dala- pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemetnl'uan mengolah data secara elektrorrik.

3.

4.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeojang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O81l
Short Message Service {SMS) : AAl1 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenirr@mail.com
Aplikasi SMS Gate Awa5r;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

73A2 444

11 Jarnitla4 Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orarg

13 Jar.inan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan Tanda Daftar Gudang [tDG) yang berkualitas karena
melibatl<an pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakanr, dan dinas terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan daa setiap
tahun, maupun apabila diferlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala rlilaFsfl<an juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres report perryelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.go.id.

267



o Surat Tanda Pendaftaran Waralaba {STpW)

to NOTPIOITET I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1.

2.

Peraturan Pemerintah (pfl Nomor 24 Tah-; 201g G;@
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor
53 / M-DAG/ PER I 8 I 20 L2 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan r STPW Pemberi Waralaba @aru) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OO0.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
6. l(smposisi Penggunaan Tenaga Kerja;
7. Komfisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;
8. Fotocopy Perjanjian Waralaba;
9. Fotocopy Prospektus Penaq/a.ran Waralaba;
l0.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
11.Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

o STPW Penerima Waralaba (Baru) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.O0O.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang mendapat

Pengesahan dari Instansi Berwenang;
6. Fotocopy STPW Pemberi Waralab4
7. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
8. Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja;
9. Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;
L 0. Fotocopy Perjanjian Waralaba;
l l.Fotocopy Prospektus Penawaran dari Pemberi Waralaba;
l2.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
13.Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

o STPW Pemberi Waralaba (Lanjutan) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OOO.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang mendapat

Pengesahan dari Instansi Berwenangl
6. Fotocopy STPW PenerimaWaralaba Lanjutan;
7. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
3. (ornfosisi Penggunaan Tenaga Kerja;
9. Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;
1 O. Fotocopy Pedanjian Waralaba;
ll.Fotocopy Prospektus Penawaran dari Pemberi Waralaba

lanjutan;
l2.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
13.Surat Kuasa di atas materai Rp. 600O dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

a STPW Penerima Waralaba (Lanjutan) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OOO.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWPpemohon;
Fotocopy NP\[P Perrsahaan:

2.
3.
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4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan yang

Pengesahan dari Instansi Berwenang;
6. Fotocopy SIPW PemberiWaralaba Lanjutan;
7. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
6,. l(smFosisi Penggunaan Tenaga Kerja;
9. Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;
10. Fotocopy Perjanjian Waralaba;
11. Fotocopy Prospekhrs Penawaran dari pemberi

lanjutan;
12. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTp

bagy"ng dikuasakan

. STPW (Perpanjangan) :

AsIi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STpW);
Dokumen-dokumen L;ainnya apabila mengal,alri perubahan data
dari dokumen yang fisamFaikan 5 tahun sebelumnya;
Laporan Penggunaan Produk delarn Neseri.

mendapat

Waralaba

1.

2.

3.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offlce /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pel,ayanan;

3. Foat office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizitan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengftapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memeauhi persyaratan berkas permohonan
dil<srr.lalik€m untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PNIP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau l,apangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim' Teknis melakukarr pemeriksaan admirristrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tir5'au lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrad pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW)

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilita.s

Sarana dan prasarana PTSP dalam mel,aksaaakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. L,oket Informa.si;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Peogaabilan.
Sistem aplikasi yarrg digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. {plikasi Bedah Investasi:
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c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saqiana terutama bidang pemerintahan,
ekono-ri, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanam.rn modal
dan perizinan
fi[smililri pengalaman dala- pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki fugma"nFuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemamFuan mengolah data secara elektronik.

4.

9 Pengawasan kiternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsultasi
+4+
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 4++
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

0811 7382

11 Jamirrari Pelayanan Pelayanan dilaksanakal sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 [ima) oraflg

13 Jarnirran Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan ,lilaksapft41 secara
akuntabel dan transparan;
Periitr:ar: Tanda Pendaftaran Waralaba (Sf,PW) yang
berkualitas karena melibatlan pihak terkait antara lain Dinas
Pertarrian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

2.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rliperlukan sewalfu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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o Tanda Daftar Perusahaan

ro I(OUFOTE,T URAIAIT

I Dasar Hukum Peraturan Pemerintah {pp) Nomor 24@
Pelayanan Pe{rzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik lndonesia Nomor 47
Tahun 2O18 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 2AlI[tr-DAG/pF,R/4l2Ol4 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Petiirnan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan
1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

2.
3.
4.
5.

materai Rp. 6.00O.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
Fotocopy NPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Izin Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
Fotokopi akta pendirian badan usaha perorang€a yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsrpal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 [ima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000 (riga
ribu) kartoo per merek per tahun dengan menunjukkan ash
surat penrrnjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan
Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang
ekono-i di negara setempat;
Surat Keterangan dari pabrik luar negeri y€rng menerangkan
bahwa prinsrpal pemegang merek/ perwakilan pemegang merek
berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase pelrlagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enatn) Daerah

6.

7.

9.
Provinsi; dan

IO.SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
l l.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
L2.Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Fotocopy KTP bagi

yang djkuasakan.

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi PeLayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memerruhi persyaratarr berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terrrtentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersanra Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memedukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil peaeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat oermohonan izin:

2.

3.

4.

6.

7.

9.

10.
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11. Pemarafan ditakukan otn
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan};
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada. pemohon melalui loket pengambilan.

4 JansLa Watrtu
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Tanda Daftar Perusa1laan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

sarana dan prasarana PrsP dalam melaksanakan identififasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket{oket pelayanan
seperti:
a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran.
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi y611g digunakan data:n pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana
1.

2.

3.

4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negarq
Memiliki pengetatruan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penan€rman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemarnpu€a mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
Memilfui kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan heternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi l,angsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 4+4
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 +44
Email : dpm-ptspmuaraerrim@gmail.s66
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamirran Pelayanan Pelayanan rrilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jeminan Kea:nanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan periainan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan ya:rg berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakatr, dan dinas terkait
Lainnya.

14 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila dif erlukan sewalrtu-waktu;

2. Secara berkala r{'ilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyeleseian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

www.dpm-
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. surat Keterangan Pengecer Minurnan Berakohol Golongan A (sKp-A)

ro KOUPOIsEil I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Z+ Tahun ZOfa tentang
Pelayanan Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2018 tentang Perubahan Keernfat Atas peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20 IM-DAG lpER/ 4 / ZOl4 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Keweaangan Pelayanan Perlr;inan dan Nonperiitnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Moda| dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2.

3.

2 Persyaratan Layanan
1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

2.
3.
4.
5.

materai Rp. 6.OO0.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
Fotocopy NPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-
MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalarnan menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinslpal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negzra untuk pembelian paling sedikit 3000
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara 5glsynpati
Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yzlng menerangkan
bahwa prinsrpal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Ata.se Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekono-i di negara setempat;
Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enarn)

7.

8.

9.
Daerah Provinsi; dan

IO.SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
Ll.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
l2.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;
Font offlce memverifikasi kelengftapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan iliksm$alikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau laprng bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengftap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
resistrasi oada oermohonan dan dikembalikan keoada Kasi AP

2.

5.

6.

l.

8.

9.

10.
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11

t2
L3

l4

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan .lilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
Pengarsrpan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensanobilan.

4 Jangka Walft'.r

Penyelesaian
5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk tayanan Surat Keterangan. Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKp-

A)

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti:

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala-r pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana l.Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, huku& dan administrasi negara;

2.Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3.Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4.Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

S.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
444
Short Message Service (SMS) : 08117382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go,id

1.

2.
3.

4.
5.
6-

0811 7382

11 Jarniqal Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Juml,ah peL,aksana Maksimal 5 (Iirnal slant

l3 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternahan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalrtu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab. eo.id.
Progres report penyelesaian pengqjuan periainan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Berakohol
Golongan A (SKPL-A)

ilo KOUP{OITEIi I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2O18 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20 I M-DAG IPERI 4 I 2OL4 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepa1a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2.

3.

2 Persyaratan Layanan
Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OO0.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
Fotocopy IiIPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SruP-
MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpe menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
Fotokopi akta pendiriao badan usaha perorangarl yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat Penunjukan paling sedikit dari 2A (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3OOO

(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;
Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsrpal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menur{uk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
Surat penunjukan distritutor paling sedikit di 6 (enam)
Daerah Provinsi; dan
SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP bagi
vane dikuasakan.

1.

2.
3.
4.
5.

7.

8.

9.

10
11

t2

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persya.ratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvef,fikasi
ulang kelengkapan permohorran serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admrrirdstrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Tekrris mslaForkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafa:r pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.
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11.

registrasi pada pemohonan d
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-pTSp;
Kepala DPMPTSP Ir.enandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada penrohou melalui loket oencratntrilan

L2

13

L4

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan surat Keterangan Penjual Langsung Minurnan Beralkohol Golongan
A (SKP-A)

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sara:ra dan prasarana PfSp d
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket pelayanan
seperti:
a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang dala- pelayanan perizinan
meliputi:
a- Aplikasi Online Petizina:c;'
b. Aplikasi Bedah Investa,si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana

4.

2.

5.

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentaog penanarnan modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
l\d6tniliki kemampuan mengoperasrkan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Merniliki kemrmFuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanga:ean

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811
444
Short Message Seryice (SMS) : OSIL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraetim@mail.com
APlikasi SMS Gate Away;

Website : dprn-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.

6.

7.

11 Jarniq3s Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keama11alt

dan Keselamatam

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non periainan rtilaks,anakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perianarr yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertarrian, Dinas Peterrrakan, dan dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala se.'^p bulan dan se'^F
tahun, Eraupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala <lilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

270



o Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, konvensi dan/atau seminar
dagang

ro KOUPOITEIT I,RAIrSIY

1 Dasar Hukum

2.

1. Peraturan Pemerintah pf; fVomo@
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Permenpar 5l2ol7 tentang pedoman Destinasi
Penyelenggaraan Pertemuan, Peqialanan Insentif, Konvensi dan
Pameran
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang pendelegasian

$ewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu batu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan
1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.00O.- dan cap;
2. Fotocopy KTP dan NP\IYP pemohon;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;

6. Fotokopi akta. pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3OOO
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
astr surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat rliplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsrpai pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penuqlukan distributor paling sedikit di 6 (enam)
Daerah Provinsi; dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O00 dan Fotocopy KTP bagi

yans dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perlzinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesr.rai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-haf yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dala:n BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permotronan yang sudatr lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK pross tersebut darr menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

L.

2.

3.

7.

8.

9.

10.
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1.1.

registrasi pada permotronan
untuk cetak sertifikat permohonan iain;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangaiai oleh Kepala DpM-pTSp;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada oemohon rnelahri loker nenoaalilo-

t2.
13.
t4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Iayanan Surat persetujuan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket pelayanan
seperti:
a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikad yang digunakan dalrtn pelayanan perizinan

meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplfl<asi Bedah Investasi;
APlikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a-
b.
c.
d.

8 Kompetensi Pelaksana l.Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2.Memiliki pengetahua:r peraturan tentang pen€rnernan modal dan
perizinan

3.Memiliki pengalatnan dalam pelayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;

4.Memiliki kemampuan mengoperasrkan aplikasi tayanan per:r;inan
elektronik; dan

S.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan trangsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811
+4+
Short Message Service (SMS) : OAI1 7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@,gmai1. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7382

11 Jatni4a11 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan esuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 Jarninan Keamanan

dan Keselamatan

Pel,ayanan

1.

2.

Pelayanan penziman dan non petizrrnn dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena metbatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

2.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilapsft6l juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perieinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. go.id.

www.dpm-
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o Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian

ro NOUPOTEf IIRAIAIT

I Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pelayanan Pertzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Permenpar 512017 tentang Pedoman Destinasi
Penyelenggaraan Pertemuan, Peq'alanan Insentif, Konvensi dan
Pameran
Peratrrran Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan dan Nonperiznan Kepada
Kepala Dinas Penanamatt Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan
1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;
2, Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usah4
5. Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukl<an bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;

6. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3O0O
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Pubtik
dan Atase Perdagangan atau pejabat rliplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsrpal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
rliplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enar.)
Daerah Provinsi; dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O0O dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persya.ratart kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan periainan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengk.prn permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persya.ratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohoaan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan artmiaislrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangtcan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohoaan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafarr dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.
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sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

Pengarsipan;
Penyerahan SK kepadapemohon melalui loket pengambilan.

t2.
13.

14.

4 Jangka Wat<tu

Penyelesaiao

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Surat Terdaftar

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan

meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

dalam pelayanan peirzinan

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintatran,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang Penanaman modal

dan perizinan
Memiliki pengalaman dala- pel,ayanan pen€aaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memitiki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

+.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
Melalui konsultasi langsung
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OBll 73aZ 4+4

Email :dpra-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

+.
5.
6.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak=i'nal 5 (lima) or€rng

13 Jaminzur Keatnanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizirran dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait l,ainnya.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun aoabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report perryelesaian peng{uan perizinan dan non
perizisar dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan atau Jasa

lto KOUPiOITEIT IIRAIAT

1 Dasar Hukum 1.

2.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-
DAGIPER/3 12006 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau
Distributor Barang Dan/Atau Jasa
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Darl Carnat Di Kabupaten Muara Enim.

3.

2 Persyaratan Layanan Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OOO.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
Fotocopy NPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-
MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangern yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) nega.ra untuk pembelian paling sedikit 3O0O
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Ata.se Perdagangan atau pejabat rtiflomatik/ konsuler di
bidang ekonorni di negara setempat;
Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsrpal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditarrdasatrkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonorni di negara setempat;
Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam)
Daerah Provinsi; dan
SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP bagi
yans dikuasakan.

7.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

10.
11.
t2.

8.

9.

3 Sistem Mekanisrne dan

Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offi.ce /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Pe{tzinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan keleng!<apan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerinta.hkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersa.nra Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalatn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyeral"kan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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.t Permohonan untuk

ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menarrdatangani SK izin (pengesahan);

Pengarsipan;
Penyerahan SK kePada Pemo

12.
13.
14.

4 Jangla Watfil
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6

7

Produk Layanan SuratTanda Daftar

Sarana, Prasarana,

danlatat fasilitas

melaksanakan identifikasi

produk pelayanan periainan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti :

a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. L,oket Pengambilan.
sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
Aplikasi Online Perizinaa;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi PengarsiPan;
Aolikasi GIS.

a.

b.
c.
d.
e-

8 Kompetensi Pelaksana l.Pendidikan minimat sarjana terutama bidang pemeriotahan,

ekonomi, hukurn dan administrasi negara;

2.Memiliki pengetahuan pefaturan terrtarrg Penanaman modal dan

periainan
3.ivlemiliki pengalaoan dalam pel,ayanan penarramarr modal dan

pelayanan terPadu;
a.ivlemiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan

eleldronik; dan
S.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik'

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

t"tetatui tonnkasi langsuag
Kotak saran dan Pengaduan;
Whatsapp Layanan Fengaduan dan Konsultasi: O811 7382

444
Short Message Serrdce (SMS) : OSLL 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate AwaY;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab'go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

11 Jarninan Pelayanan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional

Prosedur dan APlikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) oralrg

13

L4

Ja.minan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transParan;

Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas

terkait l,ainnya.

Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secsra berkala setiap bulan dan setiap

t"6.rrt, ro..r"prt apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala ait po"t an juga melatui website www'dpm-

ptsp.muaraenimkab.qo.id
er"gr"" ..port perryelesaian pengajuan'- perizinan dan 

-non
p"i:rrrr* 

- aiUUt pada website www'dpm-

ptsp.muaraenfurrkab. go.id.
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o Tanda Daftar Pelaku Agen atau Distributor Barang Kebutuhan pokok
(TDPUD-Bapok)

ilo roIFotEu I'NAIAIT

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 1 / M-DAG/ pER/ 3/ 2006
Tahun 2OO6 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegacian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara EniE.

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.
4.
5.

Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.O00.- dan cap;
Potocopy KTP dan NP'llVP pemohon;
Fotocopy NPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalarnan menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tlga) tahun berturut-turut;
Fotokopi alrta pendirian badan usaha perorangan yang satr
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemeg€mg merek/pabrik luar negeri yang berasal dari pafing
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3O0O (tiga
ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan ash
surat penur{ukan yang ditandasahkan oleh Notaris Rrblik dan
Atase Perdagangan atau pejabat rliplomatik/ konsuler di bidang
ekonomi di negara setempat;
Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakil,an pemegang merek
berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasatrkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enarn) Daerah
Provinsi; dan
SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
Surat Kuasa di ata.s Eaterai Rp. 6OOO dan Fotocopy I(TP bagi
yang dikuasakan.

7-

8.

9.

10.

11.

L2.

3 Sistea Mekanime
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

3.

Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyeratrkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jik"
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsatran dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi pers5/aratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maha Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Ikbid PISP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk perrnohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Iksi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izim yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan lrrsyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriks'aan dalarn BAP'
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registra-ei pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak *rtifikat permohonan izin;
Pemarafan rlilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.
13.
L4,

aitanaatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPIVPTSP menandatangarri SK izin (pengesatran);

Pengarsipan;
Penierahan SK kepada pemotron melal@

4 Jangka Watrtu

Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

5

7

Produk Layanan Surat Tanda Daftar

Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

dalam melaksanakan identifikasi

prod.uk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
sistem aplikasiyang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:

a. Aplikasi Online Periziman;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana

l.Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2.Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal dan

perizinan
3.Memiliki pengalaman dalam pelayanan pellanaman modal dan

pelayanan terpadu;
a.Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan

elektronik; dan
S.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik'

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungh

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811

Short Message Service (SMS) : OAll 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

73A2 444

11 Jatninsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

l3 Jaminan Kea:nanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
Perizina:r yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas

terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, mauprur apabila diperhrkan sewalrhr-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraeEimkab-d.

2.

278



c l^fl Usaha Perkebunan (IUP)

to roEroxEtS IIRAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Peaerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2O18 tentang
Pel,ayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekroni<;

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepata Dinas Penanaman Modal dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.OO0.- dan cap;

2. Fotocopy I(tP dan NP\ilP pemohon;
3. Fotocopy NP'lilP Perusahaan;
4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SruP-MB)

untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (trga) tahun berturut-turut;

6. Fotokopi akta pendirian badan usaha peror.rngan yang sah sesuai

ketenttran peraturan perundang-undangan;
7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsiPaf

pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 fiind rregara untuk pembelian palins sedikit 3OOO (tiga

ribu! kartoa per merek per tahun dengan menuqiuklsan astr surat
penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Pubtk dan Atase

Perdagangan atau pejabaf diplomatik/ konsuler di bidang
ekorromi di negara setempag

8. Surat KeterangFtr dari pabrik lrrar negeri yamg Eeneranglan
bahwa prinsipal penegang merek/ perwakilan pemegang merek
berwenang Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase magangart atau pejabat diplomatikl
konsuler di bidang ekonomi di negara setempat

9. Surat peauqirrken distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah
Provirrsi; dan

IO.SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjul
ll.Fotocopy Tarrda Lunas PBB tahun ini;
12.Surat Kuas. di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

vanc dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dao penjel,asan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
aerryerahkm. ke Frorrt ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan lrcrmohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizlmafl memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi penzinart;

5. Sel,anjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabitra

kelenglapan belum memenuhi perqrarataa berkas permohonan
6iksrngalikaa untuk dilenglapi, jika permohonan pedu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi'

PTP mel,alui Ikbid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayarar.r retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan penrndang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang mernedukan tinjau l,apangan melalui Surat
Tugr*;

S. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan l,apangan'

menyampaikaq hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjarr lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudall lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pelnbuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomorar!

reqistrasi nada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan izin;
l l.Pemarafan ditakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penveratran SK kepada pemohon melalui loket pencambilan.

4 Jangka Walftu
Penyelesaian

5 hari kalender

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Sertifikat lzin

7 Satana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalorn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket{oket Pel,ayanan

seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambil,an.
Sistem aplikasi ys11g digunakan dalan pelayanan perizinan meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi

Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan lrcraturan tentang penanem€rn modal dan
perizinan

3. Merniliki pengala-rrran dalar. pelayanan perranamErn modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemempuan meogoperaslkan aplikasi layanan penzinan
elektronik; darr

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:
Short Message Service (SMS) : OBtl 7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

0SLL 7382 +44

11 Jaminan Pel,ayanan Pel,ayanan rlilaksanakeur sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirn2) e16rrt

l3 Jrmirran Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Penzinan yaog berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kineg'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

ro KOUPOTTEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahrun 2O18 teotang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. peraturan menteri pertanian
nornor26fpermentan/ot.74ol2l20o7 tentantg pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2OL9 tentatg pendelegasian
kewenangan pela5ranan perizinan dan nonperiziman kepada
kepala dinas penana:aan modal dan pelayanan terpadu satu
ointu dan camat di kabuoaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan Permohonan bermaterai Rp. 6.OOO,-

Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta
perusatraan
Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.0OO,-
Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubaharurya yang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan
saham, susurr€ln pengurus dan bidang usaha perusahaan.
Fotocopy NPWP, yang status w4iib pajalmya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.
Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
a, Rekomendasi kesesuaian dengan rencana

pembangunan perkebunan Provinsi yang diterbitkan
oleh Gubernur

b. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta
calon lokasi dengan skala 1 : 10O.000 atau 1 : 50.O0O

c. Melampirkan surat hasil pengukuran secara kadestral
dari Instansi berwenang.

d. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi
kehutanan Provinsi (apabila areal berasal dari kawasan
hutan)

e. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun mas5rarakat sekitar,
rencana tempat hasil produksi yang akan diolah

8. n Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau
LrKL/UPL) dan Izin Linskuncan

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3 Sistem Mekarrism.e dan

Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;
Pemohon melengkapi formulir beserta pers5/aratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dileng|<api, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepadaKasi. PTP melalui Ikbid PISP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terotentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan Petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersa:aa Instansi Teknis
untuk permohonan iain yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
Tim Tekrris meLakukan pemeriksaan administrasi dan
l,apangan, menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuarlgkan hasil pemeriksaan dalar BAP;

Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasrl tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;

1.

2-

5.

7.

8.

9.

10.
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11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Wakhl
Penyelesaian

Wa1rhr Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk [,ayanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pel.,ayanan

seperti:

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. [,oket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Periinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan ainimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalern pelayanan perranamarr modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemempuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1(} Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 44+
4. Short Message Service (SMS) : A811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenio@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 955

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima; e1.rr*

13 Jarninan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periitnen yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kineq'a

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiaf bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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o lzin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUp-p)

ro KOUFOITEf I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elekronik;

2, peraturan menteri pertanian
romor:26/permentan/ot l4O 12/2OO7 tentang pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturarr bupati no. 4 tahun 2OL9 trlntaneg pendelegasian
kewenangan pela5ranan yrctizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TELAH MEMILIKI HAK ATAS
2. Surat Permohonan
3. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah;
4. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang

telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengunrs dan bidang usaha
perusahaan; dan

5. Hasil penilaian usaha Perkebunan.
6. PENGAJUAN IZIN BARU
7. Surat Permohonan;
8. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhiryang

telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha
perusahan;

9. NPWP dilengkapi dengan surat keterangan sedang tidak dalam
terhutang pajak dari Kantor Perpajakan

1O. Surat lzin Tempat Usaha/ SIUP;
ll.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan

Perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP yang
diterbitkan oleh Gubernur;

L2.Inn lokasi dari Bupati/ Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokasi
dengan skala 1 : 1OO. OOO atau I : 5O. OOO (cetak peta dan file
elektronik) sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin
yang diberikan pada pihak lain;

13, Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi
kehutanan, apabila areal yang diminta dari kawasan hutan;

14. Jaminan pasokan bahan baku (format lihat lampiran IV dan lampiran
xrr)

15. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil
Perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk
masyarakat sekitar;

16. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/ Walikota. sesuai
kewenangan;

17. Pernyataan Kesanggupan :

a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system
untuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman
(oPT);

b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran;

c. Memfasilitasi pembangunan kebun unfuk masyarakat sekitar yang
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, kar5rawan dan
masyarakat sekitar Perkebunan (format lihat lampiran X);

e. Surat peryataan dari pemohon bahwa status Perusahaan
Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagran dari Kelompok
(group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi
batas paling luas, (format lihat lampiran XI).

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front oltce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periziaan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Adaninistrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persryaratafr berkas permohonan
6l15smfalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Ihbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atam bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohooan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
mel,akukan jadual tinjau trapang bersama Instansi Tekrris untuk
oermohonan izin vans memerlukan tiniau laoansan melalui
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Surat Tugas;
8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hat-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau laFang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi S, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walctu

Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanahan identilikasi
produk pelayanan pet'tzinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.
Sistem aplikag yang digunakan dalotm pelayanan perizinan
meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimat sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan adainistrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaunan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanamarl modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data. secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan seca.ra berjenjang (atasan langsung) ;

1(l Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 4+4
4. Short Message Sersice (SMS) : OSLL 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraerrim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenirnkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamitlan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Peri,zinarryang berlmalitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait Lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tuoas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rlipedukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.eo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajtran perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraeoimkab. go.id.
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o Surat Tanda Daftar Perkebunan

ro KOUPOITEIT IIR.AIAIT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2OLA tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
peraturan menteri pertanian
tron,.or :26 / permentan/ ot L4O I 2 I 2OO7 tentang pedoman perizinan
usaha perkebunan
peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pel,ayanan terpadu satu
pintu dan carnat di kabupaten muara enim.

2.

3.

2 Persyaratan Layanan Permohonan bermaterai Rp. 6.OOO,-

Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalatn akta. perusahaan
Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.00O,-
Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan dan/atau
perubahannya yang telah mendapatkan
pengesahan/persettrjuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Azazi Manrusia, komposisi kepemilikar saha-, susunan
pengurus dan bidang usaha perusahaan.

5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pqlaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada
Pajak.

6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atanUKL/IJPL) dan Izin
Linckunsarl

2.
3.

yang
Dirjen

3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan periainan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PfP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tjqiau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan ianyarrg memerlukan tinjau laFangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala:n BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau laFang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembaliksn kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

l l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ctitandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

LZ.Kepa7a DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensarnbilan.

4 Jangka Walrhr

Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

dinyatakan lengftap.

5 Btaya / Tarrf Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam lnelaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti:
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a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Penganbilan.
Sistem aplikasiyang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.

d.

8 Kompetensi

Pelaksana

[. Pendi<likan minimaf sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;
Metniliki pengetahuan peraturan tentang penanam€m modal
dan. perizinan
Memiliki pengalanan dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperartikan aplikasi l.;ayanan

perizinan elekronik; dan
Merniliki kemamFuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

4.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp layanan Pengaduan dan Konsulta.si: O811

Short Message Service (SMS) : OBIL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Ja-inan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan ApUkasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) or€mg

13 Jaminan Keamanan

dan Kesel,amatan

Pel,ayanan

1. Pelayanan periziman da:e non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peterreakan, dan dinas terkait
lainnya.

t4 Evaluasi Kinetja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik seceua berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilraporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. go.id.

www.dpm-
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o Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD)-B)

TO IIOUPOIIEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2Ol8 tentaflg
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. peraturan menteri pertanian
nomor:26fpermentan/ot.l40/2l2OOZ tr,ntang pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonpirizinan kipada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pinlu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan l. Permohonan bermaterai Rp. 6.OOO,-
2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum. dala- af<ta

perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.OO0,-
4. Profil perusatraan meliputi Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak frzad Manusia, komposisi kepemilikan saham.,
susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.

5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonlir:masi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pqiak.

6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UpL) dan
lzlla Lingkungan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
aenyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;

3. Font offce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. I(*i Pelayanan peizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan s€rta pembuatan Nota untul
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Ad-mninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonun
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat surat kepad.a
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendatrara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu rlilakrrkan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap kekabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepa-da Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-pTSp;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Watfir
Penyelesaian

Wakru Penyelesaian 7(tujuh) hari keda setelah persyaratan
lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

5 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP ddotn melaksanakan iderrtifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :L,oket-loket pelayanan
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seperti: 

-

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidika' minimal sarjana terutarna bidang pemerintaha.,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

g. lytsmiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memitiki kema"npuan mengoperasikarr aptikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemrmpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beg'enjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 T3g2 444
4. Short Message Serrice (SMS) : O8l7 T3S2 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ge6
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninal Pe[ayagan Pelaya'an dilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jurnlah pel,aksana Maksimal5 (lima) orEmg

13 Jarninan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas peternakan, d.an dinas
terkait Lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
PeLayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disatnpaikan
kepada Bupati feik sesara berkata setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rriperlukan sewaktu-wakru;

2. Secara berkala rlilaFs1tr"r, juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P)

ro NOUPiOITEIT I'RATAT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2O18 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. peraturan menteri pertanian
no o;c,26/permentan/ot.l4ol2l2OO7 tentang pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2OL9 tentang pendelegasian
kewenangan pel,ayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanarnan modal dan peLayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan I.ayanarr 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.OOO,-
2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum datam akta

perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengqfuan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon berrnaterai Rp.6.O0O,-
4. Profil perusahaan meliputi Akta. pendirian perusahaan

dan/atau perubalrannya yang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia, ftornposisi kepernilikan
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.

5. Fotocopy NPWP, yang status wqiib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UpL) dan
Izin Linskuncan

3 Sistem Mekanisne dan

Prosedur

l5.Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oItrce /
Pelayanan;

l6.Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pel,ayanan;

17.Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap ditenrskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

l8.Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

l9.Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelengkapan bel ,r. Bemenuhi persryaratan berkas
permohonan rlikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan rxeka Ka,si AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

2O.Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izirl terntentu;

2l.Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

22.Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikarr hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan flalarn B[p;

23.Koordinator Tim Teknis melaporkan haqil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

24.Sekretaris melalui staf selrretariat memberikan penomor€m
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

25.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat pero.ohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

26.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
2T.Pengarsipan;
28.Penyeratran SK kepada perr.ohon melalui loket Dencarnbilari.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

Walffu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sararta, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pel,ayanan periainan ter5tiri dari :L,oket-loket Pelayanan
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seperti :

a- Ioket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintatran,
ekono-i, hukum dan administrasr negara;

b. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

c. Memiliki pengalaman dala- pel,ayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

d. Memiliki kemampuan meagoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

e. Memililri kemrmpuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Intemal Dilakukan secara beqienjang (atasan langsungh

10 Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan
Melalui konsultasi langsung;

Kotqk saran dan pengaduafl;
Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsulta.si : OSLL 7382
44+
Short Message Service (SMS) : O8L17382 +4+
Email :dpm-ptslrmuaraerrim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraeaimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jurnlah pelaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 Jaminan Kearnanan dan

Ke selamatan Pel,ayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinart dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara Lain Dinas Pertarrian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait Lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiof bulan dan setiap

tahun, rnaupun apabil,a diperlukan sewaktu-wakttr;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.qo.id.
3. Progres report perryelesaian pengqjuan perizinan dan non

perizirran dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Pendirian Program Atau Satuan pendidikan

ro ITOIPOTExI IIR.IIAIT

I Dasar Hukum 1. undang - undang nomor 20 tatrun Zo0S;entang sistem
pendidikan nasional

2. undang - undang nomor 23 tahun 2OL4, tentang pemerinta.tr
daerah

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2013, tentang pendirian satuan pendidikan nonformal .

4. peraturan 
'pemerintah 

nomor 17 tahun ZOLO tentang
pengelol,aandanpenyelenggaraanpendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2O1O tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17 tahun
2O1O tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

5. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2O18 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elelrtronik;

6. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinaa kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
Dintu dan canat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dda'q akta

perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy I(TP apabila pengajuan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.OOO,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wqiib pajatrnya tel,ah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

3 Sistem Mekanisne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memvefiIikasi ul,ang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota' untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Adnninistrasi perizinan;

5. Selar{utnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan keleng[<apan permohonan dan apabila
keleng[apan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada

Kasi. PTP melalui Kabid PISP;
6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangare untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau l,apangan melalui
SuratTugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan haf-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuanglan
hasil pemeriksaan dala'n BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Ihbid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penornoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Iksi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izio;
ll.Pernarafan dilalrukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.KepalaDPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket penga-Ebilan.

4 Janglra Waktr
Penyelesaian

Wakhr Perryelesaian 7(tujuh) hari kerja setel,ah persyaratan

dinyatakan lengkap.
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Froduk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dala- melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pel,ayanan

seperti:

a. Loket lnformasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikag yang digunakan dalam pelayanan perizina'
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaynan modal
dan perizinan

f,. lytsmiliki pengalaman dalam pelayanan penaneman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara bedenjang (atasan langsung);

1() Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 4+4
4. Short Message Sernice (SMS) : OBll7382 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.q6ra
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamin411 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan ditraksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Petzinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.qo.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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. lzin Operasional Satuan Pendidikan

ro KOMOITE,r T'RAIAT

1 Dasar Hukum undang - undang nomor
pendidikan nasional
undang - trndang nomor 23 tahun 2O14, tentang pemerintah
daerah
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2O13, tentang pendirian satuan pendidikan nonformal ;
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2O1-O tentang
pengelolaan dan penyelenggar€ran pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
201O tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17
tahun 2OlO tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan
peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2O18 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
permendikbus nomor 36 tahun 2OL4 tentang pedoman
pendirian, perubahan, dan penutupan satuarr pendidikan
dasar dan menengah
keputusan diq'en dikdasmen depdikbud nomor
o18/kep/ 1983;
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penananan modal dan pel,ayanan terpadu satu
ointu dan carnat di kabuoaten muara enim.

2O tahun 2O03, tentang sistem

2.

6-

7-

8.

2 Persyaratan Layanan 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam alfta

perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila peng4juan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.O0O,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajalmya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang

terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

3 Sistem Mekanisne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkSpi formulir beserta pers,yatatan kemudian
menyerahkan ke Front ofi.ce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsatran dan keleng$apan permohonan dan apabila

kelenglapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan 61Lu6!alikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Ihbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel ata.u bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan

melalui Surat Tugas;
8. Tim Teloris melakukan Pemeriksaan arlminist'asi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta

menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan ha"*il tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakrrkan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris tertradap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Wat<tu

Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dala- melakscurakan idenffikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket pelayanan

seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan delarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedatr lnvestasi;
c. Aplikasi Penzinat;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimat saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukurm dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€aa"nan modal
dan perizinan

3. Memitki pengalanan dalam pelayanan pen.rnamam modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemaapuan mengolah data. secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan
Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Serrice {SMS) : O&LL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

11 Jamin611 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaoinan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non periainan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan Pihak terkait

antara lain Dinas Pertarrian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinefa
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

ta.hun, maupun apabila diperlukan sewakttr-wakhr;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go.id.

3, Progres r€.port penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www'dpm-
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* Izin Penyelenggara Satuan pendidikan Kerja Sama;

ro KOIPOTET I'RAIATT

I Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah nomor 24 tatrun 2018 tentang pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss);

2. peraturan menteri pendidika"t dan kebudayaan nomor 31 tahun
2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga
pendidikan di indonesia;

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tatrun
2018 tentang piirnan berusaha terintegrasi secara elektronik
sektor pendidikan dan kebudayaan

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperiiuaan kepada
kepala dinas penanernan modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupater, *r"r" 

"rri-.
2 Persyaratan Layanan 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta
perusahaan

3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.00O,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan peqjetrasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenutri persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau tr^pang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukall tinjau Lapangan

melalui Surat Tugas;
8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan adrninistrasi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

l3.Pengarsipan;
1 4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walfii
Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

dinyatakan lengftap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana"

dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
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seperti:

a- loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekono*i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan
3. Memiliki pengalaman datam pel,ayanan penanarn€m modal dan

pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungh

1() Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 444

4. Short Message Service (SMS) : OSLL 73a2 44+

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1l Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

akuntabel dan transparan;
2. Peiirnan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara l,ain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

L4 Evaluasi Kineda

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seti'F bulan dan setiap

tahun, maupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzrn Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Modal Asing

ro KOUPOTEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan

periitrraurr berusaha terintegrasi secara elektronik (oss) ;

2. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 31 tahun
2Ol4 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga

pendidikan di indonesia;
3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun

2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
sektor pendidikan dan kebudaYaan

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian

k"-"n"ttg.n pelayanan perizinan dan nonpetizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pel,ayanan terpadu satu

ointu dan camat di kabupaten muara errim.

2 Persyaratan Layanan 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy e-KTP Pemohon yffig tercantum dalam akta

perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp'6.000,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya tel,ah dikonfirmasi

melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang

terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen

Paiak.

3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

t- Pdohon mendapit formulir dan penjelasan di Front office / 
|

,. i*:ffif;melengkapi formulir beserta persyaratan t.rr,'.ai.t 
I

menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan; 
I

3. Foni office memverifikasi kelengkapan permohonan, jikt 
I

lenglrap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perieinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan rron perizinan memvefifikasi ulang 
I

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk 
I

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan; 
I

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali 
I

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila 
I

kelengkapan belum memenuhi Persyaratan berkas permohonan 
I

dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu 
I

peninjauan laFangan maka Kasi AP membuat surat kepada 
I

Kasi. PTP melalui Kabid PTSP; 
l

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau trapang bersarna Instansi Teknis untuk
permohonan inn yang memerlukan tinjau lapangan melalui

Surat Tugas;
8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasul kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan

hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
pTSF aan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomofafi

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan ditakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.KepaJaDPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan) ;

l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peng il

4 Jangka Waktu

Penyelesaian

Wakhr Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

dinyatakan lenglap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoa.an Perizinarr

7 Sarana, Prasatana,

dan/atau fasilitas

@ dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti :
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a- Loket lnformasi;
b. [oketPendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinart
meliputi:

Aplkasi Online Perizinan;
Aptkasi Bedatr Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a-

b.
c.

d.
e.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetatruan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pel,ayanan penanarnaq modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemrrnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Mernitiki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

1(, Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
Short Message Service (SMS) : O81L 7382 +++
Email :dpm-ptslrmuaraenim@gmail. gqm

Aplikasi SMS Gate A*ry;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jatnirlan Pel,ayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimat 5 (lima) or€mg

l3 Jarninan Keamanan

dan Kesel,amatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periziman yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi fisarnpaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rlilaforkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. lzin Usaha Perfilman.

ro KOUFOilET I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

3.

4.

undang-undang nomor 33 tahun 2OO9 tentang perfilman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 141,
tamba.l.an lembaran negara republik indonesia nomor 506O);
peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2O15 nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan presiden nomor 1O1 tatrun 2O18 tentang
perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2O15
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaatl. {lembaran
negara republik indonesia tahun 2018 nomor 192);
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun
2O18 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 201g
nomor 575);
peraturarr bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonpertzirran kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

-satu

pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. dentita.s pihak yang mengajukan
2. surat keterangan domisili
3. identita.s peaanggungiawab usaha pengarsipan film
4. nomor pokok wajib pajak penanggung jawab usaha pengarsipan

fitm.
5. pelaku usaha perfilman yang merupakan badan usaha yang

berbadan hukum indonesia melakukan pendaftaran usaha
perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen

6. persyaratan berupa:
7. identitas pihak yang mengajukan
8. akta pendirian badan usaha yang menc€mtumkan jenis usaha

perfiLnan yang dilegalisasi
f . idr1, prinsip penanaman modal untuk pelaku usaha
lo.surat keterangan domisili tempat usaha
11.nomor pokok wqiib pqiak badan usaha yang berbadan hukum

indonesia
l2.struktur organisasi badan usaha yang berbadan hukum

Indonesia
l3.identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum

indonesia.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front otfrcy'
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveffikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
fiksmfalikan untuk dilengkapi, jik. permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau Lparrg bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izi,n yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pernarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Se}<retaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifrkat permohonan iztrr;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP. Kasi Pelavanan dan
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sekretaris terhadap sertifikat par:mohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Wakru
Penyelesaian

Walrhr Penyelesaian 7(tujuh) hari keq'a setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Tarn Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket pelayanan
seperti:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran.
c. Loket Pengambilari.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a, Aplikasi Online Periainan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kornpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sary'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanernan mod.al
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalr- pelayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memitiki kemarnpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsuag) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O81l 7382
Short Message Service (SMS) : Oafi 7392 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraerrimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) 6."rtU

13 Jarnitran Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan rtilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periar:Laa,- yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertarrian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id,
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
pefiziman dilihat pada
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

website www.dpm-
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o Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film

ilo KOUFOITEX URAIAIT

1 Dasar Hukum 1.

2.

3.

+.

undang-undang nomor 33 tahun 2OO9 tentang perfilr:aan
(lembaran negara republik indonesia tahun 20O9 nomor 141,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 506O);
peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian
pendirlikan dan kebudayaan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2015 nomor 15) sebagaimana teL,ah diubah
dengan peraturan presiden nomor 1O1 ta.Lun 2O18 tentang
perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2015
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan (lembaran
negara republik indonesia tahun 2O18 nomor 192);
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun
2018 tentang organisasi dan tata keq'a kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2O1g
nomor 575);
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonpenzinan klpada
kepala dinas penanrmare modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enirn.

2 Persyaratan Layanan 1. Profil Usaha / Perusahaan
2. Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000
3. Fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha
4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan usaha yang Valid

Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahanreya dari pejabat yang
berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)

5. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah / SIfl / Sertifikat
Tanah

6. Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengajuan permohonan izin)

7. Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BpJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Setelah NIB
Terbit)

8. Foto Copy Bulirti Bayar Pajak Reklame (setelah NIB Terbit)
9. Foto Copy IMB Usaha / Kantor
l0.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa /rnilik slang lain
11.Surat keterangan persetujuan tetangga diketahui Rf, Kepala

Desa/Kelurahan
12.Email Aktif
l3.Dokumen Pendukung Berdasarkan Jenis Usaha d.an

Peraturan di Masing - Masins Usaha vans dimohon
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offrce /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta pers5raratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsa}.an dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jik permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tiqjau lapang bersa:na Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu rtilakulgan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan fuasil tinjau lapang dan
menyerahkarr berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
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untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

selcretaris terhadap sertifikat petmohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengarnbilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setel,ah persyaratan
dinyatakan lengftap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Peizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP delam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti:
a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Anlikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintatran,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektrorrik; darr

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 +44
Short Message Service (SMS) : OBll7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jatnin611 Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikad OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lim3) sla11t

13 Jarninan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkudita.s karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainoya.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

L. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiaP bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaku-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. go.id.

www.dpm-
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o Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa Teknik, pengarsipan Film

ro KOTPOITEIT T'RAI,AT

I Dasar Hukum 1. undang-undang nomor 33 tatrun 2OO9 tentang perfitman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor l4L,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5060);

2. peraturan presiden nomor 14 tahun 2O15 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2O15 nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan presiden rtomor 1O1 tahun 2O18 tentang
perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2O15
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaarr. (lembaran
neg€ra republik indonesia tahun 2O18 nomor 192);

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun
2O18 tentang organisasi darr tata. kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2018
nomor 575);

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2O19 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonpetiztnan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim'

2 Persyaratan Layanan 1. Profil Usaha / Perusahaan
2. Surat perrryataan Pemenuhan Komitoen bermetrai Rp. 6.0O0
3. Fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha
4. Foto copy Kartu IIPWP Perorangan dan usaha yang Valid

Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat yang
berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)

5. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah / SKT / Sertifikat
Tanah

6. Fotocopy Bulrti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengajuan permohonan izin)

7. Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersanglrutan (Setelah NIB
Terbit)

8. Foto Copy Bukti Bayar Pajak Rekla:ne (Setelah NIB Terbit)
9, Foto Copy IMB Usaha / Kantor
1O.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa /

milik orang lain
lL.Surat keterangan persetujuan tetangga diketahui RT, Kepala

Desa/Kelurahan
12.Emai1Aktif
l3.Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan

Peraturan di Masing - Masing Usahayang dimohon

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font olEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinat memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admrrinistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan I(asi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng!<api, jika permohonan perlu

' peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaanr sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau laparrry bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yar:g memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Ttrgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menya:npaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Telmis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan merryerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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registrasi pada pennohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket Densambilan.

4 Jangka Waktrr
Penyelesaian

Wakttr Penyelesaian 7(tujuh) hari ke4'a setelah persyaratan
dinyatakan lenglap.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan periainan terdiri dari :l,oket-1oket Pelayanan
seperti:
a. L,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanafilan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalatn pelayanan penanaflran modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Layanan
perizinan elektronik; dan

5. MemiL'ki kemampuan mengolah data secara elektronik,

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp [,ayanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : A81L 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenirr@mail.sstn
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7342 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 tlima) orang

13 Jaminan Keatnaaa:e
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanrian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait l,ainnya.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tuqas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaps*an juga mel,alui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian peng4juan perizinan dan non
periiIrran: dilihat pada
ptsp.muaraerrimkab. go.id.

website www.dpm-
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o Surat Rekomendasi Impor Film

ro KOTPOITF;IT TIRAIAIT

1 Dasar Hukum undang-undang nomor 33 tahun 2OOg tentang perfitman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor l4l,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5O60) ;
peraturan presiden nomor 14 tahun 2O15 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik indonesia
tahun 2015 nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan presiden rromor 1O1 tahun 2O18 tentang perubahan
atas peraturan presiden nomor L+ tahun 2015 tentartg
kementerian pendidikan dan kebuday€ran (lembaran negara
republik indonesia tahun 2O18 nomor 192);
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan rromor 11 tahun
2O18 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2018
nomor 575);
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pel,ayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan carnat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Profil Usaha / Perusahaan
2. Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.0O0
3. Fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha
4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan usaha yang Valid

Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat yang
berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)

5. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanal: / SI(I / Sertifrkat
Tanah

6. Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengqiuan permohonan izin)

7. Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Setelah NIB
Terbit)

8. Foto Copy Bukti Bayar Pag'ak Reklame (Setelah NIB Terbit)
9. Foto Copy IMB Usaha / Kantor
1O.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa /

rnilik orang lain
11.Surat keterangan persetujuan tetangga diketahui RT, Kepala

Desa/Kelurahan
12.Email Aktif
l3.Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan

Peraturan di Masing - Masing Usaha yang dimstrsn

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizina:r dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Ad:nnioistrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng[api, jika permohonan perlu
perrinjauan l,apangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlrrkan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjanr lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan merryerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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@ dan dikembalikan kepada Kasi AP

urrtuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh

Kepala DPM-PTSP;
L2.KepaJaDPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14. Penveratran SK kepada pemohon melalui loket pengambilan'

4 Jangka Wal$u
Penyelesaian

Waku Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setel,ah persyaratan

dinyatakan lengkap.

5 Biaya I Tartf. Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan

7 Satana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

@a PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizir:,Lat terdiri dari :Loket-loket Pel'ayanan
seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala,n pelayanan petizinan meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Periziaan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.
d.
e.

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan ainimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan lreraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanamari modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan lnternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
+.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811
Short Message Service (SMS) : OBIL 7382 4+4
Email :dpm-ptspmuaraenir:r@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 +++

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima; srant

13 Jarniaan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizimara yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiaP bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website Luw1l.dptll-
rtl stt. rnu a r a enimk ab. g o. !9!.
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o lzin Mendirikan Bangunan [MB)

ro KOEPOTET I'NAIAII

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor O8 Tahun
2O 1 1 Tentan g Perizinan Tertentu

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpetianan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp' 6OOO dan di cap;

2. Rekomendasi Tim Teknis Kabupaten;
3. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir terhadap bangunan yang

diqlukan iain;
4. Fotocopy Kepernilikan Tanah;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (ICTP) dan NPWP Pemohon;
6. Fotocopy NPWP Perusahaan;
7. Gambar Rencana Bangunan sesuai dengan Bestek yang sudah

dilegalisasi;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
9. Rekomendasi Camat;
10. Surat Pernyataan Sanggup Memelihara Kebersihan

dilingkungan Bangunan dan menjaga teq'adinya Pencemaran;
11.Sket Lokasi Bangunan dilenglapi ukuran jarak bangunan

dengan jalan, Rel dan atau sungai;
12. Surat Persetujuan Sebelah Menyebel,ah;
l3.Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Cabang yang

sudah dilegalisasi oleh Pejabat Berwenang;
14. ffislamr'irkan IMB Lama Bagi Permohonan lzin Merubah,

Menambah bentuk Bangunan;
15. Melampirkan Fotocopy Dokumen Linglungan yang dilegalisasi

oleh Pejabat Berwenang;
16. Melampirkan Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaanr Tanah

(rPPT);
17. Advice Planning dari Dinas PUPR;
18. Surat Keterangan Domisili dari Kepa1a Desa/Lurah;
19. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (MB);
2o.Surat Kuasa di atas materai Rp. 600O dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.

3 Sistem Mekanisne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan peqielasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce f Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan per:rrohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan periainan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonafl serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admnirristrasi perizinan;

5. Selanjutrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapa:agan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP mel,alui Ikbid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tir{au lapangan melalui
Surat Tugasi

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan l,apangan,
menyatnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permoh.onan yang sudah leng!<ap ke I{abid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

LO. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
reqistrasi oada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

307



untuk cetak sertifikat permohorran izir;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK kepada pemohon melalui lokelqngqlgbiLr'' -

4 Jangka Wakfir
Penyelesaian

i(APabila PersYaratan dinYatakan

lenglap

5 Biaya / Tarif Sesuai Ketetapan SKRD

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana darr prasarana PISP dalam melaksanakan
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanao sePerti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizitan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

dalam pelayanan perizinan

identifikasi

E (srnpetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerirrtahan,
ekonomi, hukum dan admirristrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman ddar. pelayanan pen€rn€rman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
periainan elektrorrik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:
Short Message Service (SMS) : OSLL 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmai1. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

o81t 7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksa:ea Maksimal 5 (lirna; slan*

13 Jaminan Keatnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

L. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

L Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakttr;

2.Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.eo.id.

3.Progres report penyelesaian peug4iuan penzinan dan non
perizinan dilihat Pada website www.dpm-
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o lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)

ilo ITOUPOITEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 201-9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periziman Dan Nonpetizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

1. Formulir Permohonan diatas materai Rp.6OOO dan di cap;

2. Surat Kuasa Pemohon/Mewakili Pemohon;

3. Fotocopy sertilikat badan usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh

lembaga;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KfB NPWP Pemohon;

5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaandan Akte perubahan yang

dilegalisir oleh pejabatbenrenang;
6. Melampirkan kartu PJT dari Dinas PU PR;

7, Pas foto Direktur utasta/ penangung jawab berwarna ukuran 4 x 6 (3

lembar);
L Fotocopy Tanda lunas PBB Lokasi Tempat Usaha (Tahun Terakhir);

9. Foto papan namaperusahaan;
10. Neraca pemsahaan tahua buku terakhic
11. Daftar pengalaman kerja;
L2. Daftar peralatan dan perlengkapan beserta fotonya;
13. Daftar pengurus perusahaan;
14, Surat pernyataan sebagai tenaga teknik tugas penuh perusahaan;

15. Fotocopy Ijazah terakhir tenaga tekhnik dan non tekhnik;
16. Fotocopy tanda registrasi anggota organisasi profesi;

L7. Fotocopy IMB, SIUP dan NIB yang masih berlaku;
18. Fotocopy NPWP Perusahaan;
19. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

I

\. PersyaratanSIUJI{NperpaaJargaa:
I f . Formulir Permohonan diatas materai Rp.6ooo dan di cap;

I Z. Fotocop5r Sertilikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh

I Lembaga;
I S. Surat Kuasa Pemohon/Mewakili Pemohon.
I +. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA| dan / atau Sertifikat Keterampilan

I tsff) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang

I t"tah diregistrasi oleh Lernbaga;

I S. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)

I V*g ditengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga

I enli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-

| "ut'| 0. FotocopyTanda Registrasi Anggota organisasi Profesi;

I Z. Fotocopy Ijazah terakhir Tenaga Teknik dan Non Teknik;
I s. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWfl Perusahaan;

I s. Surat Pernyataan $slagai fenagaTeknikTugas Penuh Perusahaan;

I ro. Daftar Pengurus Perusahaan;

I r r. Daftar Pengalaman kerja;

I n. Pas FotoDirektur / Penanggung Jawab berwarna ukuran 4x6

I sebanyak 3 (tiga) lembar (berwarna);

I fg. FotocoovTandaLunasPBBTahunTerakhir.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front o{Iice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periainan memvefilikasi ulang
kelengkapan pennohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admnirristrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi pef,syaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng[api, iika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada I(asi.
PfP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohouan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melal<ukm jadual tinjau laPang bersanna Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyar.paikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta. menuangkan
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hasil pemeriksaan dalam BAP;
9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dart

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan llenornor€m
registrasi pada permohonan dan riikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jang[a Waktu
Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja- (Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

5 Produk Layanan Dokumen periainan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1.

2.

Sarana dan prasarana PTSP dala- melaksanakan idenffikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Infor:masi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periainan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

pelayanan perizinan3.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturafl tentang penan€rman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elekrorrik; dan
Memiliki keme'npuan mengolah data secara elektronik.

1.

4.

5.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si:
Short Message Service (SMS) : O8L17382 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Apljkasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
+.
5.
6.

o81L 7382 444

11 Jarnineur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirnal et*tU

13 Jatni4a11
Keamanan dan
Kesel,amatan
Pelayanan

Pel,ayanan periainan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel
dan transparan;
Perizinan yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait antara lain
dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bul,an dan setiap tahun,
lnaupurr apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilapslkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraelrimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengqluan perizinan dan non
perizinan dilihat parla website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.so.id'

1.

2.
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. Izin Penyelenggara Reklame

ro I(OIFOIIEX] TIRAIAT

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati No. 4 Tatrun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di l(abupaten Muara Enim

2 Persyaratan [,ayanan 1. Mengisi Formulir Permohonan diatas materai Rp.6OO0 dan cap.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon.
3. Fotocopy Alrte Pendirian Perusatraan yang telatr dilegalisasi.
4. Fotocopy surat perjanjiansewa menyewa (apabila bangunan /

lokasi bukan oilik sendiri)
5. Bulfti Lunas sewa lahan pada sarana dan prasarana yang

dikuasai oleh daerah dan /atau milik masyarakat.
6. Bukti lunas pajak reklame.
7. lzir: aendirikan bangunan bag yang dipersyaratkan.
8. Izin penggunaan Ustrik dari instarsi yang berwenang delarn hal

reklame 5rang diselenggarakan menggunakan tenaga listrik.
9. Bulai biaya jaminan bongkar beg' rsLleme yang berukuran

sedang dan besar.
10. Foto lokasi petnasangan reklame.
11.gambar denah titik lokasi petnasangan reklzrme disertai alamat

lengkap lokasi pernasangan dilegalisasi oleh Dinas PU PR.
12.gambar konstruksi yang akan dipasang dilegalisasi oleh Dinas

PTJPR.
13. Surat Kuasa di ata.s materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP bagi

vanc dikuasakan.
3 Sistem Mekanisr.e dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanarr

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lenglcap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan periainan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelerrgkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembaliksrr untuk dilenglapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PIIIP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sestrai dengan perundang-
undangan untuk pernohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersarna Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Telcrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyanpaikarr hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalpm BAP;

9. Koordinator Tim Teknis mel,aporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan lrcnomoran
registrasi pada pennohonan dan dikembalikarr kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

l l.Pemarafan rtilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesatran);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensanbilan.

4 Jangka Walrhr
Penyelesaian

7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabitra Persyaratan dinyatakan
lengkap)

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinarr

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan p,rasarana PTSP dalam melaksanakan identifkasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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Loket-loket Pela5ranan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasr' Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Periainan;
d. APlika$Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimaf sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalatn pelayanan penanaman modal
dan peLayanan terpadu;

4. llvtsmiliLi kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemarnpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Melalui konsultasi
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 73g2
444
Short Message Seryice (SMS) : OBLL 7382 4q4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplika-si SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) slan*

13 Jarninan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi fisamFaikan
kepada Bupati faik ss6ar.a berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilap6ftss juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperiainan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o lzin Dispensasi Jalan

ro IIOUPOTTEIT I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2018 tentang pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elehronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9O, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

2. Peraturan Menteri pekeg'aan Umum dan perumahan Ralgrat
republik Indonesianomor lg/W./Ml2}tg tentang
Penyelenggaraan lzifi. Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertilikat Laik Fungsibangunan Gedung melalui
Pelayananperizinan Berusaha Terintegrasi Secara elCktronik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenzinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Cam31 Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang aitanaatangani oleh pemohon
disertai materi Rp. 6OO0 dan di cap;

2. Fotocopy lunas PBB tahun teraldrir dan masitr berlaku;
3. Fotocopy surat keterangan tanah / bukti perolehan tanah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( l(Tp) pemohon dan NpWp

Pemohon;
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang di legalisasi;
6. Fotocopy Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi

BKPRD;
7. Data. Ukur Peil Eksisting (Garnf4. Remitting) dafi UpT ppp Dinas

Sumber Daya Air sebanyak 2 rangkap (Kalkir dan re-kalkir) dan
softcopy dalarn format Auto CAD dan CD beserta gambar .A3;8. Kajian Tata' Pttr/Perhitungan Zero Run otr (Untuk takasi Kegiatan
yang rawan banjir/luas lahan diata.s Soo0m2/bangunan g-dung
yang merniliki basement/bangunan lebih dari 4lantai;

9. Melampirkan NIB;
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penj'elasanE-front officel
Pelayanan

2. Pemohon melengftapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / peLayanan;

3. Font office memverilikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5- selanjutnya verifikator dan Kasi Ap m.meriksa kembali
keabsatran dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas p"r-oir.orrr'
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
lllrnjauan lapangan maka Kasi Ap membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi reknis untuk
permohonan idnyang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaa' administrasi dan lapa.gan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pimohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tir{au lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke-Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cefak sertiifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan sekretaris
lerhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
lzl.Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket rrensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

-1-JIJ



6

7

Produk Layanan Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan pt
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

frstem 
aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan

a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

meliputi

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bida'g pemerintahan,
ekonomi, hukum dan admi?ristasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penana"nErn modal danperizinan
3. Memiliki pengalaman'dalrtn pelayanan penana"nan modal dan

pelayanan terpadu;
4. Memiliki.kematnpuan mengoperasikan aptikasi layana4 perizinan

elektronik; dan
5. Memiliki kemernFuan mengolah data secara elelrtronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan pengaduan dan Konsultasi: Og11 Z3g2 44+4. Short Message Service (SMS) : OgLlZ3g2 444
!. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.s61a
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jamin4l Pelayanan Pelayanan dilaksanakan_ sesuai dengan standar operasionar
Prosedur dan Aplikasi OSS

Maksirnal 5 (lima) or.r,t2 Jumlah pelaksana

13 Jarnirran Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan seca.ra
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal-

1.

2.

t4 Evaluasi Kineg'a
Pel,ayanan

1. Laporan evaluasi,pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik se-cqra berkata &ai"p butan d:"rr;;;t't h"r,

^ maupun apabil;a diperlukan sewaktu_waktu;
2. Secara berkala {hp"-rFr. jr,ga melalui website www.dpm_ptsp.muaraenimkab. go.id
3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinanperizinan dilihat pad" websiteptsp.muaraenimkab.qo.id.

dan non
www.dpm-
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o Surat Izin Peil Banjir

ro KOUPiOITEIT I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol8 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6215);

2. Peraturan Menteri pekeq'aan Umum dan Perumahan Ralryat
republik Indonesiareomor Lglk..lMl2}Lg tentang
Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertifikat Laik Fungsibangunan Gedung melalui
Pelayananperieinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahur^ 2OL9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Moda1 Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Errim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6O0O dan di cap;

2. Fotocopy lunas PBB tahun terakhir dan masih bertaku;
3. Fotocopy surat keterangan fanafu / buhi perolehan tanah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( I(Tp) pemohon dan NpWp

Pemohon;
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang di legalisasi;
6. Fotocopy Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi

BKPRD;
7. Data, ukur Peil Eksisting (Gambar Remitting) dari IrpT ppp

Dinas Sumber Daya Air sebanyak 2 rar,Lg@ tKalkir dan re-
kalkir) dan softcopy dalam format Auto CAD dan CD beserta.
gambar A3;

8. I(ajian Tata Air/Perhitungan Zero Run Ofl (Untuk Lokasi
Kegiatan yang rawan bar{ir/luas lahan diatas
SO00m2/bangunan gedung yang memiliki basement/bangunan
lebih dari 4lafltai.

9. Melampirkan NIB;
3 Sistem Mekanisne dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan dt Front office7
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice f Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapal permohonan, jik"
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untu[
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas p..-ohorr*
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat srat kepad.akasi.
PTP melalui Kabid PISP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tir{au lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menya:npaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dal^rn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Janel<a Waku
Penyelesaian

7 lrari
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk l,ayanan Dokumen perizinaa

7 Sarana, Prasarana,
dan/ata'u fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pel,ayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. l.oket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan periztnart
meliputi:
a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana L. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€meanan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pel,ayanan penanarna.n modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memililci kemampuan rnengoperasikan apUkasi layanan
perizinan elekronik; dan

5. Merniliki ksnrarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan laogsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Sernice (SMS) : OSLL 73a2 +44
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ssra
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Ja-itran Pelayanan Pelayanan rrilaksanakarr sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarnineur Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi peLaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan

IIo KOIPOTET I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62L51;

2. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat
republik Indonesianomor t9 lfu..lM/2OL9 tentang
Penyelenggaraan Izarr Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertifrkat Laik Fungsibangunan Gedung melalui
Pelayananperizinan Berusatra Terintegrasi Secara elektronik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiztnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 60OO dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KIP) pemohon dan NPWP
Pemohoa;

3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisasi;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memeauhi dan mematuhi

semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izirr
pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas;

5. Melatnpirkan NIB

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memvefiIikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan l,apangan maka Ifusi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkarr
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dala:n raelaksanakan identifikasr
produk pelayanan perizinan terdAi dari :

Loket-loket Pelayanan seperd :

a. Loket tnformasi;

3t7



b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a- Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. APlikasiPengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorri, hukum dan administrasi negara;

2. Memitiki pengetahuan peratur€ur tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pel,ayanan pen€maman modal
dan pelayanan terpadu;

{. LdsyniliLi kemampuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Sarant,

dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 4+4
4. Short Message Service (SMS) : OAtt 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jami?ran Pelayanan Pelayanan rtilakseurakarr sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

\2 Juml,ah pelaksana Maksimal5 (1im4 orang

13 Jaminuur Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pel,ayanan

1. Laporan evaluasr pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian peng{uan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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. Sertifikat L,aik Fungsi

ro KOUFOTEn I'N.AIAIT

1 Dasar Hukum

3.

1.

2.

Peraturan Pemerinta.h Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pel,ayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 9O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62LS);
Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
republik Indonesianomor L9 lPrtlMl2OLS tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedungdan
Serffikat Laik Fungsibangunan Gedung melalui
Pelayananp erizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektrorrik
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan Dan Nonpenzinan Kepada
Kepda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan CArr,at Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1.

2.
3.
4.

5.

8.
9.

10.

Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6OOO dan di cap;
Fotocopy lunas PBB tahun terakhir dan masih berlaku;
Fotocopy surat keterangan tanah / bukti perolehan tanah;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) pemohon dan NPWP
Pemohon;
Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung
untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi meliputi:
Kesesuaian data alrtual (terakhir) dengan data dalam
dokumen status hak atas tanah;
Kesesuaian data akttral (terakhir) dengan data dalam IMB,
dan/atau dokumen status kepernilikan bangunan gedung
yang semula telah ada ditniliki; dan
Kepernilikan dokumen IMB
Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung
untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif meliputi:
Kesesuaian data alrhral dan/atau adanya perubahan dalam
dokumen status kepemilikan bangunan gedung berdasarkan
pada perubahan kepemilikan;
Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan
dalam dokumen status kepe-ilikan tanah dan;
Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan
data dalam dokumen IMB berdasarkan antara lain adanya
pemecahan IMB atas permohonan pemilik'
Melamoirkan MB:

7.

11.

L2.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjel,asan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefilikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenulri persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka lfusi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
mel,akukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iztn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalan BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melaltri staf sekretariat tnemberikan perromor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan rlilakukaq oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk

1.

3.

+.

6.

7-

8.

9.

10.

11-
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L2.
13.
L4.

ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada pemohon melalui loket nensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalaa melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengarnbilan.
Sistem aplikasiyang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aolikasi GIS.

a.
b.
c,
d.
e.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanam.rn modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dal.- pelayanan penanemarl modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

+.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak sarandanpengaduan;
3. Whatsapp [,ayanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
+. Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenira@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jamineur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi Q$5

t2 Jumlah peLaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 JatniTral Keamanan
dan Keselamatan
PeLayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sekoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. go.id.

website www.dpm-
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. lzin L,okasi

ro rouPorEr UNAIAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati No. 4 Tatrun 2O19 Tentang Pendelega.sian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

Fotocopy Akte pendirian Perusahaan;
Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;
Sket/ Gambar Tanah yang dirn6fue11'
Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang
berhak atas tanahnya;
Melampirkan Peta dan titik Koordinat lahan Jrang dirn6fue1.
Proposal / Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lzin Lokasi dari OSS;
Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan;
Rekomendasi kesesuaian Lokasi jang rtirnstroa dengan Rencana
tata Ruang (advice plannrg) dari BKPRD;

l0.Rekomendasi Pertimbangan Teknis Mengenai status Hutan dari
Dinas Kehutanan Provinsi SUM-SEL;

1l.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi yang
dikuasokan.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

3 Sistem Mekanisne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengfuapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / PeLayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan
belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan
maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid
PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendatrara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izinyang memedukan tinjau lapangan melalui Surat
Ttrgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratarl teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukaq oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

I2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesatran);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket nencambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja-(Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalrm melaksanakan
pelayanan perizinan terdiri dari :

produk
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c.
d.

Loket-loket Pelaianan seperti :

a. Loket Irrfornasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalr- pelayanan meliputi

Aplkasi Online Perizinarr;
Aplikasi Bedah lrrvestasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentaflS pen€maman modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan p€n€rnam€m modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kenarnpu.rn mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemanpuan mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp [,ayanan Pengaduan dan Konsultasi: O811
Short Message Service (SMS) : 08117342 444
Email :dpm-ptspmuaraerrir@mail. com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraeniokab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7382 44+

11 Jaminan Pelayanan Pel,ayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinetja
Pelayanan

1. l,aporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati fuaik secara berkala setirF bul,an dan setiap tahun,
Eraupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report perryelesaian peogqiuan perizinan dan non
periztnan dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.ro.id.

322



. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IppT)

ro BOf,rtOTET UNfiAT

I Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekedaan Umum Dan Perumatran Ra$at
Republik lndonesia Nomor Ollh.lMl2O18 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun

2. Peraturan Bupati No. 4 Tatrun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiainan Kepada
Kepala Dinas Penana-an Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

l. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( IffB pemohon dan Np\lVp
Pemohon;
Fotocopy IMB;
Fotocopy lzin [okasi;
Sertifikat Hak atas Tanah;
Fatwa Peruntukan Tanah;
RencanaTapak;
Gatrbar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan
beserta pertelaannya yang menunjukkan derrgan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersana,
benda bersama, dan tanah bersamer;
Gr-bar rencana jaringan dan instalasi beserta
perlengfl<apannya;

12. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
13. Melampirkan NIB;

3 Sistem Mekanisoe dan
Prosedur

1.

2.

3.

4-

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta p€rs5/aratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pel,ayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lenSkap diteruslcan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan;
Ihsi Pelayanan perizinan dan non perizinan msrtysfifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kernbali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
rtiksrnSelikerl untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui lhbid PTSP;
Pemohon metrakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai deegan pemndang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PISP dan Ihsi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Ttrgas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan arllninistr.agi dan
liapangan, menyampaikanr haf-hal yang perlu dil,akukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dda'n BAP;
Koordinator Tim Teknis mel,aporkan hasil tinjau lapang dan
Eenyerahkan berkas perrnohonan yang sudatr lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan meayerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Iksi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan unttrk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;
Kepala DPMPTSP menandatanrgani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada rrcmohon melalui loket oencambilan.

6.

7.

9.

10.

1l

L2.
13.
t4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja-

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakarr Pgfilusi
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5 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari Loket-loket Pel,ayanan

seperti:

a. L,oket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Lrcket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang Penanarnan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. lyfsrniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beq'enjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Sarart,
dan Masukan

L. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3, Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
+. Short Message Sernice (SMS) : OalL 7342 444
t. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
t. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarni?r€ul Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Ja:ninan Keamanan
dan Kesela:natan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

L. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian peng4luan perizinan dan non
periznan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o lzin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

ro KOUPiOTEIT ITRAIAtr

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor Ol/W./Ml2O18 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah susun

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahut 2Ol9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizrnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 60OO dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) pemohon dan NpWp
Pemohon;

3. Fotocopy IMB;
4. Fotocopy Izin Lokasi;
5. Sertifikat Hak atas Tanah;
6. Fatwa Peruntukan Tanah;
7. RencanaTapak;
8. Gambar rencana arsitekturr yang memuat denah dan potongan

beserta pertelaann5ra yang menunjukkan dengan jehJ batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9. Gambar renc€ma strukttrr beserta perhitungannya;
1O. Gambar renc€ma menunjuld<an dengan jel,as bagian bersama,

benda bersatna, dan tanah bersama;
11. Garnbar rencana jaringan dan instalasi beserta

perlenglapannya;
L2. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
lJ. l\dslampirkan NIB;

3 I Sist m Mekanisme dan
I Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir aan@
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

3. Font office memverifika.si kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

+. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
glang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan do verifi.kasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembari
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan 

"p.Uit"kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas p"r*oIlor*
dikembalikan untuk dilengfapi, jika permoh-onan perlu
peninlluan lapangan maka Kasi Ap membuat sr"t tepaaa
Kasi. PfP melalui Kabid pTSp;

6' Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumser
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan p.r"rra"rrg_

- 
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi pTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Telorisuntuk permohonan iztn yang mLmerlukan tinjau t"purr!*
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapan-gan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan olehpemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta

- menuangkan hasil pemeriksaan dalarn f!f,p;9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berka,s^ permohonare yang sudah tenglp teKabid PISP d.l FO untuk p"mbu"t n SK proJes'dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomora'
registrasi pada permohonan dan dikembalikan tepada Kasi Apuntuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dansekretaris terhadap sertifikat permohonaie untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pISp;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyeratran SK kepada oemohon rnelaftri lnlrar l-;t--

4 Jangka Waltu
Penyelesaian

7 (Tujuh ) Hari Kalender Ker1'a.
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan iden'fikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari loket-loket Pelayanan
seperti:

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pel,aksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukurn dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentang penana"nan modal
dan perieinan

3. llylsmiliki pengalaman dalam pel,ayanan penanernan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoper€rsikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

s. N[smiliki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui kou sulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l,ayanan Pengaduan dan Konsultasi : 0g11 73g2
444
Short Message Service (SMS) : O8ll T3B2 ++4
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarninsn Pelayanan Pel,ayana' dilaksanakan sesuai dengan standar operasional
Prosedur dan ApUkasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamin4l Kearnanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

1' Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
atttaralain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

- tahun, maupun apabila diFerlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala .lilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.eo.id.
3. Progres report penyelesaian pengqiuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_

ptsp.muaraenimkab. eo.id.
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o lzin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

tro xouPorEr I'RAIAX

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor OLlkt/Ml2Ol8 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Teotang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6OO0 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) pemohon dan NPWP
Pemohon;
Fotocopy IMB;
Fotocopy Izin Lokasi;
Sertifikat Hak atas Tanah;
Fatwa Peruntukan Tanah;
RencanaTapak;
Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan
potongan beserta pertel,aannya yang menunjukkan dengan
jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan
rumah susun;
Gambar rencarta strulrhrr beserta perhitungannya;
Gambar rencana menunjuld<an dengan jelas bagran bersama,
benda bersama, dan tanah bersama;
Gam!61 rencana jaringan dan instalasi beserta

9.
10.

11.
perlengkapannya;

12. Perlzinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
13. Melarnptkan NIB;

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulA beserta persyaratan kemud.ian
menyerahkan ke Front ofi.ce / pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
peridnan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat srat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teloris
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAp;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas peruohonan yang sudah lengkip ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembafikan kepada Kasi Ap
untuk cetek ssrtifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-pTSp;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan S{ kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktr.r
Penyelesaian

7 {Tujuh ) Hari Kalender Kerja-
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket lnformasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.

Sistem aplikasi yang digunakan dala- pelayanan perizinan
meliputi:

a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 [lsmpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Metniliki pengetahuan peraturarl tentang penanaman modal
dan perizinan

3. l\dsrniliki pengalaman dalr- pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memilik'i kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektroni! dan

5. Memiliki kemampuzrn mengolah data secana elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (ata.san langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
4+4
Short Message Service (SMS) : O}LL 7382 44+
Email : dpm-ptspmuaraend@gma il . co m
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pel,aksana Maksirtal 5 (lirn2; 61urr*

13 Jaminan Keamanal
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan set'ap
tahun, maupun apabila dipedukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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. Pengesahan Pertelaan

to KOTFOISEIT I'RAIAIT

I Dasar Hukum Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperidnan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6OO0 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( ICIP) pemohon dan NPWP
Pemohon;

3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisasi;
4. Fotocopy Sertifikat Tanah;
5. Fotocopy Izin Lingkungan;
6. Fotocopy Izin Lokasi;
7. Rekomendasi AMDAL;
8. Gambar Rencana Tapak/Site Plan;
9. Rekomendasi Andal Lalu Lintas;
1 O. Rekomendasi Proteksi Kebakaran;
I 1. Fotocopy IMB;
12.Melampirkan NIB:

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offrce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce I Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinat;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenutri lrcrs5raratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PIP melalui Ikbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izn yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnfaikatr hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan pers,yaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak serffikat permohon an izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat per-mohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oenqambilan.

4 Jangka Walffu
Penyelesaian

7 hari

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sararta, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalry, melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informesi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi:
1. Aplikasi Online Perizinan;
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2. Aplikasi Bedah Investasi;
3. Aptikassi Perizinan;
4. APlikasi PengarsiPan;
5. Aolikasi GIS.

I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukurn dan administrasi negara;

2. \d6miliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalamari dalatn pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

+. Merniliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi l,ayanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 4++
4. Short Message Service (SMS) : Ogll73A2 +44
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlatr pelaksana Maksimal5 (lima) orang

l3 Jamirlan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tatrun, maupun apabitra diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilapslkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab.go.id.
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e Sertifikat HMRS a/n Developer

ro KOUPOTETI I'RAIAT

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Al9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 60O0 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( Imq pemohon dan NPWP
Pemohon;
Fotocopy IMB;
Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
Sertifikat Hak atas Tanah;
Fatwa Peruntukan Tanah;
RencanaTapak;
Gambar rencana arsitekhrr yzur,g memuat denah dan potongan
beserta pertel,aannya yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
L0.Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama;
ll.Gam.bar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengftapannya;
l2.Peridnan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
l3.Melampirkan NIB;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 Sistem Mekanisne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font offi.ce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Ndta untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan perm.ohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
penidauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Ikbid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk peru.ohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal 'yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan ha-"ril tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lO.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

l l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (penges&*);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinm

7 Sarana, Prasanana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

--1JJl.



Loket-loket Pel,ayanan sePerti :

a- Loket Informasi;
b. IaketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan deTatn pel,ayanan perizinan meliputi
:Aplikasi Online Perizinan;
a. Aplikasi Bedah Investasi;
b. Aplikasi Perizinan;
c. Aplikasi Pengarsipan;
d. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan tentanrg penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeqiang (atasan langsung!;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 +4+
4. Short Message Serrice (SMS) : O8Ll73a2 ++4
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7 . Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pel,ayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirn2) elt r*

13 Jarninan Kearnanall
dan Keselamatanr
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan translraran;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara train dinas selrtoral dan instansi
vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan seriap tahun,
maupun apabil,a diperlukan sewalrhr-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli.

ro xorPotrEt I'NAIAIT

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6OOO dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( Kfq pemohon dan NPWP
Pemohon;
Fotocopy IMB;
Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
Sertifikat Hak atas Tanah;
Fatwa Peruntukan Tanah;
RencanaTapak;
Gambar reucana arsitektur yang memuat denah dan potongan
beserta. pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
lO.Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama;
l l.Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta

perlengkapannya;
l2.Periztnaa usatra dari perusahaan pembangurran perumahan;
l3.Melampirkan NIB;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Petizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapun permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Ikbid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
mel,akukan jadual tinjau Lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
l,apangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalqrn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepa1a DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengardpan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Wakflr
Penyelesaian

7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap

5 Biaya / Tarit Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dala- melaksanakan identifrkasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
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seperti :

a. loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pel,ayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. ApUkasi PengarsiPan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan pef,aturan tentang penan.rman modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Merniliki kemempuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elehronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeqiang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : OSLL 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSlt 73A2 +44
Email :dpm-ptspmu6rasnim@.gnail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) sral*

13 Jatnirtan Kearnanart
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yarrg berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

l+ Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secana berkala setiaF bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walrtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

ilo ITOfFOTENT URAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1o rahun 20@
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2OOb 

Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;2. Peraturan Pemerintah Nomor SZ Tahun ZOl2 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab.on 2012
Nomor 1O5, Tambahan Lembara. Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OLa tentang
Pel,ayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215l;4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ot9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan perizinan Dan Nonpe-rizinan {epada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu'Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Errim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan di@
cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTp) dan NpIilp pemohon;
3. Fotocopy Alrta Pendirian Badan dan perubahannya yang teiah

$yht* oleh pejabat yang bersrenang b.g yang terlentuk
badan;

4. Fotocopy Atas Kepemilikan Tanah;
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
6. Pas Foto Berwarna4 x6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
7. Fotocopy Tanda Luaas PBB Tahun ini; 

'

8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. Fotocopy Bukti Hak pengelolaan dari pemilik Daya Tarik

Wisata;
lO.Rekomendasi dari Dinas pariwisata, pemuda dan Olahraga;
! .Melampirkan gambar lokasi tenpat usaha;
l2.Surat Kuasa di atas materai Rp. OOOO dan Fotocopy KTp bagi

yang dikuasakan.
. DAFTARULANG:
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6O00 dan di

cap;
Rekomendasi dari Dinas pariwisata, pemuda dan Olahraga;
Asli sertifikat izin tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatiyang
Masih berlaku;
Fotocopy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan;
Fotocopy Bulai Hak pengelolaan aal pemiUt<
Wisata;
Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar;
Fotocopy Lunas PBB Tahun ini;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy I{Tp bagi
yang dikuasakan.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Daya Tarik

3 Sistem Mekanis-e
dan Prosedur

l. Pemohon mendapat form
Pelayanan

2' Pemohon 
-melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofrce / pelayanan;
3. Font offce memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi pel,ayanan perizin-an; ' r

4' I(T Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefi:Ekasi ulangkelengkapan permohonan serta- pembuatan Nota ,ritrt
diteruskan dan do verifikasi oleh KasfAdmninistrasi peLinL;

5. selanjutrya verifikator dan Kasi Ap memeriki. temrarikeabsahan dan kelengkapan permohonan dan 
"p"Uif"kelenkapan belum'nemenuhi persyaratan berkas pu"-oilo.r*

dikembalikan untuk dilengkapi,- jika permohinan perlupjlrrrj"y?rr l,apangan maka Kasi Ap membuLt srat kepada'Kasi.
PTP melalui I(abid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan p.*ra.rrg-

_ 1n-dangan untuk permohonan izin terntentu;7. Kabid PTSP dan Kasi pTp raemerintahkan petugas untukmelakukan jadual tinjau trapang bersama lnstansi Tefris 
"rrt"tpermohonan ian yang memerlukan tinjau lapangan melalui

Surat Tugas;
8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan lapancan.
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menyampaikan hal-hal JranS perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kelnrrangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenglap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dil,akukan oleh Kasi AP, Kasi Pel,ayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipaa;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja-

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket tnformasr;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikagi yang digunakan dalam pel,ayanan periirnan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sa4'ana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negar4

2. Memiliki pengetahuan peratrrran tentang penan.rman modal
dan perizinan

3, Merniliki pengalaman dalam pelayanan penan€rm€rn modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki l6stnampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektroni! dan

5. Memiliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Sanan,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Seryice (SMS) : OBLL 73a2 444
Email : dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periirnar: yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, rnaupun apabila diperlukan sewaktu-wakttr;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengql'uan perizinan dan non
p,edzirrata dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

ro ITOUFOIIElt I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupad No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. BARU:
2. Mengisi formulir diatas materai Rp.6O0O dan Cap;
3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
4. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan;
5. Fotocopy Akta. Pendirian badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tga) lembar;
7. Rekomendasi dari Dinas Pariw'isata, Pemuda dan Olahraga;
8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. \,tslarnpirkan IMB, SIUP dan TDP;
lO.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
1 1. Fotocopy Kepemilik4l Tanah;
1 2. Melampirkan dokumen Lingfuungan.
. DAFTARULANG:
1. Mengisi formulir diatas materai Rp.60OO dan Cap;
2. Sertifikat asli Tanda Daftar Jasa Perjalanan Pariwisata;
3. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 lembar bedratar belakang merah;
4. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front ofEce /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periainan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Adoninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengftapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PISP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan iirr:yarrg memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkafl
hasil pemeriksaan 6alam BAP!

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tir{au tepang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonam dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Keoala DPM-PTSP:
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l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin hengesahanl
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahqn SK kepada pemohon melalui loket Densambilan.

4 Jangka Wahu
Penyelesaian

7 ft$uh ) Harl Kaleader KerJa.

s Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6

7

I

Produk Layanan Dokumen perizinan

Sanana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan presaraqa PIS@
iden':fikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pel,ayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Iaket Pengambil,an.

3. Sistem aplikasi yang digunstlsl datnm pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online periainan;
b. Aplikasi Bedah tnvestasi;
c. APlikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Peliaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam peLayanan penanaman modar dan
pelayanan terpadu;

+. Memiliki kemarqpuan mengoperas:ikan aptikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenrjang (atasan langsung);

10

11

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0g11 ZSg2 444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 +4+
Email :dpm-ptspmuaraenim@mait.sq6
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Pel,ayanan rrilaksanakan_ sesuai denga' Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

Maksimal 5 (liara) ot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jarninan Pelayanan

t2 Jumlah pel,aksana

13 Jaminart Keamana1't
dan Keselamatan
Pelayanan

l. P-elayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2' Perianan yang berkuaritas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pel,ayanan

1. Laporan evaluasi-pelaksonaan tugas da, fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala *ai.p bul,an d; ;d;;--t"h._,
maupun apabila diperlukan sewaktu_waktu i2. Secara b€rkala {hpT}"q juga melalui website www.d.pm_ptsp.muaraenimkab.so.id

3. Progres report penyelesaian pengqjuaa perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpm_ptsp.muaraenimkab. go.id
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r Tanda Daftar Usaha Jasa Peq'alanan wisata

ro KOfPOITEil I'NAIAIT

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OL2 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1O5, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62L51;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pel,ayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

i)

1.
2.
3.

1. BARU:
2. Mengisi formulir diatas materai Rp.6O0O dan Cap;
3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
4. Surat Kuasa di ata.s materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan;
5. Fotocopy Alrta Pendirian badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (trga) lembar;
7. Rekomendasi dari Dinas Pariw'isata, Pemuda dan Olahraga;
8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. Melampirkan IMB, SIUP dan TDP;
10. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
11. Fotocopy Kepemilikaa Tanah;
12. Melarnpirkan dokumen Lingkungan.

DAFTAR ULANG:
Mengisi formulir diatas materai Rp.6O00 dan Cap;
Sertifikat asli Tanda Daftar Jasa Perjalanan Pariwisata;
Pas foto warrra 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang
merah;

4. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.
3 Sistem Mekanisne

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front oftce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perieinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifiikasi oleh Kasi Adanrinistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan pedu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau trapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang pedu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat mernberikan penornor€rn
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonat izim;

l l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatanearri oleh
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Kepala DPM-PTSP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangarei SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket oensanbilan.

4 Jangka Walfil
Penyelesaian

7 (nduh, Had Kaleader KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasar€ma PTSP dalam melaksanakan identilikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizirian meliputi

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.
d.
e,

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono*i, hukum dan administrasi negara;
l\dgmiliLi pengetahuan peraturalx tentang penanam€m modal dan
perizinan
Metniliki pengalaman dala- pelayanan penanaTnan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengopejasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemempu€m mengolah data secara elektronik.

1.

2.

3.

4.

5.

9 Pengawasan Internal 4. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi l,angsuog;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:
Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
Email :dpm-ptspmuaraenirn@g,rn ail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

o8L1 7382 4+4

11 Janinan Pel,ayanan Pelayanan rlilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaming11 Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dil,aksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan furlgsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila dipedukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

ro NOUPiOITEf, URAIAT

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5f Tahun 2OL2 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62151;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpeiziman Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. BARU:
2. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6O0O dan cap;
3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
4. Surat Kuasa di atas materai Rp. 600O dan Fotocopy fffP bagi

Yang dikuasokarr;
5. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telatr

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (trga) lembar;
7. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata" pemuda dan olahraga;
8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. fytglarnpirkan IMB, SIUP dan TDP;
1O. Melampirkan PBB tahun ini.
11. DAFTARULANG:
12. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6O00 dan cap;
13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O00 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
14. Asli Sertifikat Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
15. Rekomendasi dari Dinas pemuda dan olahraga;
16. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
17. Mela-pirkan PBB tahun ini.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / PeLayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lenglap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PfP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melalcukan pemeriksaan artministrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tita Tclsrris rnelaporka Lrasil tinjau lapmg dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

lO. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penourorarr
registrasr pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selrretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12. Kepala DPMPTSP menandatangarri SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket peneambilan.

4 Jangka Wat<tu
Penyelesaian

7 (?tdu,hrllasi Kdeader KerJe.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2.
a.
b.
c.
3.

a.
b.
c,
d.
e.

Loket-loket Pel,ayanan seperti :

Loket Informasi;
Loket Pendaftaran;
Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investa.si;
Aplikasi Periainan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

l. Pendidikan Einimat sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-ri, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan Iref,aturan tentang pen€aaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Ntg"niliki keulernpuan mengolatr data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1(l Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui kon sultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382 +44
Short Message Seryice (SMS) : OBll7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11 Jaminan Pelayanan Pel,ayanan rlilaksamakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplika.si Q35

t2 Jumlah pel,aksana Maksimal 5 (lirna) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

l.Pelayanan perianan dan non perizinan dil,aksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2.Peridnan yang berkualitas .karena melibat}an pihak terkait
antara lain dinas sektoral daa instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, rnaupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website unuw.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. so.id.

342



o Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

ro XOTPOITEXT I'NAIAX

I Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Taabahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2Ol2 terrtang Sertifikasi
l(smpetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OL8 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62L51;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

1. Baru:
2. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.600O dan cap;
3. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;
4. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP bagi yang

dikuasakan;
6. Fotocopy Akta. Pendirian badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagr yang berbentuk badan;
7. Pas Foto berwarnaukuran 4 x6 3 (tiga) lembar;
8. Fotocopy dokumen lingkungan;
9. Fotocopy IMB, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha;
10. Melampirkan Laik Hygiene
11. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini.

. DAFTARULANG:
12. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.60O0 dan cap;
13. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;
14.Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Potocopy KTP bagi yang

dikuasakan;
15. Melampirkan Laik Higiene dari Dinas Kesehatan;
16. Asli Serffikat Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman;
17. Pas Foto berwarna ukuran 4 x6 3 ftjsd lembar

3 Sistem
Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office I
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pel,ayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perjzinan dan non periainan memveffikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifrkasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP meraeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendatrara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan idn yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
T\rgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Ka.bid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dao menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomor.rn registrasi
pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak
serffikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertjfikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP aenandatansani SK izin {Deneesahan):
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13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Walfi-r
Penyelesaian

7 ft&h )Hari Kdender KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana,
Prasarana,
dan/atau fasilitas

L. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Ioket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Iavestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

t Kompetensi
Pelaksana

a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

b. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarn€rn modal dan
periitnart

c. Memiliki pengalaman dalarn pelayanan penanam€rn modal dan
pel,ayanan terpadu;

d. Meailiki kemenpuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

e. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
Kotok saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Seryice (SMS) : OSLL 7382 +44
Email :dpm-ptq)muaraenirn@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

2.
3.
+.
5.
6.

7382

7.

11 Jarninan
Pelayanan

Pel,ayanan dilahsanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah
pelaksana

Maksrrnal 5 (lirn3) slant

13 Jaminan
Ker-anan dan
Keselarnatal
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

l,aporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tallun,
maupun apabila diperlukan sewakhr-waktu;
Secara berkala dilaFslkatr juga mel,alui website wq r.dpm-
ptsp.muaraenimkab. qo.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.so.id.
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o Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

ro KOIFOITH I'RAIAT

1 Dasar Hukum

2.

1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiainan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

3.

4.

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap;
Fotocopy I,(TP, NP\ilP pemohon;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 600O dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan;

4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang bersrenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Fotocopy dokumen lingkungan;
7. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP;
8. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
. DAFTARULANG:
10. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6O00 dan cap
11. Surat Kuasa di atas materai Rp.6OO0 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan
12. Melampirkan Sertifikat asli yang lama;
13. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
14. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini
15. Rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Ol,ahraga

1.
2.
3.

3 Sistem Mekanisrne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front oftce / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
fiksrafoalikarr untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat sat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Barrk Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksa.an administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tehris serta menuangkan
fiasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lerrg[ap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonarr izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangarri oleh Kepola DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatansani SK izin (peneesahan);
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13.
t4.

Pengarsipan;
Penyeratran SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jang!<a Wat<tu
Penyelesaian

7 {nduhrHed Kdeader KerJa-

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasatana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dala:n melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

Loket Informasi;
Loket Peadaftaran;
Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn
meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

pelayanan perizinan

1.

a.
b.
c.
3.

c.
d.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negareg
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
periainan
Memitki pengalaman dalam pel,ayanan penanarnan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki [s6arnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.

1.

2.

4.

9 Pengawasan Internal Ditrakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsuog;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp l"ayanan Pengaduan dan Konsultasi
Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
Apfikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

: O811 7382 444

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pe1ayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bul,an dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
Progres report penyelesaian pengqluan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. go.id.

website www.dpm-
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o Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegialan Hiburan dan Rekreasi

ro I(OIFOITEIT I'RAIAIT

I Dasar Hukum 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Iembaran Negara Republik Ledonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Trtnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OL2 tefiang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1O5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Ledonesia Tahun 2018 Nomor 1O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan BARU:
1. Mengisi Formulir permohonan diata.s materai Rp.600O dan

cap;
2. Rekomendasi dari Dinas Pariw'isata" Pemuda dan Olahraga;
3. Fotocopy KTP dan NP\MP pemohon;
+. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan;
5. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang
berbentuk badan;

6. Fotocopy dokumen lingkungan;
7. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP;
8. Surat pernyataan keterangan sarana dan prasarana;
9. Surat keterangan tentang perkiraan kapasitas penyediaan

akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan
fasilitas tersedia;

1O. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
11. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini.

DAFTAR UI,ANG:
12. Mengisi Formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan

€p;
13. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
14. AsIi Sertilikat Tanda Da-ftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
15. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
16. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini;
17. Surat Kuasa di atas materai Rp. 600O dan Fotocopy IffP bagi

vans dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjeLasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta pers,yaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pel,ayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelenglrapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
di[sm]alikan untuk dilenglapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Ikbid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Iksi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
SuratTugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hat-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Ti:m Teknis melaporkan hasil tinjau lal'ang dan
merryerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

4.

5.

6.

7.

8.
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registrasi pada pennohonan dan dikembalikan kepada fasi ne
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pencambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 fi$uht llart Kalender KerJa-

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
pel,ayanan perizinan terdiri dari :

1. L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

2. Sistem aplikasi yang digunakan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investa.si;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AptkasiPengarsipan;
e. Aplikasi Ql$.

dalam pelayanan penzinan

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaynan modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Merniliki lsrnarnpuarr mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: O811
Short Message Seryice (SMS) : OSLL7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenia@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

l1 Jarninan pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) elurr*

13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan periainan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab. go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
otsp. muaraenimkab. go.id.

www.dpm-
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o Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi pariwisata

ro KOfPOITEN URAIAT

1 Dasar Hukum l.undang-undang Nomor l0 Tahun 2oo9 t@
fi.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2oL2 tentatg sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang pariwisata

!,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201C Nomor lO5,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang peLayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian

Sewe-nalgan Pelayanan Perizinan Dan Nonpewirran Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim
2 Persyaratan Layanan a. BARU: 

-

2. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.60O0 dan cap;3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
4. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Fotocopy KTp bagi

yang dikuasakan;
5. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannyayang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (riga) lembar;
7. Rekomendasi dari Dinas Parivrisata, pemuda dan olahraga;
8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. ffiglarnpirkan IMB, SIUP dan TDp;
10. Melampirkan PBB tahun ini.
a. DAFTARULANG:
11. Mengisi formulir permohonan diata.s materai Rp.6000 dan cap;
L2. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTp bagi

yang dikuasakan
13. Asli Sertifikat Tanda Daftar usaha Jasa Transportasi wisata;l+. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;
15. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
16. Melampirkan PBB tahun ini.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1 1. Pemohon mendapat
I e"uy.rr.rt
| 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
I menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

| ,. I.": oT:" qemvenlfasi kelengkapan permohonan, jika
I lengkap diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

| 4. 
.K1* Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

I kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
I _ $tgruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
| 5. selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriki kembari
| |.":bfh.t - 

d3r, kelengkapan permohonan dan apabila
| \gtent-<aqan belum memenuhi persyaratan berkas p".*oirorr.r,
I e:-Ialikan untuk dilengt<api, jika permohinan perlu

penlnJauan lapangan maka Kasi Ap membuat srat kepada kasi.
PTP melalui Kabid PTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi pTp memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau trapang bersama Instansi refrris untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan rapanga',
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oteh pLmohon
termasuk kekuranga' persyarata, teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala'n BAp;

9. Koordinator Tim,Teh:is melaporkan h.sil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pelarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.sekretaris melalui staf sekretariat mimberikan penomoran
regrstrasi pada permohonan dan dikembarikan tepJaa Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi Ap, Kasi petayanan dansekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DpM-pTSp;
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t2
13
t4

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan

4 Jangka Waltu
Penyelesaian

7 ft$uht Harl Kdeader KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retr-ibusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan idenfifikasi
produk pel,ayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Apfikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukurn dan administrasi negara;

2. Mernitiki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalam pelayanan pen€maynurn modal
dan pelayanan terpadu;

+. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemernpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilatrukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsulta.si langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382

44+
+. Short Message Service (SMS) : O8fi 73a2 444
5. Email :dpm-ptspnuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.mualaenirnkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan PeLrayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) or€mg

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

to KOUPOtTEIt I'NAIAT

1 Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 1O Tatrun 20O9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OL2
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1.05,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62LS);

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2OL9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penareaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

4.

5.
6.
7.
8.
9.

BARU:
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6OO0 dan cap;
2. Fotocopy KTP, NPWP pemohon;
3. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan;
Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang bers,enang bagi yang berbentuk
badan;
.Pas Foto benrrarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
Fotocopy dokumen lingkungan;
Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan olatrraga;
Fotocopy SIUP dan TDP;
Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

. DAFTAR ULANG :

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap;
2. Melampirkan Serffikat asli yang lama;
3. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga;
4. Pas Foto berrnarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
6. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengfuapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Iksi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Adaninistrasi perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengfuapan permohonan dan apa!ila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau trapang bersama Instansi Telrrris untuk
permohonan izrn yang memerlukan tir{au lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakul<an oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dal,rn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

lo.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 &$uh) Hari Kaleader KerJa.

D Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan pr€rsarana PTSP delarn meLaksanakan
identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. L,oket Pendaftaran;
c. l,oket Peagambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dda- pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online P eriirnaa;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aptikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.
d.
e.

8 (ompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarl'ana terutema bidang pemerintahan,
ekonotni, hukum dan administrasi negara;

2. Merniliki pengetahuan peraturan teartang penanernan modal
dan perizinan

3. N[smiliki pengalaman dalao pelayanan pen€ma"n€u1 modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemernpu€n mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7392 444
4. Short Message Service (SMS) : 08117382 444
5. Eaail :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal $ (lima) orang

13 Jarrinan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akunta.bel dan transparan;

2. Perianan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik sssar'. berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalrtu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerrimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

ro IIOUPOITEIT I'RAIAT

t Dasar Hukum

Peraturan Bupati No. 4 Tatrun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu ban
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Mengisi Formult Per:m.ohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

2. Fotocopy Ikrtu Tanda Penduduk ( KTP) pemohon dan NPWP
Pernohon;

Fotocopy IMB;
Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
Sertifikat Hak atas Tanah;
FatwA Peruntukan Tanah;
Rencana.Tapak;
Garnbar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan
beserta pertelaannya yang raenunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9. Gambar rencana strukur beserta perhitungannya;
10.Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagran bersama,

benda bersama, dan tanah bersama;
ll.Gambar rencana jaringan dan

perlengkapannyer;
L2 -Peridnan usaha dari perusatraan pembangunan perumahan;
13. l4slampirkan NIB;

instalasi beserta.

3 Sistem Mekanisne dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offce /
Pelayanan

2. Pemohon melenglapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelay.anan periainan dan non periainan memvefifikasi ul,ang
kelenglapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi trrcrsyaratan berkas permohonan
6;ksmfalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTPmelalui lkbid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
mel,akukan jadual tinjau trapang bersana Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau l,apangan melalui
SuratTugas;

8. Tim Tekrris melakukan pemeriksaan administrasi dan liapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalaa BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohon an izitn;

ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris tertradap sertifikat per:mohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensambiLan.

4 Jangka Walrhr
Penyelesaian

7 [ TuJulr I llarf Iralender IlerJa.

{Apablla Perr5raretaa dtayatalaa lenglep
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan pr€rsarana PTSP dalam melaksannkan
identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti :

a- loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. l,oket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan datam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplika-si Ql$.

8 l(srnf etensi Pelaksana 1. Pendidikan ninimal sanjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturari tentang penanernan modal
dan perizinan

3. lvlsriliki pengalamalo dalam pelayanan pen€urarnan modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemempuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemarnpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

lo Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsulta.si langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : OBLI7382 +4+
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@mail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1l Jaminan Pelayanan Pelayanan rrilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimutl 5 (1im4 orang

13 Jarninant Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Tanda Daftar Usaha SPA

ro KOUPOITEII I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1.

2.

3.

+.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661;
Peraturan Pemerintatr Nomor 52 Tahun 2Ot2 terltang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 105
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 62151;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiitnan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan BARU:
Mengisi Formulir permohonan diatas matrai Rp. 6O00 dan Cap;
Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O00 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan;

4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bag yang berbentuk
badan;

5. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Fotocopy dokumen lingkungan;
7. Fotocopy IMB , SIUP dan TDP;
8. Keterangan sarana dan prasarana Tempat Usaha;
9. Fotocop5l tanda lunas PBB tahun ini;
10. Sertilikat keahlian bagi trapis;
11. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Ol,ahraga;
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

O DAFTAR ULANG :

1. Mengisi Formulir permohonan diatas matrai Rp. 60O0 dan Cap;
2. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan;
3. Melampirkan asli sertifikat yang lama;
4. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tga) lembar;
5. Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini;
6. Rekomendasi Dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

1.
2.
3.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pel,ayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan periitnan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan sert€. pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
6lgs6balikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid, PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan tdrryang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Ttrgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hat yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan pers,yarata.n teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis rnelaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkam berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

l0.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
resistrasi Dada Dermohonan dan dikembalikan kenada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan izin;
ll.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat perrnohonan untuk ditandatangarri oleh
Kepala DPM-PTSP;

l2.Kepala DPMPTSP menandatangard SK izin (pengesahan);
l3.Pengarsipan;
l4.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket oensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 ru$th, Hari Kaleader KerJa.

5 Biaya / Tartf Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasiarana PTSP dalam melaksanakan
i6sn 'fikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :

L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Ioket Pendaftaran;
c. L,oket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan datam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizina';
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

1.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
l\{s"ililiki pengeta}ruan peraturan tentang lrenanaman modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanernan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemarnpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

1.

4.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si: O8L1
Short Message Serrice (SMS) : 08717982 44q
Email :dpm-ptspauaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Ja.minan Keamanan
dan KeseL,amatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabil,a diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report perryelesaian pengqiuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o Tanda Daftar Usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

ro ItOfPrOIff;f I'R.AIAT

1 Dasar Hukum 1. undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 @
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2ol2 tentarrg sertifikasi
Kompetensi dan sertifikasi usaha di Bidang pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2o1g tentang pelayanan

Berizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O18 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2ot9 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

BARU:
Mengisi For:mulir Permohonan diatas Matrai Rp 60O0.- dan Cap;
Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTp bagi yang
dikuasakan;
Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenans bagr yang berbentuk badan;
Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (riga) lembar;
Melampirkan SIUP dan TDP;
Fotocopy tanda lunas PBB Tahun ini;
Fotocopy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan;
Rekomendasi Dari Dinas Periwisata.

O DAFTAR ULANG:
1. Mengisi Formulir Permohonan diatas Matrai Rp 6000.- dan Cap;
2. Surat Kuasa di atas materai Rp. 600o dan Fotocopy mp bagi yar

dikuasakan
3. Melampirkan asli sertifikat yang lama;
4. Rekomendasi Dari Dinas Periwisata., Pemuda dan Olahraga;
5. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun ini;
6. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

o
l.
2.
J.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

3 Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta. persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke I(asi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSp;
Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan pehrgas untuk
melakukan jadual tinjau lap"ng bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izim yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tirn Teknis melaporkan hesil liniaq lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudatr lenglap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk ceta.k sertifikat permohonan izin;
Pemarafan r{ilakukaur oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatansani SK izin {pensesahan):

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

L2
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13.
14.

Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (nduh I Harl Kalender KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk layanan Dokumen perizinan

7 Sarana,
Prasarana,
dan/atau fasilitas

L. Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasn'Q,15.

2.

a.
b.
c.
d.
e.

8 l(6mpetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnarr modal dan
perizinan
Metniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pel,ayanan terpadu;
l\{srniliki }qs6atnpuan mengoperasikan aplikasi Layanan perizinan
elektronik; dan
Memiliki kema:npuan mengolah data secara elehronik.

2-

3.

4.

5.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara beg'enjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
APlikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7382 44+

11 Ja-inan
Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah
pelahsana

Maksimal 5 (lirna; st.tt*

13 Jaminan
Keamanan dan
KeseLamatan
Pelayanan

1. Pel,ayanan perizinan dan non perizinan riilaksanrakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
.lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Iaporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disa'npaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiaF bulan dan setiap tahun,
malrpun apabila diperlukan sewaktu-walrhr;

2. Secara berkala dilaforkan juga melalui website www.dpm-
ptso.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesaian pengajuan periar;:an dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ntsp.muaraenimkab.qo.id.
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o Tanda Dallar Usaha Jasa Pramuwisata

ro KOTPOITEIT I'RAIAIT

1 Dasar Hukum

2.

3.

4.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, TarnfaS.r,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Lrdonesia Tahun 2O18 Nomor 1O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

o BARU:
1. Mengisi Formulir Permohonan diatas Materai Rp 6O00.-

dan Cap;
2. Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;
3. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP

bag yang dikuasakan;
4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang
berbentuk badan;

5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Rekomendasi dari Dinas Pariw'isata, Pemuda dan Ol,ahraga;
7. l4slampirkan SIUP darr TDP;
8. Nlslampirkan Tanda Lunas PBB Tahun ini.

. DAFTAR ULANG:
1. Mengisi Formulir Permohonan diatas Materai Rp 6000.-

dan Cap;
2. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OO0 dan Fotocopy KTP

bagr yang dikuasakan;
3. Melampirkan asli sertifikat yang lama;
4. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tga) lembar;
5. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
6. Melamoirkan Tanda Lunas PBB Tahun ini.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveffikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintalrkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

ll.Pemarafan rtilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangarri oleh Kepala
DPM.PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatansani SK izin {pengesahan);
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13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK keoada oemohon melalui loket Densambilan.

4 Jangka Walfir
Penyelesaian

7 &.i.h) Harl Kdender KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

l. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk petrayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalatn pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

2.

3.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendirlikaa minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukus dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€mam.m modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal dan
pel,ayanan terpadu;
Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolatr data. secara elektronik.

1.

2.

3.

4.

5.

9 Pengawasan
Internal

Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung) ;

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811
444
Short Message Service (SMS) : OBLL 7382 +4+
Email :dpa-ptspmuaraerrim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

11 Jatninaur Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan
Ker-anan dan
Keselamatan
Pelayanan

L. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Periziman yang berkualitas karena melibatl<an pihak terkait antara
lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewalrtu-waktu;

2. Secara berkala dilaForkan j.rg. mel,alui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizi/rrarr dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

ro xoxPorEr I'RATAIT

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1O Tatrun 20O9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OL2 tentarry Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parivrisata
pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan l,embaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Ta]run 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62LS);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiirnan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Da:r Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan BARU:
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan di

cap;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk (I{TP) dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

4. Fotocopy Atas Kepernilikan Tanah;
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
6. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
8. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
9. Melampirkan Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
10. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O0O dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.
DAFTAR ULANG:
12. Mengisi formulir permohonan diata.s materai Rp.6000 dan cap;
13. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
14. Asli sertifikat izin tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata yang

Masih berlaku;
15. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
16. Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar;
17. Fotocopy Lunas PBB Tahun ini;
18. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memveffikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan keleng!<apan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilenckapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau Lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan admirristrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Tekrris rmelaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

2.

+.

7.

9.

10.
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11.

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan rtilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP inenandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensarnbil,an.

L2.
13.
L4.

4 Jangka Waktrr
Penyelesaian

7 (n&th, Harf Ilalender Ketia.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen periirnart

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pel'ayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan peizinart
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. APlikasi 615.

3.

8 Kompetensi
Pelaksana

1.

2.

3.

4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarnan modal dan
perizinan
lfyfsrnilik; pengalarnan dalo- pelayanan penanam€m modal dan
pelayanan terpadu;
Merniliki lEqmarnpuar. mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kema"npuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara beqienjang (atasan langsung) ;

1(, Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811
Short Message Service (SMS) : Ogll7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 444

11 Jarniqan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 (lima) orang

13 Jarninal Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan 2.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
anta.ra lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab. go.id.

www,dpm-
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o Sertifikasi Usaha

ro I(OUFOIIEIT I'RATAT

I Dasar Hukum

2.

1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OL2 ten,tatg Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1O5, Tamfs.11*,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62L51;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperiznan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pel,ayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

3.

4-

2 Persyaratan Layanan BARU:
1. Mengisi formulir permohonan diata.s materai Rp. 6O00 dan di

cap;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubaharulya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang 
-ber6entuk

badan;
+. Fotocopy Atas Kepemilikan Tanah;
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
6. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
8. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
9. Melampirkan Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
10. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O00 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.
DAFTAR ULANG:
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6OO0 dan cap;
2. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Asli sertifikat izim tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata yang

Masih berlaku;
4. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
5. Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar;
6. Fotocopy Lunas PBB Tahun ini;
7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Fotocopy lffP bagi

vans dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice f Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selar{utnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jik permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan iain terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekrris serta menuangkan
hasil pemeriksaan dala- BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permotronan yang sudal. lengkap ke Ka.bid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

1O. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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11
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani
oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensa:nbilan.

t2.
13.
t4.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (nduhrHari Kaleader KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket PeLayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan datam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
l. epttasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
Merniliki pengalaman dalam pel,ayanan penulnaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elelrtronik.

1.

2.

3.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

lo Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsulta.si langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi:
Short Message Serrice (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptE)muaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

o81L 7382 44+

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarninsll Keamanan
dan Kesel,amatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkuditas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

2.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab.so. id.
Progres report penyelesaian pengqjuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. qo.id.
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zin Lin
to ITOTFOTTEil UNAIAIT

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tah:un 2OL2
tentang lzin Linglrungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012
tentang Kegiatan Wajib Amdal
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor LT tah.un 2OL2
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis
Darnpak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2O12
tentang Pedoman Pen5rusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Linglungan
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Periartarr Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Pers5raratan
Layanan

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.0O0.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Surat Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari Dinas Lingkungan

Hidup;
+. Fotocopy Berita acara Dokumen UKL-UPL;
5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UI{L-UPL) ;
6. NPWP Perusahaan;
7. Fotocopy NIB;
8. Fotocopy lzin Lingkungan dari oss;
9. Fotocopy Izin Usaha;
10. Bentuk Rencana Usaha atau Kegiatan yang akan dilakukan;
11. Rekomendasi UKL-UPL dan Dokumen UKL-UPL / Fotocopy SPPL

dan Dokumen AMDAL;
12. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang

dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofrce / Pelayanan;

3. Font oflice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng\api, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PIP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP rhemerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan ian yangmemerlukan tinjau lapangan melalui Surat
T\rgas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teloris melaporkan hasil trq-au lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretais melalui staf sekretariat rnernberikan penomoralr
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonarr izirr;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat Dermohonan untuk ditandatansani oleh
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72.
13.
t4.

Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada nemohon melalui loket peneambilan.

4 Jangla Watfu
Penyelesaian

7 ( TuJuh ) Had Kdender Keda. (Apabtla Peryaratan dlnyatatan
feagLapf

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

l.Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2.L,oket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengamflqrl.

3.Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan,
ekono-ri, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarn€ul modal dan
perizinan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan pen€marnan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2.

3.

4.

5.

9 Pengawasan
lnternal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 4++
Short Message Service (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
+.
5.
6.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak=i-al 5 (lirna) e1'"r.t

13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel
dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak
terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewakhr-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada
ptsp.muaraenimkab. so.id.

website www.dpm-
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o lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun {B3}

to r(olPlomt I'NAIAT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
20O9 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2OOg tentang Tata Laksana Per2inan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di
cap;
Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
Fotocopy Karar Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;
Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagr yang berbentuk
badan;
Fotocopy NIB;
Fotocopy Izin Lingkungan;
Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 60O0 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jik. permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertilikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap serlifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPISP menandatangani SK izin (pengesal.an);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12
13
14

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

7 ( TuJuh ) Harf Kaleader KerJa.(Apabila Perryarataa dinyatakan
leagkapl

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan
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7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam meL,aksanakan
iden':fikasi produk pel,a5ranan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti:
a- Loket lnformasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan mirrimaf sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€rnarnar. modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dala- pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Layanan
perizinan elektronik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal 5. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1() Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 T3g2 444
4. Short Message Service (SMS) : O8ll7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1l Jamin6s Pelayana, Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal5 (lima) orang

13 Jarninal Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan peridtnan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksarp , tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila rtiFerlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraerriakab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin Pembuangan Air Limbah I Nr Limbah (IPLC)

ro TOIFOl5Eil I'NANT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Lingftungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68 / Menlhk/ Seti'en/ Kum. 1 I 8 I 20 16 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di
cap;

2, Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Fotocopy NIB;
6. Fotocopy Izin Lingkungan;
7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. Melampirkan gambar lokasi temPat usaha;
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 60OO dan Fotocopy KTP bagi

vane dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme I

dan Prosedut I

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persD/aratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persDlaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Ikbid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan Petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persya.ratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan Penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonat izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

1.

4.

6.

7.

9.

10.

11

t2.
13.
L4,

4 Jangka Wat<tu
Penyelesaian

7 ( TuJuh I Hetf Kdender llerJa.(Apablla Perryarataa dlayatakaa
lenglapf

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sanama, Pra-sarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasr
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan sePerti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Penda.ftaran;
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3.
c. Ioket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala'n pelayanan periainan
meliputi
a. APlikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengars*iFan;
e. Aplikasi GIS.

E Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarn€m modal dan
perizinan
Memi'liki pengalaman dalam pelayanan penanz"nan modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemempuan mengoperasiikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2.

4.

9 Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penangarean
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Iayanan Pengaduan dan Konsultasi : Og11
Short Message Service (SMS) : OSLL Z3B2 444
Email :dpm-ptspnuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

7382 44+

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan r{ilakseuraka11 sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana 1afufusimal 5 (lirna) sjant
13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1.

perizinan dilihat pada
ptsp.muaraeflimkab.so.id.

website www.dpm-

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disarnfaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiaF bulan d.an setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu ;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesian pengqiuan perizinan dan non
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o lzin Pembuangan Air Limbah Domestik

ilo KOUPIOITEIT I'RAIAil

1 Dasar Hukum

2.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/ Setjen/ Kum .l I I I 20 16 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perwinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Carnat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6OOO dan di
cap;

2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Fotocopy NIB;
6. Fotocopy Izin Lingkungan;
7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O0O dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta lrersDraratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;
Font ofEce memverifikasi kelengkapan permohonan, jik.
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (penges&*);
Pengarsipan;
Penverahan SK keoada oemohon melalui loket oensambilan.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10

11

t2
13
t4

4 Jangka Walftu
Penyelesaian

7 ( TuJuh I Hari Kaleoder Kerja. (Apabila Persyarataa dinyatakaa
leagkap!

c Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen penzinan

7 Sarana, Prasarafra,
dan/atau fasilitas

1.

2.

Sararra dan prasarana PTSP dalarn melaksanakarr identilikasi
produk pelayanan perizinan terdti dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. l,oket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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3.
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplika-si Online Perianan;
b. ApUkasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tenta.ng penanarnan modal dan
perizinan
Merniliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
periziman elektrorrik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elektrorrik.

1.

2.

3.

4.

5.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulta.si:
Short Message Service (SMS) : OaL1^7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.ss6
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.
()

3.
4.
5.
6.

oatt 73a2 444

11 Ja-inan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirna) s1a11,

13 Ja-inan Kea:nanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan penziman dan non perizinan dil,aksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

Laporan evaluas'i pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walrtu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres relrort penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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o IzinPemanfaatan Air Limbah Pada Tanah

ro KOUFOITHT IIRAIAIT

I Dasar Hukum

2.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.7l8l2016
Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2Ol9 Tentang Pendelegasian
Kewena:rgan Pelayanan Perizinan Dan Nonpenzinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di
cap;

2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;
+. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Fotocopy NIB;
6. Fotocopy Izin Lingkungan;
7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
9. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6OOO dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oflice /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasiperizlnan;

5. Selanjutnya Veri.fikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6, Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertilikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (penges&*);
13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waku
Penyelesaian

7 ( Tqiuh ! Hart Kalender KerJa. (Apabila Persyaratan
dinyatakan leagkap)

5 Biaya I Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokrrrren perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelavanan seperti :

J/J



a- Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aolikasi GIS.

dalam pelayanan perizinan

8 Kompetensi Pelaksana

2.

3.

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
Merniliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan periainan
Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Merniliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektrorrik; dan

5. Merniliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

1(} Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi
444
Short Message Service (SMS) : O8LL 7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

o811 7382

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan ditaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jamineut Kearnanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secata
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seliaF bulan dan setiap
tahun, manrpun apabila dipedukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dil,aporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go. id.

2.
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o Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeiolaan dan pernantauan Lingkungan

(sPPL)

ilo NOUPOITET UNAIAIT

1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.68 / Menlhkl Setjen/ Kum. 1 I 8 I 2O L6 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinarr Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1.

2.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6OOO dan di
cap;

2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KIP) dan NPWP Pemohon;
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Fotocopy NIB;
6. Fotocopy Izin Lingkungan;
7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usal.a);
9. Melarnpirkan gambar lokasi tempat usaha;
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6O0O dan Fotocopy KTP bagi

vans dikuasakan.

3 Sistem Mekanisme
dan Prosedur

i. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / 
IPelayanan 
I

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian 
I

menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan; 
I

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jik. 
I

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Petizinan; 
I

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periirrran memvef,fikasi ulang 
I

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk 
I

diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admnini.strasi perizinan; 
I

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali 
I

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila 
I

kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan 
I

dikembalikan untuk dilengfuapi, jika permohonan perlu 
I

peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. 
I

PTP melalui Kabid PTSP; 
I

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel 
I

babel atau bendahara penerirnaan sesuai dengan perundang- 
]

undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persya-ratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalan BAP;

g. Koordinator Tim Teloris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah leng!<ap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomorarl
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertilikat permohonan izin;
11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. KepaIaDPMPTSP menandatangani SK izin (penges&*);
13. Pengarsipan;
14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Wal<hl
Penyelesaian

7 ( Tujuh-l Had llalender Kerja.(Apablla Persyarataa dinyatakaa
lergLap)

5 Biaya / Tarlf Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizina;rl

7 Sarana, Prasarana, 1 S*rrra d.rr prasarana PTSP dalarn melaksanakan identifikasi
oroduk pelavanan perizinan terdiri dari :
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dan/atau fasilitas 2. Loket-loket Pelayanan seperti :

a- Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. [.oket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dala'n pelayanan perizinan
meliputi

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

3.

a.
b.
c.
d.

8 l(srnfetensi
Pelaksana

Pendidikan minimat sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonorni, hukum dan ad:ninistrasi negara;
l\{srniliki pengetahuan peraturan tentang pen€mernan modal dan
perizinan
l![smiliki pengalaman dalarn pelayanan penana"nar modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kem.mpuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
Memiliki kemampuan mengolah data secara elekronik.

9 Pengawasan Internal Dil,akukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

1(l Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsulta.si langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811 7382
Short Message Serrice (SMS) : OBtl7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenirn@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.
4.
5.
6.

11 Jarnin6s Pelayagan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Mak.qimal 5 (lima) slan*

13 Jamirran Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas selftoral dan instansi
vertikal.

14 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1. Laporan evaluas{ pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tatrun, maupun apabila diFerlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzan Koperasi simpan Pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USp)

llo KOUPOtrEr I'RAIAT

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasion;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tetrtang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha gimpan Pinjametsh Koperasi{
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg5Nomor
1e);

3. Peraturan Menteri Koperas' Dan Usaha Kecil Dag Menengah
Republik Indonesia Nomor 15/per/M.Kukslk/2}ls
Tentang Usaha Simpan Pinjarn Oleh Koperasi

4. Peraturan Bupati No. 4.Tahun 2019 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Moda1 Dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan pin:aln;
2. Fotocopy pengesahan alrta pendirian/perubahan anggaran

dasar Koperasi beserta surat keputusanrrya;
3. Fotocopy surat bu}ti setoran modal dalam bentuk rekening

tabungan pada Baank Umum atas nerna Koperasi dan/atau
salah satu pengurus;

4. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas;

5. Fotocopy nomor rekening atas nama koperasi; dan
6. Rencana keria paling sedikit 3 (ticd tahun.

3 Sistem Mekanim.e dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front officJ
/ Pelayanan

2. Pemohon melengftapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofrce / pelayanan;

3. Font off.ce memverifikasi kelenglapan perrnohonan, jika
lenglap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

+. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefiEkasi
ulang kelenglap€m permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. Selanjutrrya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsatran dan kelenglapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan diftsrnSalikan untuk dilenglapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukad jadual tinjau trapang bersama Lrstansi Teknis
untuk permohonan idn yaag memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hd-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalarn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PISP;

L2. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK

Pencambilan.
kepada pemohon melalui loket

4 Jangla Walftu
Penyelesaian

3 llart Kaleader KerJa.
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5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Satana, Prasarana,
danlatau fasilitas

1. sarana dan pr.rsarana PTSP dffi
identifikasi produk pelayanan perizinan terd.iri dari :

2. Loket-loket PeLayanan seperti:
a, Loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengarnbilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonorni, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pen€r.narran modal
dan perizinan

3. Merniliki pengalaman dalarn pel,ayanan penanarnan modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemernpu€m mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal 6. Dilakukan seca.ra beg'enjang (ata.san langsung);

1() Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1

2
3

4
5
6

7

Melalui konsultasi l,angsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 73g2
4+4
Short Message Service (SMS) : OSll 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenio@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jualah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi
diympaikan kepada Bupati [aik s6qar.a berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewakttr-waktu;

2. Secara berkala r{ilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.eo.id.
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o lzin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan pembiayaan Syariah (KSPPS)/
Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (USPPS)

ro IIOUBOITEIT T'RAIAN

I Dasar Hukum 1. Undang-undang No 25 tahun L992 terrtatg Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjarnslsh Koperasi(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l995Nomor
1e);

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Eni:n

2 Persyaratan Layanan Surat Permohonan pengqjuan Izin Usaha Simpan Pinjam;
Fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran
dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening
tabungan pada Baank Umum atas narna Koperasi dan/atau
salah satu pengurus;
Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas;
Fotocopy nomor rekening atas nama koperasi; dan
Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

1.
2.

3.

+.

5.
6.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Petrayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice I Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
periainan;
Selanjutnya Verifikator dan Iksi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembelikan untuk dilengftapi, jika
permohonan pedu peninjauan lapangan maka Kasi Ap
membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Ihbid PTSp;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel ata.u bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan adsrinistrasi dan
lapangan, menyarnpaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalrtn BAp;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penouroran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK
pensambilan.

kepada pemohon melalui loket

1.

2.

3.

4.

5.

9.

7.

8.

10

11

L2
13
l4

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 llari Kaleader IIerJa.

5 Biaya I Tanl Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasittas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalom melaksanakan
identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari I

2. Loket-loket Pelayanan seperti:
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a. loket Informasi;
b. LoketPendaftaran;
c. loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 l(srnpetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintatran, ekonorni, hukurn dan administrasi negara;

2. Metnitiki pengetatruan peraturan tentang penana"nan
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
peridrran elektronik; dan

5. Memiliki l<elaampuarr mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi l,angsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : OSll7382 444
Email :dpm-ptE)muaraenim@mail.com
Aplikasi SMS Gate Away;
Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarninan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan ApUkasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimd 5 (Iima; stant

13 Jamiaan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineg'a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pel,aksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bul,an dan setiap tahun, mauprur apabila diFerlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaForkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan periainan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Pembukaan Kantor Cabang

Ito xouPorEIr I'RAIAIT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor : 1 0/ PER/ M. KUKM/ 20 1 Stentang Kelembagaan Koperasi

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor : 1 0 / PER/ M. KUKM/ 20 1 Stentang Kelembagaan Koperasi

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor : 17 /Per/M.IOKM/XIl2O15tentang Pedoman
Pengawasan KoperasiSimpan Pinjam dan Unit Sirnfan Pinjar.
Koperas

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpedzinan Kepada
Kepala Dinas Penanar.an Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan lzin Pembukaan Kantor Cabang yang
ditanda tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 6000.- dan
di cap;

2. Alamat Kantor Cabang yang akan dibuka;
3, Fotocopy anggar€m dasar dan €rngg€rran rumah tangga;

4. Modal kerja untuk Kantor Cabang;

5. Fotocopy hasil penilaian kesehatan dengan predikat paling
sedikit cukup sehat;

6. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
7. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang

bersangkutan dalam 1 (satu) tatrun terakhir;
8. Rencana keq'a Kantor Cabang paling sedikit setahun;
9. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar

nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
10. Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat standar

kompetensi.

3 Sistem Mekarrism.e dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Petrayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan pertrohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6, Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan ian yatg memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis mel,akukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan pef,syaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalatn BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap serffikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

t2. KepaTa DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pensarsioan:
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14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket nensambilan.
4 Jangka WaIfir

Penyelesaian

3 (Tigal Harl Kalender IIerJa. ( Apabtla Perryaratan dlayataLaa
leagLapf

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

l. Sarana dan prasarana PTSP dala- melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti:
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran;
Loket Pengarnbilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalom pelayanan
perizinan meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasil
c. Aplikasi Perizinan;
d. AplikasiPengarsipan;
e. trplikasi GIS.

a.
b.
c.
3.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pel,ayanan penanamzm modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. l\dsmiliki kema.mpuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan trangsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : O811 7382
444
Short Message Service (SMS) : O8L17382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

+.
5.
6.

7.

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 ;Jsrnlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jarnitlan Keamana'
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

L4 Evaluasi Kine{a
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seti"p bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalrttr-walrtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
otsp.muaraenimkab.eo.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.qo.id.
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o lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

lto XOUPOITEIT URAIAT

I Dasar Hukum 1.
2.

3.

Undang-undang No 25 tahun L992 terrtang Perkoperasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tatrun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamolsh Koperasi(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 19);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Darr Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

2.
3.
+.
5.

6.
7.

8.

1. Surat Permohonan lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
yang ditanda tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 6OOO.-
dan di cap;
Alamat Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka;
Fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tanrgga;
Modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu;
Fotocopy hasil penilaian kesehatan dengan predikat paling
sedikit cukup sehat;
Daftar sarana keg'a beserta kondisi fisiknya;
Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang
bersangkutan dalam 1 (satu) yahun terakhir;
Rencana keg'a Kantor Cabang Pembantu paling sedikit
setatrun;

9. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar
narna calon kar5rawan Kantor Cabang Pembantu; dan

10. Calon Kepala Cabang Pembantu wajib memiliki sertifikat
standar kompetensi.

3 Sistem Mekanisae dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non periainan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota. untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dileng[api, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon mel,akukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Tels:is
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-ha1 yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalom BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hesil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak serffikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

4 Jang!<a Waku
Penyelesaian

3 Hart Kalender KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan
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7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasa'ana PTSP dalam mel,aksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti:
a. L,oket Informasi;
b. toketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Irrvestasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi PeL;aksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono-i, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan terrtang penana?nan modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal dan
pel,ayanan terpadu;

4. Li[srniliki kemarnpuan rnengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelrtronik; dan

5. 14s"niliki kemernfuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeng'ang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4+4
Short Message Seryice (SMS) : 08117382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.sqrr
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

11 Jarninss Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

L2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) slant

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselatnatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsr disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seti rp bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala rtilaporkan juga melalui website www.dpm-
otsp.muaraenimkab.so.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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o lzin Pembukaan Kantor Kas.

ro IIOUPIOITE.IT I'RAIAT

1 Dasar Hukum Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjemsl6S Koperasi( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 19);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1.
2.

2 Persyaratan Layanan

2.

3.

1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Kantor Kas yang ditanda
tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 60OO.- dan di cap;
Merniliki Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu
dalam satu wilayah kabupaten/kota dimana kantor kas tersebut
dibuka; dan
Nama Calon Keoala Kantor Kas.

3 Sistem Mekanigne
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front oftce / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelenglapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvef,fikasi ulang
kelengkaparl permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau Lapangan melalui
Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyarnpaikan hal-hal yang perlu r{ilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalarn BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap
untuk cetak sertifikat permohon an iitn;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani
oleh Kepala DPM-PTSP;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pensambilan.

+.

5.

7.

8.

9.

10

11

12
13
L4

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 Hart Kalender KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1.

2.

3.

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pel,ayanan periainan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Lrformasi;
b. LoketPendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
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e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi
Pelaksana

1.

2.

3.

4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan admirristrasi negara;
Metnitiki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dalam pel,ayanan Penanasran modal dan
pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanart
periainan elel,rtronik; dan
Merniliki kemampuan mengolah data secara elekrorrik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: O811
Short Message Service (SMS) : OSLL 73A2 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmai1'com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

7382 4+4

7.

11 Jaminzur Pelayanan Pelayanan dil,aksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

l3 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparao;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara l,ain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kinefa
Pelayanan

1.

2.

3.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala seti"p bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-walrtu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinaa dilihat pada website
ptsp.muaraenimkab.so.id.

www,dpm-
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. Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

tro TTOUPIOIsEIT unfirr
I Dasar Hukum Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada [epala
Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu pintu ban
Camat Di Kabupaten Muara Enirn

2

3

I 
Persyaratan Layanan 1. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DpMpTSp,

dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan
melampirkan Fotokopi KTp penerima Kuasa (apabila pengajuan
permohonan dikuasakan) ;

2. Surat Pernyataan Alasan perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Keq'a Asing (IMTA);

3. Fotokopi Bukti Pembayaran Retribusi perpanjangan Izllr.
Mempekeg'akan Tenaga Keq'a Asing melalui Bank yang telah
ditunjuk oleh Bupati;

4. Fotokopi Keputusan Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTT(A);

.Fotokopi Paspor Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku;

.Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
Fotokopi Perjanjian Keq'a atau perjanjian Melakukan pekeg'aan;
.Fotokopi Bukti Gaji/Upah Tenaga Kerja Asing;
Fotokopi NPWP bagi Tenaga Keg'a Asing yang bekerja lebih dari

5.
6.
7.
8.
9.

6 (enam) bulan;
10. Fotokopi NPWP bag' Pemberi Kerja Tenaga Keda Asing;k.Bukti

Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi berbadan hukum
Indonesia;

ll.lFotokopi Kepesertaan ikut Prog:arn Jamjnsn Sosial Nasional
bagi Tenaga Keg'a Asing yang bekeg'a lebih dari 6 (enam)
bulan;m.Fotokopi Surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia
Pendamping;

12. Laporan Realisasi Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Tenaga Kerja Indonesia pendamping dd.- rangka alih
teknologi; dano'Rekomendasi Jabatan yang akan diduduki oleh
Tenaga Kerja Asing dari instansi teknis sesuai dengan
peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

| 1. Pemohon mendapat formulir da', p@
I Pelayanan

I z' Pemohon rnelengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
I menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

| 3. Font ot:" memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
I l9rgk"p diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

I a. K,asi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;5. Selanjutnya verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembari
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas p".*ohoru,,
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohtnan perlu
p-eninjauan lapangan maka Kasi Ap membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumser
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang_

_ undangan untuk permohonan izin terntentu;
7. Kabid PTSP dan Kasi pTp memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lepang bersama Instansi reknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Tehris melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hai-hal yang pedu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dal,rn BAp;

9. Koordinator Tim Tekrris melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yarrg sudah tengkap keKabid PTSP dan FO unturk p.orL.r.t rr SK proJes dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyer.trt<.n kepada
Sekretaris;

1o' sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomora,
registrasi pada permohonan da4 dikembalikan kepada Kasi Ap
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untuk cetak sertifikat lrcrmohonan izin;
ll.Pemarafan r{ilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatarrgani oleh Kepala DPM-PTSB

12. Kepala DPMPTSP menandatangani $( izirr (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penveralran SK kepada pemohon melalui loket penga:nbilan-

4 Jangka Walrhr
Penyelesaian

3 Hsd Knleader KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

a.
b.
c.
d.
e.

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan idenffikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambil,an.
Sistem aplikasi yang digunakan dalarn pelayanan perizinan

meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1.

2.

3.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekono*i, hukum dan administrasi negara;
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanErman modal
dan perizinan
Memiliki pengalaman dala:n pelayanan penanaman modal
dan pel,ayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

I Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung) ;

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811
44+
Short Message Service (SMS) : OSIL 7382 44+
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jarnirtan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah peLaksana Maksimal 5 [ima) orang

13 Jarniqan Kearnanan
dan Keselam.atan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan penzirrar: dan non periainan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualita.s karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1.

2.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disaopaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimliab. go.id.
Progres report penyelesaian peng4juan perizinan dan non
periziaan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.so.id.
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. lzin I-embaga Pelatihan Keq'a Swasta.

tro KOUPOIIIIT UAAIAII

1 Dasar Hukum 1.

2.

Peraturan Menteri Ketenagakeg'aan RI Nffi
tentang Tata cara Perizinan dan pendaftara' Lembaga pelatihan
Keqia
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2O19 Tentang pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonpe-rizinan K-epada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu 

-Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

t' Persyaratan Layanan l. Mengisi formulir permohonan
6.OO0,-

dengan dibub-hi-Eaterei Rp.

4.
5.
6.
7.
8.
o
10

2. Foto copy KTP PenanggungJawab.
3. Surat Keterangan Domisili / Rekomendasi Usaha dari Lurah mengetahui

Camat.
Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha.
Foto copy Kartu BPJS.
Foto copy IMB.
Foto copy Izin l,okasi.
Izin Lingkungan atau (SPPL, UKL/UpL, Amdal).
Foto copy NPWP.
Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang
berbadan hukum.

25.

1 1. Foto copy SIUP dan TDp bagi yang berbadan hukum.12. Past foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
13. Rekomendasi Instansi Terkait.
14. Foto copy/Salinan Akte Notaris pendiriaa lembaga yang disyahkan dan

didaftarkan di pen-gadilan l_,fegeri setempat, yang 
-aafat 6rupa Akte

Pendirian Yayasan, Koperasi dan bentuk usatraiainl
1! Nama dan Riwayat Hidup penanggungJawab LpKS;
16. Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tanah dan gedung

pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontral atauizin areal air, udara, tanah dan gedung selurang-kurangnya 1 (satu)
tahun;
Program pelatihan yang mengacu kepada keterampilan atau keahrian dan
atau- kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa
kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pehthan; '
Tanda bukti memiliki sarana pelatihan r."rai- program ielatihan yang
akan diselenggarakan, berupa daftar inventaris LelJrgkapan dan kintor
dan peralatan/mesin untuk masing-masing bidang kejiruan pelatihan;
Foto Copy struktur organisasi dan tatakerja 

-yang jehs, yang
menggambarkan mekanisme antar bagian-bagian yang tertcaii satu s-ama
lain dalam organisasi LpKS
Foto copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur pelatih
Kerja serta Daftar Nama. Tenaga Kepelatihan yan! dilengkapi dengan
Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan f,pXS;-
surat Pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan penyelenggaraan
pelatihan .k:q'a yanC djlertai bukdr&ening -di Eanf 

"L" t&rU"g.
keuangan lain yang disyahkan pemerintah;
Syarat Penambahan Program LpKS :

Kurifulum dan silabus program pelatihan yang diajukan.
Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tanah dan gedung
pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontra-k atauizin areal air, udara, tanah dan gedung sekurang_kurangnya f (satul
tahun;
Foto copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur pelatih
Kerja serta Daftar Nama_ Tenaga Kepelatihan yang dilengkapi dengan
Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan LpKS;-
Surat Pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan penyelenggaraan
pelatihan kerja yang disertai bukti rekening di eank ut", iJ-u"g"
keuangan lain yang disyahkan pemerintah.

t7.

18.

19.

20.

2t.

22.
23.
24.

26.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir d
Pelayanan

2- Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / pelayanan;

3' Font oflice memverilikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi pelayanan perizinan;

4. 5":i Pelayanan perizinan da,, non perizinan memvefifikasi urang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan
do verifrkasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. selanjutnya Verifikator dan Kasi Ap memeriksa kembali keabsahan dan
kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum memenuhi
persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi Ap meibuat srat
kepada Kasi. PIP melalui Kabid pTSp;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank sumsel babel atau
bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan untuk
pemohona izin temtentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi prp memerintahkan petugas untuk melakukanjadual tinjau lapang bersama Instansi reknis untuk permohonan izin
yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat Tugas;8- Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk
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9.

10.

11.

kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan
dalam BAS
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan
berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid pISp dan FO untuk
pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran registrasi pada
permohonan dan dikembalikan kepada Kasi Ap untuk cetak sertifikat
permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala DpM-
PTSP;

L2. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerah?n SK kepada pemohon melalui loket pensambilan

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

3 Hart ltaleader KerJa.

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan

7 Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam
pelayanan perizinan terdiri dari :

melaksanakan identilikasi produk

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

a.
b.
c.
d.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal saq'ana terutama bidang pemerintahan, ekonomi,
hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentaflg pen€rnaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanarnan modal dan pelayanan
terpadu;

4- Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung
Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : Og1 I
Short Message Service (SMS) : OAl1 T3A2 444
Email :dpm-ptspmuaraenirr@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

2.
3.
4.
5.
6.

7.

7342 444

11 Jatninsll Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar operasional prosedur
dan Aplikasi OSS

t2 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lirn6) e16rr*

13 Jaminan Kearnanan
dan Keselarnatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

1.

2.

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
apabila diperlukan sewaktu-waktu;
Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm_
otsp. muaraenimkab.so. id.
Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan dilihat
pada website www.dpm-ptso.muaraenimkab.eo.id

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH
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